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BAB 1 
OVERVIEW EKONOMI NEGARA 
ISLAM 
 

Oleh Afdhal, M.Si 

 

 
1.1 Pendahuluan 

Kondisi ekonomi negara-negara Islam telah menjadi 

topik yang semakin penting dalam konteks global dewasa ini. 

Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem ekonomi 

yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. 

Namun, seperti halnya negara-negara lain di dunia, mereka juga 

dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang 

mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat 

mereka (Alhammadi et al., 2022). 

Ekonomi negara-negara Islam sangat bervariasi, mulai 

dari negara dengan ekonomi yang kuat dan beragam seperti 

Turki dan Malaysia hingga negara yang menghadapi tantangan 

ekonomi yang signifikan seperti Afghanistan dan Sudan 

(Mubarrok et al., 2022). Beberapa negara mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara yang lain masih 

berjuang untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan 

(Muhammad & Nugraheni, 2022). 

Beberapa tantangan utama ekonomi negara islam 

meliputi ketidakstabilan politik yang kemudian menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan ini mencakupi konflik 

internal, perubahan rezim,  dan ketidakpastian politik yang 

dapat mengganggu investasi dan perdagangan, serta 

menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil (Sari et al., 

2022). Selain itu, permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan 
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pun menjadi batu penghalang kemajuan ekonomi negara islam. 

Banyak negara Islam masih menghadapi tingkat kemiskinan 

yang tinggi dan ketidaksetaraan ekonmi yang signifikan. 

Pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata dapat 

menciptakan ketegangan sosial dan ketidakstabilan (Ahyani et 

al., 2022).  

Disamping itu, tantangan lainnya negara islam meliputi 

ketergantungan pada sumber daya alam, seperti minyak dan gas. 

Banyak negara islam yang menggantungkan perekonomiannya 
pada ekspor minyak dan gas yang membuat ekonomi mereka 

rentan terhadap fliktuasi harga komoditas global. Dalam 

mengatasi tantangan ini, negara-negara Islam juga memiliki 

potensi besar. Nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, distribusi 

yang adil, dan perdagangan yang etis dapat membantu 

membentuk ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. 

Selain itu, kerja sama antarnegara Islam dan dengan mitra 

internasional juga dapat membantu mengatasi masalah ekonomi 

yang dihadapi oleh negara-negara ini (Sevriana et al., 2022). 

Dalam analisis mendalam ini, kita akan menjelajahi lebih 

lanjut kondisi ekonomi negara-negara Islam, mengeksplorasi 
upaya mereka dalam mengatasi tantangan ekonomi, dan melihat 

bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi kebijakan ekonomi 

mereka. 

 

1.2 Kondisi Ekonomi Negara-Negara Islam 
Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, 
keberlanjutan, dan pembagian risiko (Widodo et al., 2022). 

Negara-negara Islam memiliki potensi besar dalam industri 

ekonomi Syariah, namun penetrasi ekonomi Syariah di 

Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-

negara lain seperti Malaysia (Afdhal, Sudirjo, et al., 2023). 

Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan 

penetrasi pasar ekonomi Syariah di Indonesia, seperti 

mendirikan lembaga keuangan Syariah, mengembangkan 
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produk keuangan Syariah, dan meluncurkan indeks saham 

Syariah (Afdhal, 2023). 

Di beberapa negara seperti Singapura, sistem ekonomi 

Islam cukup berhasil ditetapkan, terbukti dengan didirikannya 

Islamic Bank Of Asia pada tahun 2007. Ekonomi Islam memiliki 

tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan. 

Perekonomian Islam adalah sistem ekonomi dengan dasar Islam 
yang telah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para 

sahabat. Ekonomi Islam di Indonesia semakin berkembang 
secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di 

dunia (Afdhal, 2015). 

Pada dasarnya, ekonomi Islam memiliki tujuan untuk 

memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan. Oleh karena 

itu, ekonomi Syariah dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam, harapannya adalah dapat 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan 

bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta 

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Afdhal, 

Fauzan, et al., 2023). Dalam upaya mengembangkan ekonomi 
Syariah, kerja sama antarlembaga dan pemangku kepentingan di 

Indonesia menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam 

mewujudkan visi ini. 

Selain itu, ekonomi Syariah juga berfokus pada nilai-nilai 

moral dan etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip seperti 

larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan praktik 

bisnis yang merugikan sosial dan lingkungan menjadi landasan 

utama dalam pengembangan sistem ekonomi ini. Ini berarti 

bahwa ekonomi Syariah tidak hanya mencari keuntungan 

finansial, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan manfaat 

sosial dan ekologis yang berkelanjutan (Hendrianto & Praja, 

2021). 

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Syariah telah 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun 
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terakhir. Pemerintah telah mendukung inisiatif-inisiatif yang 

bertujuan untuk memperluas pasar ekonomi Syariah, termasuk 

dengan memperkenalkan regulasi yang mendukung, seperti 

Undang-Undang Perbankan Syariah (Rumasukun & Nugraha, 

2021). Lembaga-lembaga keuangan Syariah, termasuk bank-

bank Syariah dan perusahaan asuransi Syariah, semakin 

mendominasi sektor keuangan. 

Selain itu, pengembangan produk-produk keuangan 

Syariah yang inovatif juga telah memungkinkan masyarakat 
Indonesia untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam. Produk seperti sukuk (obligasi 

Syariah) dan reksadana Syariah menjadi semakin populer di 

pasar keuangan (Mujahidin, 2019). 

Namun, meskipun ada perkembangan yang positif, masih 

ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam 

mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia. Salah satunya 

adalah pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang 

prinsip-prinsip ekonomi Syariah di kalangan masyarakat. Selain 

itu, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara lembaga-

lembaga keuangan Syariah dan regulator untuk memastikan 
stabilitas dan transparansi pasar (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 

2021). 

Pemerintah Indonesia telah aktif melakukan berbagai 

upaya untuk mengembangkan ekonomi Syariah di negara ini. 

Beberapa langkah konkret yang telah diambil mencakup: 

1) Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan 
Syariah (KDEKS): Dengan didirikannya KDEKS, pemerintah 
berharap dapat menciptakan entitas yang berperan penting 
dalam memastikan ekonomi Syariah di berbagai daerah di 
Indonesia dapat berkembang dengan baik. Komite ini dapat 
memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku 
bisnis, dan komunitas untuk merumuskan kebijakan-
kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah. 

2) Penguatan Payung Hukum: Pemerintah telah bekerja keras 
dalam memperkuat kerangka hukum yang mendukung 
ekonomi Syariah. Ini termasuk pengesahan regulasi dan 
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undang-undang yang secara khusus mengatur sektor 
ekonomi Syariah, seperti Undang-Undang Perbankan 
Syariah, untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan 
kuat. 

3) Sosialisasi dan Promosi Ekonomi Syariah: Pemerintah juga 
aktif dalam mensosialisasikan dan mempromosikan konsep 
ekonomi Syariah kepada masyarakat. Kampanye-kampanye 
edukasi dan pemasaran bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang manfaat dan nilai-nilai 
ekonomi Syariah. 

4) Pendirian Lembaga Keuangan Syariah dan Produk Keuangan 
Syariah: Indonesia telah melihat pertumbuhan signifikan 
dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan Syariah seperti 
bank Syariah, perusahaan asuransi Syariah, dan lembaga 
pembiayaan Syariah. Pemerintah telah mendukung 
perkembangan produk-produk keuangan Syariah yang 
inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

5) Peluncuran Indeks Saham Syariah: Peluncuran indeks saham 
Syariah adalah langkah penting dalam mengembangkan 
pasar modal Syariah. Ini memberikan kesempatan bagi 
investor untuk berpartisipasi dalam investasi yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. 

6) Pengembangan Teori dan Kebijakan: Pemerintah telah 
berinvestasi dalam pengembangan teori dan kebijakan yang 
mendukung ekonomi Syariah. Ini termasuk penyusunan 
pedoman dan regulasi yang lebih rinci untuk sektor ini, serta 
pengembangan model-model ekonomi Syariah yang 
berkelanjutan. 

7) Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Daerah: Pemerintah juga 
fokus pada pemberdayaan ekonomi Syariah di tingkat 
daerah. Ini dapat mencakup program-program pelatihan dan 
dukungan untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang 
berbasis Syariah, serta pengembangan kawasan-kawasan 
ekonomi Syariah di berbagai daerah. 
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1.3 Ekonomi Syariah Solusi Tantangan Ekonomi 
Pernyataan (Galbraith, 2007) dalam bukunya, "The New 

Industrial State," yang menyatakan bahwa "konsumsi barang 

telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, dan tolok 

ukur prestasi manusia yang paling tinggi," mencerminkan 
perubahan signifikan dalam paradigma sosial dan ekonomi 

masyarakat modern. Dampaknya, perilaku hedonisme, 

materialisme, dan konsumerisme telah merasuk ke hampir 

semua aspek kehidupan masyarakat. 

Dalam era saat ini, kita melihat peningkatan yang 

signifikan dalam keinginan berlebihan untuk memenuhi 

kebutuhan individu, terutama yang bersifat materi dan 

pemuasan keinginan-keinginan pribadi. Hal ini dapat dilihat 

sebagai konsekuensi langsung dari fenomena kapitalisme 

modern yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan 

akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama (Rumasukun & 
Nugraha, 2021). 

Namun, di tengah gejolak materialisme ini, ada panggilan 

untuk menjaga keseimbangan dengan memenuhi kebutuhan 

spiritual. Kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan 

sejati tidak hanya dapat diukur dari jumlah barang yang dimiliki, 

tetapi juga melalui pencarian makna dan pemenuhan kebutuhan 

spiritual. Oleh karena itu, penting untuk merespons kebutuhan 

ini dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

nilai-nilai spiritual, introspeksi, dan pertumbuhan pribadi 

(Mujahidin, 2019). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang 
dianut dalam konsep sistem ekonomi kapitalis, memang telah 

membawa manfaat signifikan dalam hal kemajuan dan 

kemakmuran. Namun, perlu diakui bahwa dalam 

pelaksanaannya, terdapat masalah serius yang perlu dikaji 

ulang. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksetaraan 

distribusi kesejahteraan yang semakin memburuk seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Al-Mahbubah & 

Nurwakhidah, 2021). 
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Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak diikuti 

oleh pemerataan kesejahteraan yang memadai. Sebagai 

akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin 

semakin melebar. Banyak orang masih kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan 

perumahan yang layak. Selain itu, sektor pendidikan dan 

kesehatan seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup 

(Dewi et al., 2022). Tingkat inflasi yang tinggi juga membuat 

harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, memberikan 
tekanan ekstra pada kelompok miskin. 

Mishan & Mishan (2020) dalam bukunya "The Cost of 

Economic Growth," mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

berfokus pada peningkatan volume barang dan jasa belum tentu 

memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan manusia. 

Kebahagiaan yang sejati tidak hanya berkaitan dengan aspek 

material, tetapi juga dengan keadaan spiritual. Distribusi 

pendapatan yang tidak adil dan ketidakadilan sosial 

mengakibatkan banyak orang merasa tidak puas dan terus 

menderita, sehingga solidaritas sosial melemah dan masyarakat 

mengalami degradasi moral yang memprihatinkan. 
Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk 

memikirkan ulang konsep pertumbuhan ekonomi yang berfokus 

pada akumulasi kekayaan, dan untuk mengupayakan 

pendekatan yang lebih seimbang yang memperhatikan 

kebutuhan spiritual dan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan 

sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem 

yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana manfaat 

pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua anggota 

masyarakat. 

Pandangan Sukoco (2021) tentang sistem kapitalisme 

modern yang menggabungkan kerakusan borjuis, masyarakat 
politik demokratis, dan semangat individualistis sebagai faktor 

utama telah menghadapi banyak masalah yang belum 

terpecahkan. Sementara faham Marxisme telah mencoba 

menawarkan solusi melalui perjuangan kelas, nyatanya 
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permasalahan yang lebih dalam adalah degradasi moral dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, sistem kolektif dalam Marxisme 

juga gagal mengatasi sebagian besar tantangan yang dihadapi 

oleh kapitalisme. 

Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam muncul sebagai 

alternatif yang menjanjikan. Salah satu keunggulannya adalah 

kemampuannya untuk menyatukan nilai moral dan spiritual 

dalam kerangka ekonomi. Nilai-nilai moral ini tidak selalu ada 

dalam sistem ekonomi kapitalis ala Barat, dan tanpa kontrol 
nilai moral, perilaku ekonomi dapat menjadi merusak dan 

merugikan masyarakat umum (Supriyatni & Nurjamil, 2021). 

Sebagai contoh, sistem ekonomi Islam menolak praktik-

praktik seperti monopoli, riba (bunga), dan berbagai bentuk 

penipuan dan kecurangan dalam berbagai modus bisnis. Ini 

bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan 

berkelanjutan, di mana kesejahteraan masyarakat umum 

menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral dan 

spiritual menjadi pedoman dalam setiap aspek kegiatan 

ekonomi, sehingga sistem ini diharapkan dapat memberikan 

solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi 
oleh kapitalisme modern. 

Pentingnya nilai-nilai moral dalam ekonomi telah mulai 

disadari oleh sejumlah ekonom terkemuka. Capra (2020) dalam 

bukunya "The Turning Point: Science, Society, and The Rising 

Culture" menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah salah satu 

ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di 

antara ilmu-ilmu lainnya. Konsep ekonomi Islam menawarkan 

dua alternatif solusi dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini. 

Pertama, solusi yang bersifat parsial, yang mencakup 

penggantian faktor bunga sebagai faktor produksi dengan sistem 

bagi hasil, penghapusan pasar sekunder dan pasar derivatif, 
serta pengembangan pasar modal dan perbankan Syariah. 

Namun, pendekatan parsial ini dianggap tidak akan memberikan 

hasil optimal jika sistem ekonomi tersebut tetap mengikuti 

panduan sistem ekonomi kapitalisme. 
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Oleh karena itu, solusi yang lebih komprehensif (kafah) 

dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah ekonomi. Dalam 

pendekatan ini, konsep ekonomi Islam diimplementasikan 

secara menyeluruh, bukan hanya sebagian (Adinugraha & 

Muhtarom, 2021). Dalam ajaran sistem ekonomi Islam, terdapat 

tiga asas utama, yaitu  

a) Cara Memperoleh Harta Kekayaan (Al Milkiyah): Ini 
mencakup prinsip-prinsip tentang bagaimana harta 
kekayaan dapat diperoleh secara halal dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip Syariah, yang melarang riba (bunga) dan 
praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam. 

b) Cara Mengelola Kepemilikan Harta Kekayaan (Tasharruf fil 
Milkiyah): Bagian ini menjelaskan bagaimana harta 
kekayaan yang telah dimiliki harus dikelola dengan adil dan 
berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. 

c) Cara Mendistribusikan Kekayaan di Masyarakat (Tauzi'ul 
Tsarwah Bayna an-Naas): Ini membahas tentang prinsip-
prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, 
dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan 
memberikan manfaat kepada semua anggota masyarakat. 

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta 

kekayaan dibagi menjadi tiga jenis utama (Santoso, 2023): 

a) Kepemilikan Individu (Private Property): Ini merujuk pada 
harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu secara 
pribadi. Kepemilikan individu dapat diperoleh melalui 
berbagai cara yang diakui oleh Syariah Islam. Ini termasuk: 
 Dengan Bekerja: Kekayaan yang diperoleh melalui usaha 

dan kerja keras individu. 
 Warisan: Kekayaan yang diwariskan dari generasi 

sebelumnya. 
 Kebutuhan Hidup: Kekayaan yang diperoleh untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup. 
 Pemberian atau Hibah: Kekayaan yang diberikan oleh 

individu lain sebagai hadiah atau bantuan. 
Kepemilikan individu ini masuk ke dalam mekanisme pasar 

yang diatur oleh Syariah Islam, sehingga berlaku prinsip-
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prinsip seperti larangan riba (bunga) dan praktik-praktik 

yang bertentangan dengan etika Islam. 

b) Kepemilikan oleh Negara (State Property): Ini merujuk 
pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara atau 
pemerintah. Kepemilikan oleh negara mencakup aset-aset 
yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti 
infrastruktur, sumber daya alam, dan aset nasional lainnya. 
Tujuan utama kepemilikan oleh negara adalah memastikan 
bahwa kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan 
bersama masyarakat. 

c) Kepemilikan oleh Umum (Collective Property): Ini merujuk 
pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat 
atau komunitas sebagai satu kesatuan. Prinsip ini 
bertujuan untuk mencegah kepemilikan berlebihan oleh 
individu atau kelompok kecil, yang dapat mengakibatkan 
ketidaksetaraan ekonomi yang besar. Benda-benda yang 
termasuk dalam kepemilikan umum dibagi menjadi tiga 
kelompok: 

 Fasilitas Umum: Termasuk dalam kategori ini adalah 
fasilitas publik seperti jalan, taman, dan sarana umum 
lainnya yang dapat digunakan oleh semua anggota 
masyarakat. 

 Benda yang Sifat Pembentukannya Menghalangi 
Kepemilikan Perorangan: Ini mencakup benda-benda 
yang secara alamiah tidak dapat dimiliki oleh individu 
secara perorangan, misalnya sumber air atau tanah yang 
tidak dapat dikuasai oleh satu individu. 

 Bahan Tambang yang Jumlahnya Sangat Besar: Sumber 
daya alam yang jumlahnya sangat besar dan memiliki 
dampak strategis bagi masyarakat, seperti tambang 
besar, dapat masuk dalam kategori ini. 

Dengan membagi kepemilikan harta kekayaan ke dalam tiga 

jenis ini, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan 

sistem yang lebih adil dan seimbang, di mana harta kekayaan 

digunakan untuk kesejahteraan bersama dan meminimalkan 

ketidaksetaraan ekonomi yang tidak diinginkan. 
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1.4 Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi 
Kebijakan ekonomi negara dalam Islam didasarkan pada 

sejumlah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan prinsip-

prinsip Islam (Hassan et al., 2021; Putra & Solehudin, 2022). 

Berikut adalah beberapa nilai-nilai utama dalam kebijakan 
ekonomi negara yang berasal dari Islam, sebagai berikut: 

a) Keadilan (Adil): Keadilan ekonomi dalam Islam mencakup 
distribusi yang merata dari sumber daya dan pendapatan. 
Ini berarti bahwa pemerintah dan institusi ekonomi harus 
memastikan bahwa semua warga negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengakses peluang 
ekonomi, serta adanya perlindungan hukum yang adil bagi 
semua orang. Dalam al-quran juga disebutkan bahwa 
keadilan wajid dilaksanakan dalam berbagai bidang, 
terutama dalam perdangan. Firman Allah surat An-nisa 
ayat 8 yang artinya: "Dan berilah kepada kerabat (yang 
memerlukan), orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan (yang memerlukan) itu haknya dalam harta 
(hasil usahamu). Dan janganlah engkau memberikan harta 
itu kepada orang-orang yang lemah akalnya, yang Allah 
telah menjadikan engkau memelihara harta itu (takutkan 
harta Allah itu disalurkan kepada orang-orang yang tidak 
berhak), sampai mereka berusaha sendiri (mengejar 
harta), dan orang-orang yang lemah itu (janganlah) 
memberikan harta itu kepada orang-orang yang kuasa 
atas diri mereka sendiri."  

b) Larangan Riba (Bunga): Riba (bunga) adalah praktik yang 
dianggap merugikan dalam Islam karena dianggap 
mengambil keuntungan tanpa melakukan usaha produktif. 
Oleh karena itu, dalam kebijakan ekonomi negara berbasis 
Islam, sistem keuangan harus didesain untuk menghindari 
praktik riba dan menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil 
dalam pembiayaan. Al-quran juga melarang riba, sebagai 
mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 yang 
artinya Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
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Keadaan mereka yang demikian itu, (yaitu) disebabkan 
mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya (yang berhenti itu) 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang 
yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

c) Larangan Perjudian dan Praktik Spekulatif: Perjudian dan 
spekulasi yang merugikan dan berisiko tinggi juga 
dihindari dalam ekonomi Islam. Praktik semacam ini 
dapat merugikan masyarakat dan merusak stabilitas 
ekonomi, oleh karena itu harus diatur dengan ketat atau 
dilarang. 

d) Zakat dan Infaq: Zakat adalah kewajiban memberikan 
sebagian dari kekayaan kepada mereka yang 
membutuhkan, sementara infaq adalah tindakan sukarela 
memberikan bantuan kepada orang lain. Pemerintah 
dalam sistem ekonomi berbasis Islam harus 
mengumpulkan zakat secara efisien dan adil, serta 
mendorong praktik infaq sebagai wujud kepedulian sosial. 
Firman Allah dalam surat at-taubah 103 yang artinya 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka dan 
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau 
adalah ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

e) Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Masyarakat): Nilai ini 
menekankan pentingnya kerja keras, usaha, dan 
kewirausahaan. Pemerintah harus menciptakan iklim 
yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat 
dengan memberikan peluang yang adil dan menjauhi 
monopoli dan oligopoli yang merugikan. 

f) Kepemilikan Bersama (Musharakah): Prinsip ini 
mendorong kerjasama dan berbagi keuntungan dalam 
berbagai usaha ekonomi. Ini bisa mengarah pada 
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pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan 
berbagi manfaat bersama dalam masyarakat. 

g) Kepemilikan Umum (Collective Ownership): Beberapa 
sumber daya alam yang sangat penting, seperti air, hutan, 
dan tanah yang tidak dapat dimiliki secara perorangan, 
dianggap sebagai kepemilikan umum untuk mencegah 
eksploitasi yang merugikan dan memastikan 
kesejahteraan bersama. 

h) Etika dan Integritas (Adab dan Ihsan): Prinsip etika dan 
integritas harus mengatur semua transaksi ekonomi. 
Pemerintah harus memastikan bahwa praktik-praktik 
yang tidak etis atau curang tidak diperbolehkan dan 
bahwa pelaku usaha bertindak dengan integritas. 

i) Perlindungan Sosial (Al-Ihsan): Perlindungan sosial 
termasuk bantuan kepada yang membutuhkan seperti 
tunawisma, yatim piatu, dan fakir miskin. Pemerintah 
harus mengembangkan program perlindungan sosial yang 
efektif. 

j) Pertumbuhan Berkelanjutan (Istiqamah): Ekonomi Islam 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
yang mempertimbangkan aspek materi, sosial, dan 
spiritual. Pertumbuhan harus berkesinambungan dan 
berdampak positif bagi masyarakat luas.  

k) Keberkahan dalam Berbisnis: "Dan siapakah yang 

memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipat gandakan pembayaran 

kepadanya dengan lipat ganda banyaknya. Dan Allah 

menyusutkan dan melapangkan (rizki) dan totoklah 

kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 245) 

l) Larangan Makan Harta Orang Lain dengan Curang: "Dan 
janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan 
jalan yang batil, dan janganlah kamu memberikannya 
kepada penguasa (raja) dengan maksud (mendapat) 
sebagian dari harta orang lain, padahal kamu mengetahui 
(akan yang haram itu)." (QS. Al-Baqarah: 188) 

. 
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BAB 2 
PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN 
 

Oleh Denny Rakhmad Widi Ashari, S.AP., M.E 

 

 

2.1 Pendahuluan 
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan adalah dua 

aspek kunci dalam pembangunan ekonomi Syariah. Konsep 

pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki fondasi yang kuat 

pada nilai-nilai moral dan etika. Islam menekankan pentingnya 

pertumbuhan yang berkelanjutan, yang harus didasarkan pada 

keadilan sosial, keberdayaan ekonomi, dan distribusi yang adil. 
Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan 

perdagangan yang adil, adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi 

yang sesuai dengan ajaran Islam (Mursal, 2017). Mengukur 

pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi Syariah 

melibatkan indikator yang lebih luas daripada sekadar 

pendapatan nasional. Distribusi pendapatan yang adil, 

pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan ekonomi 

adalah aspek-aspek penting dalam mengukur kesejahteraan. Ini 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan 

manfaat kepada seluruh masyarakat (Suradi, 2012). 

 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam 

Konteks Ekonomi Syariah 
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan merupakan 

dua pilar utama dalam pengembangan ekonomi modern yang 

sering diupayakan oleh negara di seluruh dunia. Namun, dalam 

konteks ekonomi Syariah, dua konsep tersebut memiliki arti 

yang mendalam dan kompleks. Ekonomi Syariah tidak hanya 

mengikuti aspek pertumbuhan ekonomi konvensional, 
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melainkan juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral 

dan etika Islam yang kaya (Haris Maiza Putra et al., 2022). 

Ekonomi Syariah menekankan pentingnya pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan adil, yang tidak hanya 

menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga 

masyarakat secara keseluruhan (Udin et al., 2021). Sistem 

ekonomi Islam juga berorientasi pada kesalehan sosial, yang 

berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan 

peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan (Muhammad, 
2019). Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi dan 

belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ariza, 2016). Oleh karena 

itu, dalam pengembangan ekonomi Syariah, penting untuk 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 

kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Pertumbuhan ekonomi, dalam terminologi ekonomi 

Syariah, tidak hanya diukur dalam hal peningkatan produk 

domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional semata. 

Pertumbuhan ekonomi Syariah mencakup konsep pertumbuhan 
yang berkelanjutan, berimbang, dan adil. Ini adalah 

pertumbuhan yang harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam 

seperti keadilan sosial, perdagangan yang adil, dan redistribusi 

yang berpihak pada kaum miskin. Pertumbuhan yang diterima 

dalam ekonomi Syariah harus selaras dengan nilai-nilai moral 

dan etika Islam (Askari et al., 2019). Salah satu elemen yang 

mendasari pandangan ini adalah larangan riba, yang merupakan 

salah satu pilar utama dalam ekonomi Syariah. Riba, atau bunga, 

dianggap sebagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat 

luas dan menguntungkan hanya bagi mereka yang memiliki 

modal. Oleh karena itu, dalam ekonomi Syariah, perlu 
ditekankan adanya alternatif-alternatif finansial yang lebih adil 

dan berkelanjutan, seperti zakat, infaq, wakaf, dan pembiayaan 

Syariah (Mahmoud A. El‐Gamal, 2007). 
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2.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Memiliki Peran 

Penting Dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial 
Prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki peran penting 

dalam mendukung kesejahteraan sosial. Implementasi prinsip-

prinsip ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang 
berkeadilan bagi masyarakat. Beberapa prinsip ekonomi Islam 

yang mendukung pentingnya kesejahteraan sosial antara lain: 

1. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan merupakan salah satu 

prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam penegakan 

syariat Islam, prinsip keadilan menjadi keharusan. Dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, 

diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud. 

Prinsip ini mengajarkan agar agen ekonomi tidak hanya 

mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan 

aspek spiritual (Mursal, 2017). 

2. Prinsip Tauhid: Prinsip tauhid, yaitu keesaan Tuhan, juga 

merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Konsep ini 

menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah جل جلاله. 

Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid mengajarkan agar 

manusia menjalankan aktivitas ekonomi dengan kesadaran 

bahwa segala yang dimiliki berasal dari Allah dan harus 

digunakan dengan penuh tanggung jawab (Rahmiati et al., 

2021). 

3. Prinsip Moral dan Etika: Ekonomi Islam menekankan 

pentingnya moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. 

Prinsip-prinsip moral dan etika ini mencakup kejujuran, 

keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks kesejahteraan 

sosial, prinsip ini mengajarkan agar agen ekonomi bertindak 

dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap 

masyarakat (Amir et al., 2020). 

4. Prinsip Distribusi yang Adil: Ekonomi Islam menganjurkan 

distribusi yang adil dalam perekonomian. Prinsip ini 

menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan dan 
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sumber daya ekonomi didistribusikan secara merata dan 

adil kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, 

prinsip ini mendukung terciptanya kesejahteraan sosial 

yang merata (Haris Maiza Putra et al., 2022) 

5. Prinsip Kesejahteraan Umat: Ekonomi Islam memiliki tujuan 

untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini 

mengajarkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada 

kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Dalam 

konteks kesejahteraan sosial, prinsip ini mengedepankan 

kepentingan masyarakat dan mengajarkan agar agen 

ekonomi bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum 

(Syahrin et al., 2022). 

6. Prinsip Solidaritas dan Persaudaraan: Ekonomi Islam 

mendorong terciptanya solidaritas dan persaudaraan antara 

anggota masyarakat. Prinsip ini mengajarkan agar agen 

ekonomi saling membantu dan bekerja sama untuk 

mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks 

kesejahteraan sosial, prinsip ini mendukung terciptanya 

hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan 

mendorong adanya kepedulian terhadap kesejahteraan 

sesama (Nuryana, 2017). 

 

2.4 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan 

Sosial Dalam Islam 
Konsep kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam 

didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang 

mendasarinya. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan sosial 

mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, 

serta tujuan untuk mencapai manfaat (maslahah), kebahagiaan 

(al-falah), kedamaian (salam), dan keberuntungan (muflihun). 

Konsep ini juga mencakup pelaksanaan ibadah-ibadah seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji sebagai indikator kesejahteraan 
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(Fauzi et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip-

prinsip dasar yang menjadi landasan konsep kesejahteraan 

sosial. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip keadilan (al-

'adl) dan moralitas (al-akhlak). Prinsip keadilan menekankan 

pentingnya adanya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi 

sumber daya ekonomi, sehingga semua individu dapat 

merasakan kesejahteraan yang adil. Prinsip moralitas mengacu 

pada pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan, 

termasuk dalam aktivitas ekonomi (Husnul Khotimah & 
Iramasan Efendi, 2021). 

Selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan konsep 

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini mengakui 

pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang 

tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga aspek 

sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

berarti bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat 

miskin, harus dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan 

ekonomi tersebut (Nuryana, 2017). Dalam konteks Indonesia, 

konsep kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam memiliki 

relevansi yang besar. Indonesia adalah negara dengan mayoritas 
penduduk Muslim terbesar di dunia (Wiharja et al., 2023). Oleh 

karena itu, penerapan konsep ekonomi Islam dan nilai-nilai yang 

mendasarinya dapat menjadi landasan untuk mencapai 

kesejahteraan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di 

Indonesia (Haris Maiza Putra et al., 2022). Dalam upaya 

menerapkan konsep kesejahteraan sosial dan pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam di Indonesia, perlu adanya sinergi antara 

nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara 

Indonesia. Sinergi ini dapat memperkuat kepercayaan 

masyarakat Indonesia untuk menerapkan ekonomi Islam dan 

mencapai kesejahteraan yang berkeadilan (Akbar & Ghufron, 

2019). 
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2.5 Hubungan Antara Syariah Dan Pertumbuhan 

Ekonomi  
Hubungan dua arah dan signifikan antara pembiayaan 

perbankan Syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

menunjukkan bahwa perbankan Syariah memiliki kinerja yang 

efektif dalam menyalurkan pembiayaan dan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek 

(El Ayyubi et al., 2018)(Al Haris & Ashari, 2023). Hubungan 

kausalitas dua arah antara perkembangan industri keuangan 

non-bank (IKNB) konvensional dan Syariah dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa 

perkembangan sektor keuangan, baik konvensional maupun 
Syariah, memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Faza & Wibowo, 2019).  

Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) oleh bank Syariah memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembiayaan kepada UMKM 

dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan 

kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2021). Diluar dari sektor 

keuangan, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, permintaan dari luar 

wilayah terhadap produk pertanian dalam wilayah tersebut 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2022) 

(Ashari, 2023).  

Secara keseluruhan, hubungan antara Syariah dan 

pertumbuhan ekonomi, seperti sektor perbankan Syariah, sektor 

pertanian, UMKM, dan faktor-faktor lainnya dapat berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, 

penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dalam 

pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.  
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2.6 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 
Pengukuran pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang 

penting dalam menganalisis dan memahami perkembangan 

ekonomi suatu negara atau daerah. Terdapat berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan 
pengukuran yang akurat dapat memberikan informasi yang 

berharga dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang efektif. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia. Modal manusia 

merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Anwar, 2017). Selain itu, 

perdagangan internasional juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara 

(Fitriani, 2019). Pengukuran pertumbuhan ekonomi juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan indikator-output agregat 

seperti Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah 
satu ukuran yang paling umum digunakan dalam mengukur 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu 

(Hermawan & Sadewa, 2021). Namun, pengukuran 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada PDB, tetapi 

juga dapat melibatkan indikator lain seperti tingkat kemiskinan, 

tingkat pengangguran, dan indikator sosial ekonomi lainnya 

(Alisha & Yulhendri, 2021). 

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga faktor lain 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti 

inflasi, nilai tukar, ketimpangan gender, dan kebijakan fiskal. 

Inflasi yang rendah dan stabil dapat menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Restiasanti & 

Yuliana, 2022). Nilai tukar yang stabil juga dapat memberikan 

kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. 

Kesetaraan gender juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif (Adika & Rahmawati, 2021). Selain itu, 

kebijakan fiskal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Safitri, 2021). 
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2.6.1 Metode Mengukur Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kemampuan 

produksi dalam suatu perekonomian seiring berjalannya waktu, yang 

menghasilkan kenaikan dalam pendapatan nasional. Pertumbuhan 

ekonomi juga bisa diartikan sebagai peningkatan total produksi (PDB) 

dalam jangka panjang, tanpa harus mempertimbangkan pertambahan 

jumlah penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi. Terdapat 

tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni 

akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk 

(growth in population), dan perkembangan teknologi (technological 

progress). Selain itu, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, kita dapat menggunakan rumus berikut ini (Sari, 2022): 

   (
             

      
)         

GT= Laju pertumbuhan ekonomi  

PBDt= Nilai PDB periode t  

PBDt  = Nilai PDB periode sebelumnya 

 

2.6.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting 

dalam mengevaluasi kesehatan dan kemajuan suatu negara atau 

wilayah.  Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, terdapat 

beberapa metode dan indikator yang digunakan. Salah satu 

metode yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB).     

PDB merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam periode 

tertentu. PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi, 

investasi, pengeluaran pemerintah, dan nilai ekspor dikurangi 

impor. PDB merupakan indikator yang penting karena 

mencerminkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan  

(Hermawan & Sadewa, 2021).  Selain PDB, terdapat juga 

indikator lain yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 
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mengukur kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan 

tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, 

dan pendapatan per kapita.  

IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang 

pertumbuhan ekonomi, karena tidak hanya memperhatikan 

aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan kesehatan (Raharti 

et al., 2020). Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran 

penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa stok dan kualitas infrastruktur 
berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah (Maryaningsih et al., 2014). 

Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jaringan listrik, dan 

telekomunikasi yang berkualitas, dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. 

Selain faktor internal, perdagangan internasional juga 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Penelitian menunjukkan bahwa ekspor memiliki 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara 

impor memiliki dampak negatif. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, 
diperlukan diversifikasi produk industri, peningkatan produksi 

pertanian dan perkebunan, eksplorasi sumber daya, teknologi 

tepat guna, modernisasi manajemen, promosi dan keringanan 

pajak bagi eksportir, serta peningkatan daya saing produk 

(Fitriani, 2019) (Al Haris et al., 2023).  

Selain itu, faktor demografi juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi, yaitu ketika jumlah 

penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk 

yang tidak produktif, dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Permatasari & Himmati, 

2022). Namun, penting untuk memastikan bahwa bonus 
demografi ini dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan 

kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan 

kerja. Selain indikator-indikator tersebut, terdapat juga faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 
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seperti investasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan 

faktor-faktor sosial dan politik (Sjafii, 2009). Investasi, baik 

dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri, memiliki peran penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi (Zabilla Buciarda et al., 2021).  

 

2.7 Dampak Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa kajian tentang 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 

Bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak 

pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi 

yang signifikan, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan juga 

meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan 

distribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi dapat 
berdampak positif pada kesejahteraan seluruh masyarakat 

(Nuryanto, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap 

layanan dasar lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Prananda et al., 2019). 

 

2.8 Tantangan Dalam Mencapai Pertumbuhan 
Salah satu tantangan utama dalam mencapai 

pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi antar 

wilayah. Ketimpangan ekonomi dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menyebabkan 

ketidakadilan sosial. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh karena 
itu, diperlukan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 

antar wilayah melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan 
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pembangunan infrastruktur yang merata (Maryaningsih et al., 

2014).  

Ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial juga 

merupakan tantangan dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat 

menghambat mobilitas sosial dan menyebabkan ketidakadilan 

sosial. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi 
ketimpangan pendapatan dan meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja 

(Gunawan & Arka, 2021).  

Rendahnya kualitas infrastruktur juga merupakan 

tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat 

produktivitas dan efisiensi ekonomi. Stok dan kualitas 

infrastruktur berhubungan positif dan signifikan dengan 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, oleh karena itu, 

diperlukan investasi yang cukup dalam pembangunan 

infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan (Pratiwi et al., 2022). 

 

2.9 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi 

Tantangan Ini 
Pertama, diperlukan kebijakan redistribusi pendapatan 

yang adil untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial. Kebijakan ini dapat meliputi pajak progresif, 
program bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin. 

Kedua, diperlukan investasi yang cukup dalam 

pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Investasi ini dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah perlu 

mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan 

infrastruktur, sementara sektor swasta perlu didorong untuk 
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berinvestasi dalam sektor-sektor yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi. 

Ketiga, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat 

meliputi program-program kemitraan antara pemerintah dan 

sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan implementasi kebijakan. 
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3.1 Pendahuluan 

Eksplorasi kesenjangan dan distribusi dalam konteks 

Ekonomi Pembangunan Islam melibatkan kajian menyeluruh 

terhadap prinsip-prinsip yang berakar dalam ajaran Islam. Inti 

dari analisis ini adalah konsep Zakat, sebuah sistem zakat wajib 

yang dirancang untuk menjamin keadilan ekonomi dan 

mengurangi kesenjangan kekayaan (Sahroni et al., 2018). Zakat 

berfungsi sebagai mekanisme di mana orang-orang kaya 

menyumbangkan sebagian dari kekayaan untuk mendukung 

yang kurang mampu, selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih 

luas yaitu kesejahteraan komunal dan kesejahteraan bersama 

(Ghofur, 2020). 

Prinsip fundamental lainnya dalam ekonomi Islam adalah 
larangan riba, atau riba. Prinsip ini menolak penumpukan bunga 

pinjaman, dengan tujuan mencegah pemusatan kekayaan di 

beberapa tangan. Dengan mempromosikan perilaku keuangan 

yang etis dan menolak praktik riba, ekonomi Islam berupaya 

membangun sistem keuangan yang mendorong distribusi 

kekayaan yang adil (Prasetyo, 2018). 

Perspektif sejarah memainkan peran penting dalam 

memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan pada 

masyarakat Islam awal. Studi kasus dari masa Nabi Muhammad 
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 ,memberikan wawasan praktis mengenai penerapan Zakat صلى الله عليه وسلم

menawarkan sudut pandang sejarah yang dapat digunakan 

untuk menganalisis dinamika distribusi kekayaan. Eksplorasi ini 

meluas hingga mengkaji mekanisme distribusi kekayaan di 

berbagai sejarah peradaban Islam, menyoroti adaptasi 

kontekstual prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menawarkan 

pembelajaran untuk tantangan ekonomi kontemporer (Purnama 

& Yuliafitri, 2019). 

Tantangan kontemporer dalam Ekonomi Pembangunan 
Islam beragam, termasuk dampak globalisasi dan kemajuan 

teknologi. Keterhubungan perekonomian global menimbulkan 

tantangan dan peluang bagi distribusi pendapatan di negara-

negara Islam (Atabik, 2016). Selain itu, disrupsi teknologi dapat 

mengubah struktur ketenagakerjaan tradisional, sehingga 

mendorong kajian yang lebih mendalam mengenai implikasinya 

terhadap kesenjangan ekonomi (Agustin, 2017). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan 

kebijakan efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. Implikasi kebijakan dalam Ekonomi Pembangunan Islam 

menekankan penerapan praktis Zakat dalam konteks modern, 
pembentukan sistem keuangan Syariah, dan intervensi 

pemerintah yang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi. 

Langkah-langkah ini menawarkan peta jalan bagi negara-negara 

Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer dan berupaya 

menuju pembangunan yang lebih inklusif (Misra et al., 2020). 

Studi kasus memberikan contoh nyata mengenai 

keberhasilan model dan kesenjangan ekonomi yang terus 

terjadi. Dengan mengkaji secara cermat kebijakan dan strategi 

spesifik yang diterapkan oleh suatu negara atau komunitas, 

analisis ini dapat menyaring pembelajaran berharga dan praktik 

terbaik. Studi kasus ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi 
para pembuat kebijakan, yang menggambarkan pendekatan 

kontekstual untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dalam 

kerangka ekonomi Islam. 
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Melihat ke depan, eksplorasi prospek masa depan 

Ekonomi Pembangunan Islam mengantisipasi tren yang muncul 

dan potensi lintasannya. Pertimbangan diberikan pada peran 

kolaborasi internasional, kemajuan dalam keuangan Islam, 

dinamika geopolitik, dan pentingnya penelitian berkelanjutan 

dan kemampuan beradaptasi. Perspektif berwawasan ke depan 

ini bertujuan untuk membekali para pembuat kebijakan dengan 

wawasan untuk menavigasi tantangan dan peluang yang terus 

berkembang dalam mencapai keadilan ekonomi dalam 
perekonomian Islam (Feliyani, 2021). 

Kajian terhadap ketimpangan dan distribusi dalam 

Ekonomi Pembangunan Islam terungkap sebagai analisis 

komprehensif yang berakar pada prinsip-prinsip Islam (Muhtadi 

et al., 2023). Dari landasan sejarah hingga tantangan 

kontemporer, implikasi kebijakan, studi kasus, dan prospek 

masa depan, eksplorasi ini memberikan pemahaman holistik 

tentang bagaimana kesenjangan ekonomi diatasi dalam 

kerangka ekonomi Islam, sehingga memberikan wawasan 

berharga bagi para pembuat kebijakan dan akademisi (Suadi & 

SH, 2017). 
 

3.2 Tinjauan Ekonomi Pembangunan Islam 
Tinjauan singkat tentang ekonomi pembangunan islam 

merangkum eksplorasi beragam prinsip ekonomi yang berakar 

dalam ajaran Islam dan penerapan praktisnya (Anizira et al., 

2023). Intinya adalah konsep penting zakat, sebuah sistem zakat 

wajib yang dirancang untuk menumbuhkan keadilan ekonomi 

dengan mendistribusikan kembali kekayaan di antara 

masyarakat kaya dan masyarakat kurang mampu. Mekanisme 

ini, yang didasarkan pada etos islam yang lebih luas mengenai 

kesejahteraan komunal, berfungsi sebagai elemen dasar dalam 

mencapai kesejahteraan bersama (Hayati, 2012). 

Larangan riba, atau riba, merupakan aspek penting 

lainnya dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menolak akumulasi 

bunga pinjaman, dengan tujuan mencegah terkonsentrasinya 
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kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan mempromosikan 

perilaku keuangan yang etis dan mencegah praktik eksploitatif, 

ekonomi Islam berupaya membangun sistem keuangan yang 

sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil (Nuriana & 

Achmad, 2020). 

Perspektif sejarah memainkan peran penting dalam 

menjelaskan penerapan praktis prinsip-prinsip ini. Studi kasus 
dari masa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم memberikan wawasan nyata 

mengenai penerapan Zakat, menawarkan sebuah lensa sejarah 
yang dapat digunakan untuk mengkaji dinamika distribusi 

kekayaan. Eksplorasinya meluas ke berbagai sejarah peradaban 

Islam, memberikan pembelajaran berharga bagi tantangan 

ekonomi kontemporer dengan menampilkan adaptasi 

kontekstual prinsip-prinsip ekonomi Islam (Ridlo, 2014). 

Tantangan kontemporer yang dibahas dalam tinjauan 

singkat ini menggarisbawahi sifat dinamis Ekonomi 

Pembangunan Islam (Hariyati et al., 2023). Globalisasi dan 

kemajuan teknologi diidentifikasi sebagai faktor kunci yang 

mempengaruhi kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam 

(Akhmad Al Aidhi, 2023). Keterkaitan perekonomian global dan 
disrupsi teknologi mendorong kita untuk mengkaji secara 

mendalam implikasinya terhadap distribusi pendapatan dan 

kesenjangan ekonomi (Hafidhuddin, 2002). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan 

kebijakan efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi 

Islam, seperti yang disoroti di bagian implikasi kebijakan (A. Y. 

Rukmana, Meltareza, et al., 2023). Penerapan praktis Zakat 

dalam konteks modern, pembentukan sistem keuangan Syariah, 

dan intervensi pemerintah yang selaras dengan prinsip keadilan 

ekonomi muncul sebagai strategi yang penting. Langkah-langkah 

ini berfungsi sebagai peta jalan bagi negara-negara Islam untuk 
menghadapi tantangan kontemporer dan berupaya menuju 

pembangunan yang lebih inklusif (Zulkifli, 2023). 

Contoh nyata dalam bentuk studi kasus memberikan 

ilustrasi nyata mengenai keberhasilan model dan kesenjangan 
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ekonomi yang terus terjadi. Studi kasus ini menawarkan 

wawasan berharga mengenai kebijakan dan strategi spesifik 

yang diterapkan oleh suatu negara atau komunitas, yang 

berfungsi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan 

untuk menyusun pendekatan kontekstual dalam kerangka 

ekonomi Islam (Mufraini, 2006). 

Eksplorasi prospek masa depan mengantisipasi tren yang 

muncul dan potensi lintasannya. Peran kolaborasi internasional, 

kemajuan dalam keuangan Islam, dinamika geopolitik, dan 
pentingnya penelitian berkelanjutan dan kemampuan 

beradaptasi dipertimbangkan dalam membentuk masa depan 

Ekonomi Pembangunan Islam (Kasdi, 2017). Perspektif 

berwawasan ke depan ini bertujuan untuk membekali para 

pembuat kebijakan dengan wawasan untuk menavigasi 

tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam mencapai 

keadilan ekonomi dalam perekonomian Islam (Atabik, 2016). 

Tinjauan singkat ekonomi Pembangunan Islam 

memberikan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa 

tentang subjek ini. Mulai dari prinsip-prinsip dasar yang berakar 

pada ajaran Islam hingga wawasan sejarah, tantangan 
kontemporer, implikasi kebijakan, studi kasus, dan prospek 

masa depan, tinjauan ini menawarkan perspektif holistik yang 

memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan 

akademisi tentang dinamika rumit dalam mengatasi 

kesenjangan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam (Furqon, 

2015). 

 

3.3 Kerangka Teori 
Kerangka teori yang mendasari kajian ketimpangan dan 

distribusi dalam Ekonomi Pembangunan Islam didasarkan pada 

prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (Sahroni et al., 2018). Inti 

kerangka ini terletak pada konsep keadilan sosial yang dikemas 

dalam ajaran Islam. Inti dari ajaran ini adalah lembaga Zakat, 

suatu bentuk sedekah dan redistribusi kekayaan (Soemitra, 

2020). Zakat berfungsi sebagai mekanisme penting dalam 
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memitigasi kesenjangan ekonomi dengan memaksa masyarakat 

kaya untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan untuk 

mendukung kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini 

sejalan dengan etos Islam yang lebih luas yaitu kesejahteraan 

komunal dan kemakmuran bersama (Rachmawati, 2020). 

Pelarangan riba, yang dikenal sebagai riba dalam 

keuangan Islam, merupakan bagian integral dari landasan teori. 

Dengan mencegah timbulnya bunga pinjaman, ekonomi Islam 

berupaya mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir 
orang. Larangan ini mendorong distribusi sumber daya yang 

lebih adil dan mendorong inklusivitas keuangan. Konsep 

keadilan ekonomi dalam kerangka Islam tidak hanya mencakup 

kekayaan materi tetapi juga menekankan keadilan, perilaku etis, 

dan kesejahteraan masyarakat (Kasdi, 2017). 

Sebagai perbandingan, kerangka teori ini berbeda dengan 

teori ekonomi konvensional karena mengutamakan 

pertimbangan etis dan menekankan dampak sosial yang lebih 

luas dari kebijakan ekonomi (Al-Qardhawi, 2022). Meskipun 

ilmu ekonomi konvensional sering berfokus pada pemaksimalan 

utilitas individu atau efisiensi ekonomi, Ekonomi Pembangunan 
Islam memberikan penekanan yang signifikan pada hasil yang 

adil dan keharmonisan sosial (Hakim et al., 2023). Dengan 

demikian, lensa teoritis ini menantang paradigma ekonomi arus 

utama dengan menawarkan pendekatan alternatif yang 

memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan keharusan moral 

dan etika (A. Y. Rukmana, Astuti, et al., 2023). 

Ringkasnya, kerangka teoritis yang memandu eksplorasi 

ketimpangan dan distribusi dalam Ekonomi Pembangunan Islam 

berakar kuat pada prinsip keadilan sosial Islam, yang 

dicontohkan oleh peran Zakat dan pelarangan riba (Huda, 2013). 

Kerangka kerja ini menggarisbawahi pemahaman holistik 
tentang kesejahteraan ekonomi, dengan memasukkan 

pertimbangan etis dan kesejahteraan masyarakat ke dalam 

struktur teori ekonomi (Munte et al., 2023). 
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3.4 Perspektif Sejarah 
Eksplorasi perspektif sejarah dalam konteks ekonomi 

pembangunan islam menggali praktik ekonomi dan mekanisme 

distribusi kekayaan yang lazim di masyarakat Islam awal 

(Ghofur, 2020). Kajian ini penting untuk memahami akar prinsip 
ekonomi Islam dan dampaknya terhadap struktur masyarakat. 
Titik fokus penting adalah pada masa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, ketika 

prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan redistribusi kekayaan 

dicontohkan (Prasetyo, 2018). Studi kasus dari era ini 

menjelaskan penerapan zakat, sebuah sistem zakat wajib, 

sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan 

memastikan bahwa kekayaan beredar di Masyarakat (Sono et al., 

2023). 

 

 

Gambar 3.1 Perspektif Sejarah - Islamic Financing 

(Sumber : https://www.jojonomic.com/) 

 
Di luar periode awal Islam, analisis praktik ekonomi 

dalam sejarah peradaban Islam memberikan wawasan yang 

berharga. Menelaah mekanisme distribusi kekayaan pada masa 

puncak kerajaan Islam mengungkapkan beragam pendekatan 

terhadap organisasi ekonomi. Contoh-contoh sejarah ini 

menawarkan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana 

prinsip-prinsip ekonomi Islam diterjemahkan ke dalam 
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penerapan praktis, memberikan landasan bagi diskusi 

kontemporer mengenai distribusi kekayaan. 

Selain itu, perspektif sejarah memfasilitasi perbandingan 

antara praktik ekonomi Islam awal dan peradaban lain pada 

periode yang sama. Dengan menyandingkan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam dengan model-model alternatif, para sarjana 

dapat melihat fitur-fitur unik dan kontribusi Ekonomi 

Pembangunan Islam terhadap lanskap ekonomi historis yang 

lebih luas (Khuan et al., 2023). 
Eksplorasi ini juga mempertimbangkan evolusi 

pemikiran ekonomi dalam masyarakat Islam dari waktu ke 

waktu. Hal ini menyoroti kemampuan adaptasi prinsip-prinsip 

ekonomi Islam terhadap berbagai konteks sejarah dan cara 

prinsip-prinsip tersebut membentuk struktur ekonomi. 

Pembelajaran yang diambil dari praktik ekonomi historis 

berkontribusi pada perumusan kebijakan kontemporer yang 

bertujuan mengatasi kesenjangan ekonomi dalam kerangka 

ekonomi pembangunan Islam (Wahana & Rukmana, 2023). 

Perspektif historis dalam ekonomi pembangunan islam 

memberikan pengalaman, praktik, dan prinsip yang kaya 
(Hasan, 2018). Hal ini berfungsi sebagai landasan penting untuk 

memahami asal usul pemikiran ekonomi Islam (Huda, 2013) dan 

evolusinya, serta memberikan pembelajaran berharga bagi 

tantangan ekonomi kontemporer dan perumusan kebijakan 

(Sjioen et al., 2023). 

3.5 Tantangan Kontemporer 
Kajian terhadap tantangan kontemporer dalam bidang 

Ekonomi Pembangunan Islam menyoroti dinamika kompleks 

dan beragam permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam 

di era modern. Titik fokus utamanya adalah gambaran 

kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah saat ini. 

Hal ini melibatkan analisis yang cermat terhadap ketimpangan 

pendapatan, konsentrasi kekayaan, dan kesenjangan akses 

terhadap peluang ekonomi dalam masyarakat Islam. Identifikasi 
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dan pemahaman tantangan kontemporer ini menjadi dasar 

untuk merancang strategi efektif dalam kerangka ekonomi Islam 

(Yanto Rukmana et al., 2021). 

Globalisasi muncul sebagai faktor penting yang 

mempengaruhi kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam. 

Keterhubungan perekonomian dalam skala global mempunyai 

implikasi terhadap distribusi pendapatan dan akumulasi 

kekayaan di negara-negara Islam. Bab ini mengeksplorasi 

bagaimana globalisasi, selain menawarkan peluang 
pertumbuhan ekonomi, juga dapat memperburuk kesenjangan 

yang ada. Memahami dinamika ini sangat penting untuk 

merumuskan kebijakan yang menyelaraskan manfaat globalisasi 

dengan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagaimana 

ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam (Adam, 2020). 

Kemajuan teknologi merupakan tantangan kontemporer 

yang signifikan lainnya. Munculnya teknologi digital dan otomasi 

telah mengubah pasar tenaga kerja, sehingga menimbulkan 

tantangan terhadap struktur ketenagakerjaan tradisional. 

Menyelidiki bagaimana gangguan teknologi berdampak pada 

distribusi pendapatan dan berkontribusi terhadap kesenjangan 
ekonomi di negara-negara Islam. Laporan ini mengkaji implikasi 

kemajuan-kemajuan ini terhadap angkatan kerja dan 

mengeksplorasi cara-cara di mana Ekonomi Pembangunan Islam 

dapat menanggapi tantangan-tantangan ini sambil tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi. 

Lebih jauh lagi, bab ini membahas peran tata kelola dan 

kebijakan dalam melanggengkan atau memitigasi kesenjangan 

ekonomi. Laporan ini meneliti efektivitas kebijakan yang ada 

dalam mendorong pembangunan inklusif di negara-negara 

Islam. Pemahaman terhadap struktur tata kelola, kerangka 

peraturan, dan inisiatif kebijakan sangat penting untuk 
memahami tantangan kontemporer dan mengidentifikasi area 

yang perlu ditingkatkan. Dengan mengkaji faktor-faktor ini, bab 

ini berupaya memberikan pemahaman holistik tentang 

keterkaitan yang rumit antara tata kelola, kebijakan, dan 
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kesenjangan ekonomi dalam konteks Ekonomi Pembangunan 

Islam (Istiqomah, 2019). 

Eksplorasi tantangan kontemporer dalam Ekonomi 

Pembangunan Islam melibatkan analisis kekuatan global seperti 

globalisasi, kemajuan teknologi, dan seluk-beluk struktur 

pemerintahan (Rachmawati, 2020). Kajian komprehensif ini 

berfungsi sebagai landasan untuk menyusun kebijakan responsif 

yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sekaligus 

mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi yang mendesak 
di dunia Islam modern (Soemitra, 2020). 

 

3.6 Implikasi Kebijakan 
Bagian mengenai implikasi kebijakan dalam konteks 

Ekonomi Pembangunan Islam menggali langkah-langkah dan 

strategi yang dapat ditindaklanjuti yang bertujuan untuk 

mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi 
kekayaan yang adil. Yang menjadi garis depan pertimbangan 

kebijakan ini adalah prinsip ekonomi Islam yaitu Zakat, sebuah 

sistem zakat wajib yang dirancang untuk mendistribusikan 

kembali kekayaan dan mengentaskan kemiskinan (Putri & 

Kurniawan, 2022). mengeksplorasi penerapan Zakat saat ini, 

dengan menekankan potensi peran zakat sebagai alat yang 

ampuh untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Buku ini 

menggali desain dan implementasi sistem Zakat modern, dengan 

mempertimbangkan seluk-beluk pengumpulan, alokasi, dan 

penilaian dampak (Bakar, 2021). 

Bidang fokus kebijakan penting lainnya adalah 
pembentukan dan promosi sistem keuangan Syariah. Sistem ini 

dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, 

menghindari unsur-unsur seperti bunga (riba) dan melakukan 

praktik keuangan yang etis. Bab ini secara kritis mengevaluasi 

efektivitas kerangka keuangan tersebut dalam mendorong 

pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Laporan ini juga mengkaji peran perbankan dan keuangan Islam 
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dalam menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh 

segmen masyarakat yang lebih luas (Siregar et al., 2023). 

Intervensi pemerintah merupakan aspek penting dari 

implikasi kebijakan dalam Ekonomi Pembangunan Islam. Bab ini 

mengkaji peran pemerintah dalam mendorong keadilan 

ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini mencakup 

analisis program kesejahteraan sosial, kerangka peraturan, dan 

kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengangkat komunitas 

marginal. Eksplorasi keberhasilan intervensi pemerintah 
menawarkan wawasan berharga mengenai desain dan 

implementasi kebijakan yang efektif dalam konteks ekonomi 

Islam. 

Lebih lanjut, bagian mengenai implikasi kebijakan 

mempertimbangkan lanskap sosio-ekonomi yang lebih luas dan 

mengeksplorasi bagaimana negara-negara Islam dapat 

memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi unik untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan 

inklusif. Laporan ini menyelidiki peran pendidikan, layanan 

kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam mendorong 

kesetaraan ekonomi, dengan menekankan keterkaitan faktor-
faktor ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 

menyeluruh. 

Eksplorasi implikasi kebijakan dalam Ekonomi 

Pembangunan Islam menggarisbawahi pentingnya langkah-

langkah proaktif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan 

menekankan penerapan praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam 

seperti Zakat, sistem keuangan Syariah, dan intervensi 

pemerintah, bagian ini memberikan peta jalan bagi para 

pembuat kebijakan untuk menavigasi kompleksitas dalam 

mendorong keadilan ekonomi dalam konteks pembangunan 

Islam (Nuriana & Achmad, 2020). 
 

3.7 Studi Kasus 
Studi kasus dalam kerangka Ekonomi Pembangunan 

Islam menggali contoh-contoh spesifik di mana kebijakan dan 
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praktik ekonomi telah berhasil atau menghadapi tantangan 

dalam mengurangi kesenjangan di negara-negara Islam. Melalui 

penelaahan mendetail atas contoh-contoh dunia nyata, bab ini 

bertujuan untuk mengekstrak pembelajaran dan wawasan 

berharga yang dapat menjadi masukan dalam pengambilan 

kebijakan di masa depan (Soemitra, 2020). 

Analisisnya dimulai dengan mengkaji model-model yang 

berhasil diterapkan oleh negara-negara Islam tertentu untuk 

secara efektif mengatasi kesenjangan ekonomi. Studi kasus ini 
menyelidiki kebijakan, program, dan inisiatif spesifik yang telah 

terbukti berperan penting dalam mendorong distribusi 

kekayaan yang adil. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci 

yang berkontribusi terhadap keberhasilan, para pembuat 

kebijakan mendapatkan tolok ukur yang berharga untuk 

menyusun strategi sendiri dalam konteks ekonomi Islam (A. 

Rukmana & Sukanta, 2020). 

Sebaliknya juga menyelidiki contoh-contoh di mana 

negara-negara masih bergulat dengan kesenjangan ekonomi 

yang terus-menerus meskipun ada upaya untuk menerapkan 

kebijakan inklusif (Rachmat et al., 2023). Dengan memahami 
keterbatasan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh 

negara-negara ini, para pembuat kebijakan dapat memperoleh 

wawasan tentang potensi hambatan yang harus dihindari dan 

menyesuaikan pendekatan (Hartatik et al., 2023). Studi kasus ini 

memberikan pemahaman yang berbeda mengenai kompleksitas 

yang terlibat dalam mendorong keadilan ekonomi dalam 

konteks sosio-ekonomi yang beragam (A. Y. Rukmana, 2023a). 

Mengkaji studi kasus di tingkat negara selain itu juga 

mengeksplorasi sektor atau komunitas tertentu yang telah 

mengalami pergeseran kesenjangan ekonomi yang signifikan. 

Dengan memperbesar studi kasus tingkat mikro ini, analisis ini 
menyoroti intervensi dan inisiatif yang ditargetkan yang telah 

terbukti efektif dalam mendorong inklusivitas dalam domain 

tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang 

terperinci tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat 
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disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh 

berbagai segmen masyarakat (A. Y. Rukmana, 2023b). 

Studi kasus berfungsi sebagai gudang pengalaman praktis 

yang kaya, menawarkan wawasan berharga mengenai 

keberhasilan, kegagalan, dan nuansa penerapan kebijakan 

ekonomi di negara-negara Islam (Mardiani et al., 2023). Dengan 

memanfaatkan contoh-contoh dunia nyata, bab ini memberikan 

landasan pragmatis bagi para pembuat kebijakan, 

memungkinkan untuk belajar dari pengalaman pihak lain dan 
menyesuaikan strategi agar dapat secara efektif menavigasi 

lanskap rumit Ekonomi Pembangunan Islam (Y Rukmana & 

Sukanta, 2020). 

 

3.8 Prospek Masa Depan 
Prospek masa depan dalam Ekonomi Pembangunan Islam 

menawarkan eksplorasi ke depan mengenai tren-tren yang 
muncul dan lintasan potensial dalam mengatasi kesenjangan 

ekonomi di negara-negara Islam. Laporan ini menilai bagaimana 

lanskap global yang berkembang, kemajuan teknologi, dan 

perubahan dinamika sosio-ekonomi dapat mempengaruhi masa 

depan pembangunan ekonomi Islam (Mufraini, 2006). 

Salah satu aspek kunci dari prospek masa depan 

melibatkan pemeriksaan tren yang muncul di bidang keuangan 

dan perbankan Islam. Bab ini mengantisipasi bagaimana inovasi 

keuangan, kerangka peraturan yang terus berkembang, dan 

kemajuan teknologi keuangan dapat membentuk lanskap sistem 

keuangan Islam. Laporan ini menggali potensi perkembangan 
yang dapat meningkatkan efektivitas instrumen keuangan Islam 

dalam mendorong pembangunan inklusif dan mengurangi 

kesenjangan ekonomi (Bakri et al., 2023). 

Mengeksplorasi peran kolaborasi internasional dalam 

membentuk masa depan Ekonomi Pembangunan Islam. Laporan 

ini mempertimbangkan bagaimana kemitraan lintas batas, 

inisiatif berbagi pengetahuan, dan upaya penelitian kolaboratif 
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dapat berkontribusi pada lingkungan global yang lebih saling 

terhubung dan mendukung untuk mengatasi kesenjangan 

ekonomi di dunia Islam. Analisis ini mencakup lebih dari 

sekedar negara, dengan mengakui keterkaitan perekonomian 

dan potensi upaya kolektif untuk mendorong perubahan positif 

(Harto et al., 2023). 

Dampak dinamika geopolitik yang berkembang terhadap 

perkembangan ekonomi Islam juga menjadi pertimbangan 

penting dalam bagian ini. Dengan mengkaji tren geopolitik, 
potensi aliansi, dan pergeseran ekonomi global, bab ini 

bertujuan untuk mengantisipasi bagaimana faktor-faktor ini 

dapat mempengaruhi lanskap ekonomi negara-negara Islam. 

Memahami konteks geopolitik memberikan para pembuat 

kebijakan wawasan berharga dalam menavigasi potensi 

tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan 

yang adil (Fauzan et al., 2023). 

Lebih jauh lagi, prospek masa depan menekankan 

pentingnya penelitian berkelanjutan dan adaptasi kebijakan 

ekonomi yang berkelanjutan (Razali et al., 2023). Hal ini 

memerlukan pendekatan dinamis yang mencakup inovasi, 
pengambilan keputusan berdasarkan data, dan kemauan untuk 

menyesuaikan strategi berdasarkan keadaan yang terus 

berkembang. Dengan memupuk budaya penelitian dan 

kemampuan beradaptasi, negara-negara Islam dapat 

memposisikan diri untuk mengatasi tantangan yang muncul dan 

memanfaatkan peluang baru dalam mencapai keadilan ekonomi 

(A. Y. Rukmana, Priyana, et al., 2023). 

Eksplorasi prospek masa depan dalam Ekonomi 

Pembangunan Islam melibatkan analisis tren, inovasi, dan 

dinamika global yang berwawasan ke depan. Dengan 

mengantisipasi lintasan perkembangan ekonomi Islam di masa 
depan, bagian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan 

pertimbangan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk 

menyusun strategi yang tangguh, adaptif, dan efektif untuk 
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mengatasi kesenjangan ekonomi di tahun-tahun mendatang 

(Fkun et al., 2023). 
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BAB 4 
KEMISKINAN DAN ALAT UKURNYA 
 
Oleh Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev 

 

4.1 Kemiskinan 
Secara harfiah, KBBI mendefinisikan miskin sebagai 

kondisi ketika tidak berharta; serba kekurangan 
(berpenghasilan sangat rendah), dan kemiskinan didefinisikan 
sebagai keadaan miskin. World Bank (2000) mendefinisikan 
kemiskinan (poverty) sebagai pronounced deprivation in well 
being, yaitu kondisi dimana Masyarakat tidak mempunyai 
pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan minimum mereka. Sementara itu, PBB (Perserikatan 
Bangsa-Bangsa/United Nations) menganggap bahwa kemiskinan 
lebih dari sekedar kurangnya pendapatan yang didapat. 
Kemiskinan mempunyai dimensi sosio-ekonomi yang berbeda 
seperti kemampuan untuk mengakses layanan dan upaya 
perlindungan sosial serta untuk mengekspresikan pendapat dan 
pilihan; kekuatan untuk bernegosiasi; dan status sosial, 
pekerjaan dan peluang yang layak. Kemiskinan juga merupakan 
akar dari banyak pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh 
seperti pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia, 
dimana masing-masing terkait erat dengan kemiskinan. 

Amartya Sen dalam Haughton and Khandker (2009) 
berpendapat bahwa konsep ‘well-being’ atau kesejahteraan 
berasal dari kemampuan untuk ‘berfungsi’ dalam masyarakat. 
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Oleh karena itu, kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak 
memiliki kemampuan, sehingga memiliki pendidikan, kesehatan, 
atau pendapatan yang tidak memadai, atau rasa tidak aman, atau 
rendahnya rasa percaya diri, atau perasaan tidak berdaya, atau 
tidak adanya hak-hak seperti kebebasan berpendapat. Jika 
dilihat sudut pandang ini, kemiskinan adalah sebuah fenomena 
multidimensi yang sulit diselesaikan dengan penyelesaian dan 
kebijakan yang sederhana.  

Kemiskinan berkaitan dengan kesenjangan (inequality) 
dan kerentanan (vulnerability), namun merupakan hal yang 
berbeda. Kesenjangan berfokus pada distribusi seperti 
pendapatan atau konsumsi pada seluruh populasi. Sementara itu 
kerentanan didefinisikan sebagai risiko jatuh miskin di masa 
depan, meskipun orang tersebut saat ini belum tentu miskin. Hal 
ini sering dikaitkan dengan dampak shock seperti adanya 
kekeringan, jatuhnya harga komoditi, atau krisis keuangan 
(Amartya Sen dalam Haughton dan Khandker, 2009). 

Todaro dan Smith (2015) mendefinisikan kemiskinan 
absolut (absolute poverty) sebagai kondisi dimana tidak mampu 
memenuhi tingkat minimum pendapatan, kebutuhan sandang, 
pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan 
pokok lainnya. Todaro dan Smith juga menyebutkan mengenai 
‘poverty trap’, yakni sebuah kondisi buruk dalam sebuah 
keluarga, lingkungan, atau negara, yang melibatkan lingkaran 
setan dimana kemiskinan dan keterbelakangan menyebabkan 
lebih banyak kemiskinan dan keterbelakangan. Poverty trap 
sering kali terjadi dari satu generasi yang mewariskan 
kemiskinan dan keterbelakangan kepada generasi berikutnya. 
Ketika keluarga atau lingkungan miskin tidak mampu 
mewariskan banyak hal kepada generasi berikutnya, keluarga 
mereka akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan 
keterbelakangan dari generasi ke generasi. Solusi yang 
ditawarkan oleh Todaro dan Smith yakni pendidikan, mereka 
percaya bahwa dengan pendidikan, mereka dapat keluar dari 
poverty trap yang membelenggu. 

Lingkaran setan ini pertama kali diperkenalkan oleh 
Ragnar Nurkse, ia mendefinisikan lingkaran kemiskinan adalah 
sebuah rangkaian kekuatan yang mana saling memengaruhi satu 
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sama lain, sehingga sebuah negara miskin akan tetap miskin dan 
akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat 
pembangunan yang lebih tinggi. Menurutnya kemiskinan 
disebabkan oleh tidak adanya pembangunan di masa lalu dan 
kemiskinan saat ini juga akan menjadi penghambat pada 
pembangunan negara di masa depan. Sehingga ia menyimpulkan 
‘a country is poor because it is poor’, yang kemudian kemiskinan 
itu sendiri menjadi lingkaran setan dalam proses pembangunan 
negara miskin. (Nurkshe dalam Arsyad, 2016). 

Arsyad (2016) menyimpulkan teori lingkaran setan 
Nurkshe memiliki tiga hal yang menghambat proses 
pembentukan modal dan pembangunan ekonomi negara. 
Skenario dari lingkaran setan dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Ketidakmampuan individu untuk mengerahkan tabungan 

yang cukup; 
2. Kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman 

modal; 
3. Keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif 

lebih rendah. 
 

 4.2 Kemiskinan Ekstrem 
Kemiskinan ekstrem (extreme poverty) menjadi salah 

satu topik yang populer dalam dunia ekonomi saat ini. ‘No 

poverty’ menjadi goal nomor 1 pada 2030 Agenda for 

Sustainable Development dari PBB dengan tujuan untuk 

memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang dimanapun 

berada pada tahun 2030. PBB dan World Bank mendefinisikan 

kemiskinan ekstrem sebagai hidup dengan pendapatan kurang 

dari $2,15 per orang per hari.  

Menurut New York Times tahun 1990, definisi 

kemiskinan ekstrem menurut World Bank adalah hidup dengan 
pendapatan kurang dari $1,25 per orang per hari. Pada saat itu, 

sebanyak 36% dari populasi global hidup dalam kemiskinan 

ekstrem dan setengahnya adalah orang dari negara berkembang. 

Pada tahun 2000, negara-negara anggota PBB berjanji untuk 
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mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Mereka 

bertekad untuk mengurangi persentase penduduk dengan 

kemiskinan ekstrem, dari sebanyak 36% pada tahun 1990 

menjadi separuhnya pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015, 

tujuan dari PBB tercapai, persentase orang yang hidup dalam 

kemiskinan ekstrem turun menjadi 12%. Lebih dari satu miliar 

orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan ekstrem dan 

penurunan ini melampaui tarket yang telah ditetapkan PBB pada 

tahun 2000 yang mentargetkan tahun 2015 kemiskinan ekstrem 
di seluruh dunia turun menjadi menjadi 18%. 

Saat COVID-19 merebak, para ahli memperdiksi 

kemiskinan ekstrem terus meningkat dalam beberapa tahun 

sebagai dampak ekonomi akibat COVID-19 serta dampak konflik 

dan perubahan iklim yang masih berlangsung hingga saat ini. 

Berdasarkan data terbaru, menurut PBB pada tahun 2022 

sebanyak 670juta orang di seluruh dunia (8,4% dari populasi 

global) masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dengan pola 

saat ini, diprediksi pada tahun 2030 sebanyak 7% dari populasi 

global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sehingga goal 

‘No Poverty’ akan sangat sulit untuk bisa dicapai. 
Di Indonesia sendiri topik kemiskinan ekstrem juga 

merupakan topik hangat yang menjadi perbincangan di ranah 

pembuat kebijakan. Bahkan Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi 

presiden ini dikeluarkan sebagai bentuk langkah nyata 

pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia 

pada tahun 2024 mendatang melalui keterpaduan, sinergi 

program, dan kerja sama antarlembaga negara/kementerian 

maupun pemerintah daerah. Presiden mengintruksikan eksekusi 

dengan cara memastikan sasaran yang tepat dan integrasi 
program antarkementerian atau lembaga dan juga turut serta 

melibatkan peranan masyarakat yang difokuskan pada lokasi-

lokasi prioritas untuk percepatan pengentasan kemiskinan 

ekstrem. 
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4.3 Alat Ukur Kemiskinan 
Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki 

beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan: garis 
kemiskinan; persentase penduduk miskin; indeks kedalaman 
kemiskinan; indeks keparahan kemiskinan. 

4.3.1 Garis Kemiskinan (GK) 
Garis kemiskinan menggambarkan jumlah pengeluaran 

minimal yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hidup dalam satu bulan, kebutuhan pokok 
yang dimaksud dapat berupa kebutuhan makanan maupun 
kebutuhan nonmakanan. Garis kemiskinan dibreakdown 
menjadi dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 
dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai 
pengeluaran minimal untuk kebutuhan makanan yang kemudian 
disetarakan dengan rata-rata kebutuhan kalori orang dewasa, 
yakni 2.100 kalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan 
dasar makanan pada data ini diwakili oleh 52 jenis komoditas, 
diantaranya yaitu padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, susu 
dan telur, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, lemak dan 
minyak, dan lain-lain.  

Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) adalah nilai 
pengeluaran minimal untuk kebutuhan nonmakanan berupa 
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. GNKM diwakili 
47 jenis komoditas di perdesaan dan oleh 51 jenis komoditas di 
perkotaan. Berikut formula perhitungan untuk Garis Kemiskinan 
(GK). 

            
Keterangan: 
GK = Garis kemiskinan 
GKM = Garis kemiskinan makanan 
GNKM = Garis kemiskinan non-makanan 

Dimana perhitungan GKM dapat dilakukan dengan cara 
menentukan kelompok referensi (reference population) yakni 
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sebanyak 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan 
Sementara (GKS), yang mana GKS adalah sebuah kelompok 
penduduk di kelas marginal. GKS dihitung menggunakan garis 
kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi 
umum. Dari kelompok referensi ini, kemudian dilakukan 
perhitungan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis 
kemiskinan nonmakanan (GNKM). Formula untuk dalam 
menghitung GKM adalah sebagai berikut. 

       ∑            ∑     

  

   

  

   

 

Keterangan: 

GKMdq = Garis kemiskinan makanan daerah d (sebelum 
disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi n. 

Pdkq = Rata-rata harga komoditi k di daerah d dan provinsi q. 
Qdkq = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi 

daerah d di provinsi q. 
Vdkq = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di 

daerah d provinsi q. 
d = Daerah (Perkotaan atau perdesaan). 
q = Provinsi q 
 

Selanjutnya, GKMjp tersebut disetarakan dengan 2.100 
kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implistit 
rata-rata kalori menurut daerah d dari penduduk referensi. 

      
∑     

  
   

∑     
  
   

 

Keterangan: 
Kjkp = Kalori dari komoditi k di daerah d di provinsi q 
HKjp = Harga rata-rata kalori di daerah d di provinsi q 
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Garis Kemiskinan Nonmakanan (GNKM) adalah hasil 
penjumlahan dari kebutuhan minimal komoditas-komoditas 
nonmakanan terpilih yang meliputi beberapa hal seperti 
perumahan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Pemilihan dari 
jenis barang dan jasa nonmakanan mengalami perkembangan 
dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan 
perubahan pola konsumsi penduduk. Sebelum tahun 1993, 
komoditas terdiri dari 12 komoditas di perdesaan dan 14 
komoditas di perkotaan. Lalu kemudian di tahun 1998, 
komoditas-komoditas ini berkembang menjadi 25 sub kelompok 
(47 komoditas) di perdesaan dan 27 sub kelompok (51 
komoditas) di perkotaan. Nilai kebutuhan minimum 
subkelompok/komoditas tersebut terhadap total pengeluaran 
subkelompok/komoditas yang tercatat dalam data Susenas 
Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil 
survei paket komoditas kebutuhan dasar (SPKKD) 2004 yang 
dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi 
rumah tangga per komoditas nonmakanan yang lebih rinci 
dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Formula untuk 
menghitung nilai kebutuhan minimum nonmakanan adalah 
sebagai berikut. 

        ∑         

 

   

 

Keterangan: 
GNKMjp = pengeluaran minimum non-makanan atau garis 

kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p. 
Vkjp = nilai pengeliaran per sub-kelompok/komoditi non-

makanan daerah j dan provinsi p 
Rkj = rasio pengeluaran sub-kelompok/komoditi non-

makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan 
daerahj 

k  = jenis komoditi non-makanan terpilih 
p  = provinsi ke-p 
 

4.3.2 Persentase Penduduk Miskin 
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Persentase penduduk miskin yang digunakan oleh BPS 
adalah persentase dari penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan atau disebut juga sebagai Head Count Index (HCI). 
Formula untuk menghitung persentase penduduk miskin adalah 
sebagai berikut. 

 

    
 

 
∑ [

    

 
]
 

 

   

 

Keterangan: 
α = 0 
z = garis kemiskinan 
yi = rata-rata pengeluaran per kapota satu bulan penduduk  

yang berada di garis kemiskinan     (i = 1, 2,3,…, q), yi < z 
q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan 
n = jumlah penduduk 
 

4.3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 
Indeks kedalaman kemiskinan atau disebut juga sebagai 

poverty gap index, indeks ini adalah ukuran rata-rata dari 
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi hasil perhitungan 
nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran 
penduduk dari garis kemiskinan. Formula untuk menghitung 
indeks kedalaman kemiskinan adalah sebagai berikut. 

    
 

 
∑ [

    

 
]
 

 

   

 

Keterangan: 
α = 1 
z = garis kemiskinan 
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yi  = rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan penduduk 
yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, …, q), 
yi < z 

q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan 

n = jumlah penduduk. 

 

4.3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan 
Indeks keparahan kemiskinan atau disebut juga sebagai 

poverty severity index, indeks ini merupakan representasi 
mengenai sebaran pada pengeluaran antarpenduduk miskin. 
Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi pula ketimpangan 
pengeluaran antarpenduduk miskin. Formula untuk menghitung 
indeks keparahan kemiskinan adalah sebagai berikut. 

    
 

 
∑ [

    

 
]
 

 

   

 

Keterangan: 
α = 2 
z = garis kemiskinan 
yi  = rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan penduduk 

yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, …, q), 
yi < z 

q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan 

n = jumlah penduduk. 

4.4 Kemiskinan di Indonesia 
Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama sepuluh 

tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 
menurun. Dilihat dari Gambar 1, jumlah penduduk miskin di 
Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020, 
dari 24.785.870 jiwa pada tahun 2019 dan naik menjadi 
27.549.690 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk 
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miskin yang signifikan ini dinilai sebagai dampak dari COVID-19 
yang menghantam dan memporak-porandakan perekonomian 
negara pada saat itu. Karena terjadinya krisis kesehatan, maka 
kemudian marak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) dan 
marak usaha yang bangkrut karena roda perekonomian benar-
benar berhenti pada saat itu sebagai dampak dari turunnya daya 
beli masyarakat. Sehingga kemudian dampaknya yakni 
meningkatnya angka kemiskinan.  

Meskipun mengalami guncangan keras saat COVID-19, 
setelah tahun 2020 Indonesia mulai menunjukkan adanya 
pemulihan secara perlahan. Dilihat dari turunnya jumlah 
penduduk miskin dari 27.549.690 jiwa pada tahun 2020 menjadi 
26.503.640 jiwa dan 26.363.270 jiwa pada tahun 2021 dan 
2022. Meski di tahun 2022 jumlah penduduk miskin masih lebih 
tinggi dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 24.785.870 jiwa, 
tapi penurunan perlahan sudah menjadi ‘petunjuk’ bahwa 
proses recovery perekonomian Indonesia dari COVID-19 
berjalan dengan baik. 

 
Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Semester 2 

2013-2022 (ribu jiwa) 
(Sumber: BPS, diolah 2023) 

 
Sebelum ada guncangan COVID-19 pun, percepatan 

pengentasan kemiskinan telah menjadi salah satu program 
utama dari pemerintah. Kita dapat melihatnya dari sub-pilar 
dari pilar ke-3 Indonesia 2045 yaitu pemerataan pembangunan, 
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dengan goal utama yakni Indonesia terbebas dari  kemiskinan 
akut tahun 2040. Pemerintah mengupayakan untuk terus 
mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan 
meningkatkan kebijakan redistribusi dan inklusif agar 
menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Selain itu juga 
program afirmasi juga terus didorong terutama ke daerah yang 
memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Presiden Joko Widodo 
secara langsung memberi instruksi kepada para menteri, staf 
kepresidenan, TNI, Polri, gubernur, hingga bupati/wali kota 
untuk secara sungguh-sungguh berpartisipasi dalam percepatan 
pengentasan kemiskinan tersebut. Dan kemudian 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Presiden sebagai 
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Jika dilihat dari data karakteristik rumah tangga miskin 

di BPS, pada semester 2 tahun 2022, rumah tangga miskin di 

Indonesia didominasi oleh rumah tangga dengan sumber 
penghasilan utama di sektor pertanian sebesar 50,48%. 

Sementara itu rumah tangga tidak miskin didominasi dari rumah 

tangga dengan penghasilan utama lainnya (selain tidak bekerja, 

pertanian, dan industri) sebesar 48,35%. Rumah tangga miskin 

didominasi oleh kepala keluarga dengan pendidikan SD sebesar 

37,44% dan rumah tangga tidak miskin didominasi oleh kepala 

keluarga dengan Pendidikan SMA sebesar 30,10%. Sehingga 

kemudian dari pemaparan tersebut dapat membuat kita setuju 

mengenai teori dari Todaro dan Smith bahwa pendidikan 

merupakan kunci keluar dari poverty trap. Karena pada 

kenyataannya, memang benar kemiskinan lebih banyak terjadi 
pada rumah tangga dengan pendidikan kepala keluarga yang 

lebih rendah (SD) dibanding pendidikan diatasnya. 

4.4.1 Garis Kemiskinan di Indonesia 
Dapat dilihat dari Gambar 2, garis kemiskinan di 

perkotaan dan di perdesaan memiliki perbedaan. Secara definisi, 
garis kemiskinan memberikan gambaran mengenai pengeluaran 
minimal nilai rupiah yang diperlukan oleh individu untuk 
memenuhi kebutuhan pokok hidup selama satu bulan, baik 
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untuk kebutuhan makanan maupun kebutuhan nonmakanan. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran minimal untuk 
memenuhi kebutukan pokok selama satu bulan di perkotaan 
lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran minimal yang 
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu 
bulan di perdesaan. 

 
Gambar 4.2. Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 

Semester 2 di Indonesia 2013-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan) 
(Sumber: BPS, diolah 2023) 

Jika dilihat dari setiap provinsi, menurut data BPS, 

provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia pada 

tahun 2022 yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 

garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 859.301 dan garis 

kemiskinan perdesaan sebesar Rp 820.543. Sementara itu garis 

kemiskinan terendah pada tahun yang sama yakni Provinsi 

Sulawesi Barat dengan garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 

428.974 dan garis kemiskinan perdesaan sebesar Rp 426.299. 

4.4.2 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 
Persentase penduduk miskin di Indonesia sejalan dengan 

jumlah penduduk miskin (Gambar 1) karena keduanya 

merupakan sebuah kesatuan. Persentase penduduk miskin di 

Indonesia mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir dengan 
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kecenderungan menurun selama sepuluh tahun terakhir. 

Peningkatan persentase penduduk miskin dengan tajam terjadi 

pada tahun 2020, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

peningkatan ini dikarenakan oleh COVID-19 yang memporak-

porandakan perekonomian Indonesia pada saat itu. Meskipun 

begitu, tahun 2020 trennya kembali menurun meski masih 

diatas persentase kemiskinan sebelum COVID-19 (tahun 2019 

persentasenya telah 9,22% sementara tahun 2022 masih 

9,57%). 

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 
Semester 2 (2013-2022) 

(Sumber: BPS, diolah 2023) 

4.4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia 
Dilihat dari Gambar 4, indeks kedalaman kemiskinan di 

Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan 

kecenderungan menurun. Peningkatan yang ekstrem terjadi 

ketika tahun 2020, pada tahun ini terjadi peningkatan indeks 

kedalaman kemiskinan yang signifikan yang berarti semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis 

kemiskinan pada tahun tersebut dibanding fluktuasi 

peningkatan yang lainnya. 
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Gambar 4.4  Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia 

(Persen) Semester 2(2013-2022) 
(Sumber: BPS, diolah (2023)) 

4.4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia 
Indeks keparahan kemiskinan di Indonesia juga 

mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir dengan 

kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan 

mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan 

persentase tertinggi dari indeks keparahan kemiskinan terjadi 

pada tahun 2015. Dimana seperti yang tela dijelaskan 

sebelumnya bahwa indeks keparahan kemiskinan adalah sebuah 

gambaran tentang penyebaran pengeluaran antarpenduduk 

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 

pengeluaran antarpenduduk miskin. Dengan angka yang terus 

menurun, berarti ketimpangan pengeluaran antar penduduk 

miskin juga semakin menurun. 

 

1.89 

1.75 

1.84 

1.74 
1.79 

1.63 

1.5 

1.75 

1.67 

1.56 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



   71 

 

Gambar 4.5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia 
(Persen) Semester 2 Tahun 2013-2022 

(Sumber: BPS, diolah) 
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BAB 5 
PERAN PEMERINTAH 
 
Oleh : Budiman, M.E.,M.M 

 

 

5.1 Pendahuluan 
Ekonomi merupakan salah satu ukuran sebuah negara itu 

maju atau tidak dapat juga dilihat dari bagaimana kondisi 
ekonominya. Tidak lepas dari hal itu, Begitu juga dengan konsep 
ekonomi Syariah yang berasal dari agama Islam dimana Islam 
sudah menyiapkan serta menatanya segala sesuatunya yang 
menyangkut masalah  kehidupan umat manusia, pembahasan 
tentang ekonomi dalam ekonomi Syariah dibahas dari mulai hal 
sederhana sampai dengan urusan rumit sekalipun Islam sudah 
memiliki pedomannya dengan baik, begitu juga dengan aspek 
politik, kemudian ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya itu 
semua sudah diperhatikan secara baik oleh Islam. Maka 
daripada itu Islam merupakan agama yang sangat sempurna, 
begitu juga aturan dalam hal bisnis dan ekonomi (Fitria, 2016). 

Ekonomi merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan 
manusia karen ekonomi bukan hanya membahasa tentang uang 
dan untung rugi namun lebih luas dari pada itu, di mana 
ekonomi mempunyai peranan yang begitu urgen dalam proses 
kehidupan umat manusia (Mujiatun, 2020) Sebagai mana yang 
kita ketahui bahwa kehadiran ekonomi Syariah negara ini yakni 
di Indonesia baik secara kelembagaan dalam wujud keuangan 
yakni bank Syariah ataupun dalam bentuk lembaga keuangan 
Syariah non bank, kehadirannya  telah banyak memberikan 
kontribusi dan dampak positif bagi kelangsungan perekonomian 
Indonesia (Atikah, 2015). Jika dilihat dari perubahan pola 
konsumsi masyarakat dampak signifikan dapat dilihat dengan 
kesadarannya untuk memiliki gaya hidup yang halal baik pada 
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sektor yang riil atau pun pada sektor keuangan atau finansial 
misalnya, sehingga hal memengaruhi tingkat konsumsi 
masyarakat serta preferensinya  terhadap ekonomi (Sri 
Mahargiyantie, 2020) kemudian Perkembangan ekonomi dan 
keuangan Syariah di dunia mengalami peningkatan yang sangat 
pesat. Sebagai mana Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 
atau The State of the Global Islamic Economy Report pada 
2018/2019 dalam laporannya menjelaskan bahwa tingkat 
pengeluaran makanan serta lifestyle (gaya hidup) halal yang ada 
dikalangan umat Islam di dunia ini sudah mencapai angka USD 
2.1 triliun di tahun 2017.  

Kemudian angka tingkat gaya hidup halal ini 
diperkirakan akan terus meningkat atau mengalami peningkatan 
dan diprediksi mencapai angka USD 3 triliun di 2023 (Komite 
Nasional Keuangan Syariah, 2018) Indonesia sebagai negara 
dengan penduduk musli terbanyak di dunia harusnya sudah 
memiliki sistem yang menunjang untuk pertumbuhan ekonomi 
Islam yang baik. Perlunya anggaran yang signifikan untuk 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan produk 
dan sistem ekonomi Islam karena jumlah penduduk muslim 
Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di 
dunia (Trianda, 2020).  

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang 
menganut paham kesejahteraan. Maka Dengan demikian, negara 
memiliki kewajiban dan bertanggung untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat UUD Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (Soryan, n.d.). Kontribusi 
negara merupakan kunci keberhasilan sebuah tatanan ekonomi 
karena tanpa kontribusi negara pertumbuhan ekonomi mungkin 
saja akan menghadapi banyak hambatan bahkan kegagalan. 
Maka dari pada itu negara adalah pihak yang memiliki 
kewenangan untuk meletakkan dasar-dasar regulasi yang 
mendorong serta dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas 
ekonomi (Hidayatullah, 2015).  

Sebagaimana harapan setiap negera bahwa kemajuan 
ekonomi adalah cita-cita bersama. Kemudian secara 
kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari 
kemajuan ekonominya. Karena bangsa yang besar merupakan 
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bangsa yang mampu untuk menumbuhkan serta memajukan 
sektor ekonomi baik sektor formal ataupun sektor informal 
untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi seluruh 
warga negaranya (Samud, 2018). 

 

5.2 Kebijakan Ekonomi Syariah 
Sebagai negara yang memiliki peluang dan sumber daya 

yang sangat mendukung untuk menjadi kiblat ekonomi Syariah 
dunia. maka Indonesia sudah waktunya mengatur dan 
menerapkan kebijakan ekonomi Syariah, maka daripada itu 
pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 
menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah Islam. Kemudian konsep yang dibangun ini 
melibatkan pengaturan sistem perbankan dan keuangan Syariah, 
pengaturan pasar modal Syariah, dan menyusun aturan yang 
mendukung ekonomi Syariah secara keseluruhan.   

Jika melihat dari pernyataan otoritas jasa Keuangan pada 

tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Perbankan Syariah 

yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini keberadaaan dan 

eksistensinya terus menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 

sangat baik dan positif, meskipun dalam proses pertumbuhan 
yang baik ini dianggap masih adanya beberapa hal-hal yang 

berkaitan dengan isu strategis dan tantangan yang ada di 

dalamnya masih masih memerlukan solusi terbaik dan juga 

penyelesaian yang tepat juga.  

Berkaitan dengan isu-isu strategis dalam perkembangan 

dan peningkatan dunia perbankan Syariah di Indonesia,  

berdasarkan hasil kajian dari transformasi dalam sistem 

Perbankan Syariah ini pada tahun 2018, bahwa masih ada 

beberapa isu strategis yang dianggap menjadi penyebab 

peningkatkan pada akselerasi peningkatan pertumbuhan 

perbankan Syariah di Indonesia, diantara penghambat akselerasi 

tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis Syariah  

yang signifikan diterapkan dalam implementasi konsep Syariah 

sehingga produknya masih dianggap belum maksimal. Selain itu 

juga  kualitas, serta kuantitas Sumber daya manusia dalam 
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bidang perbankan Syariah juga dianggap  kurang optimal serta 

masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi di bidang Syariah 

baik dalam bisnis maupun perbankan Syariah (OJK 2020). 

Kemudian lebih Lanjut juga disampaikan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

dan juga dijabarkan dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan 

Syariah Indonesia 2019-2024, begitu juga dengan penjelasan 

lain yang dijelaskan melalui kebijakan internal OJK dalam 

Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap 
Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari 

RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam 

menyelaraskan arah pengembangan ekonomi Syariah di 

Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan 

Syariah di bidang perbankan Syariah (OJK 2020). Kemudian 

arah pengembangan yang juga perlu menjadi perhatian dari 

pemerintah terkait dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pengembangan. Melalui otoritas jasa keuangan dapat kita lihat 

dan pelejari terkait dengan arah pengembangan perbankan 

Syariah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Arah Pengembangan Perbankan Syariah 
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(Sumber : Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 

Indonesia 2020-2024) 

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di dunia 

mengalami peningkatan yang sangat pesat. The State of the 

Global Islamic Economy Report 2018/2019 dalam laporannya 

menjelaskan bahwa besaran pengeluaran makanan serta gaya 

hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun tahun 

2017 Kemudian diperkirakan akan terus mengalami 

peningkatan diangka USD 3 triliun pada 2023 (Komite Nasional 
Keuangan Syariah, 2018). Bantuk kontribusi keterlibatan 

pemerintah dalam ekonomi Syariah adalah melalu undang-

undang yang di sahkan melalu aturan dan sistemataika yang 

berlaku di Indonesia.  

Dalam penentuan regulasi di Indonesia salah satun 

unsurnya adalah undang-undang. Bahkan sampai dengan 2019 

dilihat dari hasilnya, paling tidak ada sekitar  6 undang-undang 

yang membahas dan merupakan bagian dari regulasi instrumen 

ekonomi yang berhubungan dengan ketentuan dan 

implementasinya dalam ekonomi Syariah dan juga keuangan 

Syariah.  Peraturan undang-undang yang berkaitan dengan 
ekonomi Syariah yakni UU Nomor 23 Tahun 2011, UU Nomor 41 

Tahun 2004, UU Nomor 19 Tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 

2008, UU Nomor 33 Tahun 2014, dan UU Nomor 34 Tahun 2014 

adapun penjelasan terkait dengan ke 6 undang-undang ini 

adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat 

Sesuai dengan regulasi dijelaskan dimana Zakat adalah 

ukuran atau nisab harta yang sudah mencapai ketentuan dan 

wajib dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Pemilik harta itu 

dapat mengeluarkan  zakat ini melalui badan usaha tertentu 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya zakat 

tersebut sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam (Indonesia, 

2011) yang kemudian ini menjadi amanat undang-undang dan 

sudah jelas-jelas sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam 



   79 

yang memenuhi kreteria wajib zakat dengan syarat dan rukun 

yang dibahas secara jelas. Kemudian bentuk dari Konsepsi zakat 

merupakan salah satu satu bagian dari rukun agama Islam dan 

juga merupakan pilar dari pembangunan ekonomi ummat yang 

mencakup beberapa dimensi dalam perekonomian yaitu dimensi 

sosial, ekonomi, keadilan serta kesejahteraan bagi umat manusia 

(Iqbal, 2019).  

Dengan adanya potensi dimiliki oleh bidang zakat dan 

yang juga merupakan bagian dari rukun Islam maka ini sangat 
berpengaruh juga terkait dengan perkembangan ekonomi 

Syariah yang juga didukung oleh regulasi nasional yaitu undang-

undang No. 23 yang disahkan pada tahun 2011 tentang Zakat 

dan pengelolaannya secara Nasional (Manzilati, 2012) sebagai 

bentuk keseriusan pemerintah dalam melihat potensi yang 

dapat digunakan sebagai instrument ekonomi yang potensioal  

selain itu juga.  

Beberapa penelitian terkait dengan zakat yang memiliki 

potensi besar untuk membangun ekonomi negara namun sangat 

disayangkan pada implementasinya target itu belum tercapai 

secara maksimal (Itang & Azzahra, 2018). Pemerintah sebagai 
regulator dalam suksesnya pengelolaan dan penataan zakat ini 

sudah memberikan beberapa Upaya yang salah satunya 

pelembagaan zakat dan penyediaan regulasi yang ada untuk 

digunakan sesuai denga ketentuan yang berlaku dalam islam 

dan sesuai dengan regulasi negara Indonesia dengan lahirnya 

Undang-undanga Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

zakat ini merupakan keseriusan dari kontribusi pemerintah 

dalam mengelola dan zakat yang memiliki potensi besar. 

Kemudian sebagai suatu peraturan atau rgulasi yang ada, 

namun regulasi ini juga tidak hanya berdiri sendiri akan tetapi 

regulasi ini juga dilengkapi dengan beberapa aturan atau 
regulasi yang lain yang berfungsi untuk memperjelas undang-

undang atau regulasi yang ada, sebagai regulasi yang 

memperkuat aturan sebelumnya dalam hal ini diantranya ialah 

Keputusan Presiden RI Nomor 8/2001 yang mengatur tentang 
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sebuah Lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional atau biasa 

disebut dengan BAZNAS Selain itu juga diperkuat lagi oleh 

regulasi di bawahnya yakni Keputusan Menteri Agama RI 

dengan nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 

Tahun 1999 (Itang & Azzahra, 2018) maka diharapkan dengan 

regulasi yang sudah lengkap ini  kedepannya  pemberlakuan 

regulasi zakat dapat dilaksankan dengan tepat bagi umat muslim 

sebagai bagian dari implementasi ibadah yang tepat (Nopiardo, 

2019).  
 

5.2.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf 
Kebijakan pemerintah terkait dengan Regulasi wakaf dan 

ini merupakan menggambarkan kontribusi yang cukup besar 

untuk regulasi resmi dari negara. Undang-undang ini disahkan 

pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh presiden republik regulasi 

ini membahas tentang aturan wakaf dan berbagai yang 

membahas terkait dengan aturan serta bentuk wakaf, 

diantaranya yang dibahas dalam undang-undang atau regulasi 

dengan nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004 yang 

didalamnya membahas terkait dengan unsur-unsur perwakafan 

atau wakaf mulai dari : Wakif, kemudian Nazhir, Harta Benda 

Wakaf, serta Ikrar Wakaf, dan juga peruntukan harta benda 
wakaf, kemudian dialamnya juga dibahas jangka waktu wakaf. 

Selain itu, dalam regulasi atau undang-undang nomor 41 

yang disahkan pada tahun 2004 Wakaf juga mengatur tentang 

sebuah Lembaga yang dinamakan dengan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Sedangkan regulasi atau undang-undang 

dengan nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004 ini terdiri dari 

atau memiliki 11 Bab dan juga 71 pasal di dalamnya. 

Sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa wakaf adalah 

perbuatan yang sesuai dengan hukum atau perbuatan hukum 

yang telah lama diimplementasikan dalam kehidupan 

Masyarakat khususnya umat Islam, yang secara regulasinya 
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dianggap belum maksimal karena masih tersebar dalam 

berbagai regulasi yang terpisah atau peraturan perundang-

undangan yang berbeda.  

Wakaf dalam kontek implementasinya ialah 

menyerahkan atau memberikan suatu hak milik yang nilai atau 

bentuknya tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau 

kelompok sosial yang disebut dengan nadzir atau pengelola 

wakaf individu ataupun pengelola wakaf dalam berbentuk badan 

pengelola dengan syarat atau ketentuan hasilnya dari 
perwakafan tadi dipergunakan untuk keperluan atau manfaat 

yang sesuai dengan ketentuan dan  syariat Islam (Syamsuri et al., 

2020). Sejarah dalam dunia perwakafan telah banyak 

membuktikan dan memberikan hasil bahwa wakaf mempunyai 

peran yang sangat besar dan penting serta signifikan dalam 

proses pengembangan dan pembangunan ekonomi dalam 

sebuah negara.  

Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian 

kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi negara. 

Indonesia salah satunya sebagai bentuk dari pengelolaan yang 

baik maka negara ini berupaya untuk membuat sebauh regulasi 
yang mengatur potensi yang baik untuk kemaslahatan bersama 

(Huda et al., 2018). Negara dengan mayoritas muslim 

merupakan sebuah potensi besar negara ini dapat menggali 

kekurangan pengelolaan instrument ekonomi Syariah dengan 

manajemen dan regulasi yang baik sesuai dengan sasaran dan 

ketentuan yang berlaku.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Wakaf di 

Indonesia mendapatkan perhatian dari masyarakat karena 

wakaf ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat 

sehingga wakaf adalah bentuk dari amal-amal yang dilakukan 

untuk kepentingan sosial yang nantinya mampu untuk 
memberikan atau menghasilkan manfaat terhadap 

keberlangsungan eksistensi atau peningkatan kehidupan 

masyarakat secara luas. Namun pada awalnya wakaf di negara 

kita ini yakni Indonesia hanya dikelola sebagai bentuk amalan 
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yang  dilakukan untuk kepentiangan sosial saja, dan seiring 

dengan berjalannya waktu Wakaf juga menjadi salah satu 

perhatian pemerintah untuk dapat dikelola dengan baik dan 

tepat sasaran sesuai dengan ketentuan, sehingga aturan dan 

regulasi yang jelas sebagai bentuk dari peran pemerintah 

(Alfiah, 2020)  

 

5.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Surat Berharga Syariah Negara 

 Bahasan Pokok dari undang-undang nomor 19 tahun 

2008 adalah tentang SBSN dimana undang-undang ini merupkan 

bentuk kontribusi pemerintah dalam pengawasan dan kejelasan 
regulasi dalam bidang ekonomi Syariah khusunya dalam Surat 

Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat dengan 

SBSN, atau dapat juga disebut dengan Sukuk Negara, yang 

merupakan bentuk dari surat berharga negara yang diterbitkan 

berdasarkan prinsip Syariah, dan juga sebagai bukti atas bagian 

penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam bentuk mata uang 

rupiah atau pun dalam bentuk valuta asing (UU No. 19 2008). 

Kemudian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai 

bentuk salah satu derivatif dari surat berharga Syariah yang 

diterbitkan, di samping Surat Utang Negara (SUN), telah 

memiliki pengaturan yang cukup lengkap, yakni dengan Undang-
Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN atau aturan yang 

lainnya yang bersangkutan dengan aturan ini (Amin, 2016) 

dalam implementasinya penerbitan Surat Berharga Syariah 

Negara atau yang di sebut dengan SBSN sekarang ini sudah 

menjadi sebuah instrumen pembiayaan utama, selain instrumen 

pembiayaan yang telah ada sebelumnya yakni Surat Utang 

Negara serta pinjaman langsung (Latifah, 2020).  

Terbentuknya  sebuah keberhasilan dan pelaksanaan 

pada program pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat adil, kemudian makmur serta sejahtera, 

diantaranya, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan 
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negara secara baik dan optimal (Amin, 2016).  Dalam mencapai 

targetnya dibidang ekonomi dan keuangan Syariah maka 

daripada itu perlunya ada aturan yang mengatur dalam 

beberapa bidang tertentu yang berkait dan khusus.  Begitu juga 

dengan surat berharga Syariah nasional dimana Untuk yang 

jenis SBSN sendiri terbagi kedalam dua versi yaitu dengan 

mekanisme project underlying serta project financing 

(Nopijantoro, 2017). Obligasi Syariah adalah salah satu bentuk 

konsep investasi dari pembiayaan yang berbentuk Islam  atau 
bisa juga disebut dengan Islamic Financing yang terbagi ke 

dalam beberapa bentuk atau jenis berdasarkan pada kriteria-

kriteria akad tertentu. (Adiatna, 2019). 

 

5.2.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan 

Syariah 

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha yang 

menggunakan konsep Syariah, dan dalam hal ini mencakup 

kelembagaan, kemudian kegiatan usaha, Kemudian dilihat dari 

cara dan proses dalam implementasi kegiatan usahanya. 

Walaupun sudah dibahas dalam undang-undang sebelumnya 

yakni pada tahun 1998 yang dalam undang-undang tersebut 

juga membahas perbankan yang juga membahas perbankan 
Syariah namun dianggap belum secara spesifik. Sehingga sebagai 

bentuk dari peran pemerintah Pada 16 Juli tahun 2008, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono menandatangi undang-undang 

dengan nomor 21 pada tahun 2008 yang secara khusus 

membahas tentang Perbankan Syariah. Maka dengan Lahirnya 

undang-undang yang khusus membahas perbankan Syariah ini 

merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam 

menginterpensi pengelolaan perbankan dalam konsep Syariah. 

Dampak dari hal itu banyaknya bermunculan berbagai 

bisnis dan  lembaga keuangan dengan konsep Syariah, terutama 

di sektor perbankan Syariah. Jika dilihat sejak berdirinya 
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perbankan Syariah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 

dilihat dari market share perbankan Syariah masih dianggap 

belum maskimal karena baru mencapai sekurangnya 5 % saja, 

namun dalam hal produk yang dihasilkan atau yang ditawarkan 

oleh bank Syariah ini merupakan kekuatan dan keunggulan yang 

dimiliki oleh bank Syariah dengan jenis produk bervariasi 

(Afrida, 2016), dilihat dari pernannya dalam perkembangan 

ekonomi Syariah khususnya dalam manajemen Industri 

Perbankan Syariah mempunya peran yang sangat strategis 
dalam mendorong dan mendukung perkembangan serta 

pembangunan ekonomi rakyat (Werdi Apriyanti, 2018).  

Peran peran pemerintah dalam dunia perbankan dilihat 

dari keseriusan pemerintah dalam mebuat regulasi yang khusus 

membahas bank Syariah yakni undang-undang nomor 21 tahun 

2008. Maka dengan disahkannya undang-undang nomor 21 

tahun 2008 ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi 

industri perbankan Syariah nasional serta diharapkan mampu 

meningkatkan laju dari perkembangan industri perbankan 

Syariah menjadi lebih baik dan maksimal (Al Arif, 2015),  

 

5.2.5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal 
Sebagai orang yang beragama Islam maka sangat perlu 

kiranya memperhatikan kehalalan dari makanan yang kita 

konsumsi dimana mengkonsumsi produk atau jenis makanan 

yang halal merupakan sebuah kewajiban yang harus diusahakan 

bagi semua umat muslim. Peran nyata dari negara dalam 

menjamin kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh 

Masyarakat secara luas adalah dengan lahirnya sebuah regulasi 

Pada tanggal 17 Oktober  tahun 2014 yakni dengan disahkan 

undang-undang Nomor 33 pada Tahun 2014 yang membahas 

dan mengatur tentang Jaminan Produk Halal.  

Instrument kehalalannya suatu produk sebagaimana 

bentuk dari tanggung jawab pemerintah maka  Kehalalan suatu 
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produk harus dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan 

Sertifikasi Halal terkait dengan produk yang bersangkutan 

Adapun penerbitan sertifikat halal tersebut diselenggarakan 

melaluio dan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH).  Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis oleh Majelis 

Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk 

pangan sesuai dengan syari’at Islam dengan melalui beberapa 

tahapan dan procedural yang berlaku, sertifikat halal ini 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen 
atau bagi yang mengkonsumsinya (Hasan, 2014). 

Selain itu juga bahwa posisi dari sertifikasi halal itu 

sendiri di negara Indonesia ini merupakan sebuah bentuk yang 

mempunyai posisi yang sangat krusial karenanya sertifikat hal 

ini merupakan bentuk sesuatu yang memiliki jaminan terkait 

dengan kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh 

masyarakat pada umumnya dan ini juga dibahas serta dilindungi 

melalui Undang-Undang Nomor 33  yang dikeluarkan pada 

Tahun 2014 dan berkaitan dengan regulasi Jaminan Produk 

Halal (Agus, 2017), peran pemerintah sangat diharapkan 

mampu menjadi pelebur kekhawatiran dari produk yang akan 
dikonsumsi oleh public, dimana Pemerintah juga memiliki 

tanggung jawab sangat besar dalam melindungi masyarakat 

secara keseluruhan, terutama konsumen terhadap kehalalan 

produk-produk yang sedang beredar di pasar (Ali, 2016). Maka 

dengan lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk nyata 

dari peran pemerintah dalam mendukung perkembangan 

instrument ekonomi yang berbasis Syariah atau bentuk 

kehalalan ini merupakan implmentasi dari perintah agama 

untuk mengkonsumsi makanan atau produk yang halal.  

 

5.2.6 Undang-Undang No  34 / 2014 yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Dana Haji 
Regulasi ini hadir merupakan bentuk dari kontribusi dan 

peran pemerintah dalam membantu terbentuknya pengelolaan 
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keuangan atau dana haji yang baik dan tidak merugikan semua 

pihak. Regulasi ini berkaitan erat dengan konsep Syariah karena 

itu juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang 

berhubungan langsung dengan salah satu rukun Islam, yang 

mana pengelolaan dan aturannya tidak mungkin melenceng dari 

aturan Islam itu sendiri. Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 

yang di dalamnya mengatur serta membahas ketentuan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan Haji. 

Adapun disahkannya undang-undang ini adalah karena 
besarnya jumlah dana haji yang terkumpul sehingga dianggap 

perlu untuk segera memiliki aturan atau regulasi yang baku 

yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut. Kemudian 

jika mendiskusi isi dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2024 

yang mana di dalamnya membahas terkait dengan pengelolaan 

dana haji maka ini sudah jelas pula bahwa bahasannya berkait 

atau membahas ekonomi Syariah itu sendiri. Kebijakan ini 

merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam mendukung 

perkembangan ekonomi Syariah di semua sektor keuangan baik 

bank maupun nonbank.  

Dengan demikian dana setoran haji yang berjumlah besar 
dapat dimanfaatkan secara produktif dan akan mendatangkan 

keuntungan bagi jamaah berupa penurunan ongkos naik haji 

serta peningkatan pelayanan (Abidin, 2016) Selain undang-

undang juga  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN MUI) menerbitkan Fatwa 29/2002 yang membahas 

tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan Syariah 

(LKS), ini merupakan bentuk lain yang menjadi bahan acuan 

dalam pengelolaan dan hasi selain undang-undang (Lestari et al., 

2017). 

Kemudain peran lain dari pemerintah dalam 

pengembangan ekonomi Syariah pada bidang pengelolaan dana 
haji adalah pembentukan sebuah Lembaga yang khusus 

menangani dana tersebut yang Lembaga ini merupakan sebuah 

peran pemerintah dalam pengelolaan dana haji tersebut Adapun 

Lembaga ini dinamalkan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji 
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atau biasa disingkat dengan BPKH. Pendirian Lembaga in 

memiliki dasar yang kuat yakni UU Nomo 34 yang disahkan pada 

tahun 2014 selain itu juga Lembaga ini juga mengacup pada 

aturan lain selain undang-undang nomor 34 ini yakni kepada 

peraturan presiden 110 yang dilekuarkan pada tahun 2017 

(Junaedi et al., 2020) 
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BAB 6 
PERAN SWASTA  
 

Oleh Gautama Sastra Waskita, SE., BBA., MM 

 

 
6.1 Pendahuluan 

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, sektor swasta, 

khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), muncul 

sebagai pahlawan tak terduga, memainkan peran sentral dalam 

berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, fashion, dan 

industri kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi 

(Sugiri, 2020). UMKM dianggap sebagai sektor strategis dalam 

ekonomi nasional, terbukti dari absorpsi tenaga kerjanya yang 

signifikan (Sugiri, 2020). Selama periode 2012-2017, UMKM 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia, 

semakin menekankan pentingnya mereka dalam lanskap 

ekonomi negara ini (Suhaili and Sugiharsono, 2019). UMKM 
telah menjadi kunci dalam menstabilkan dan menghidupkan 

kembali ekonomi, terutama selama krisis perusahaan besar 

pada tahun 1998, menunjukkan signifikansinya dalam 

perkembangan ekonomi Indonesia (Puspita, . and Ibrahim, 

2021). Selain itu, UMKM telah berperan penting dalam 

menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, sehingga 

memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan di 

Indonesia (Putra et al., 2020). 

Oleh karena itu, UMKM tidak hanya menjadi pemain 

kunci dalam aktivitas ekonomi Indonesia tetapi juga 

memberikan kontribusi substansial terhadap PDB, pasar tenaga 
kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan negara, menyoroti 

peran mereka yang tak tergantikan dalam pembangunan 

ekonomi nasional. 
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6.1.1 Konteks Peran Swasta Dalam Ekonomi 

Pembangunan Syariah 

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia 

merangkul peran penting sektor swasta, terutama UMKM, 

sebagai elemen utama pembangunan ekonomi Syariah. 

Ketergantungan pada sektor swasta, yang memiliki keragaman 

yang luar biasa, menjadi strategi kunci untuk menjaga 

ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi goncangan 

ekonomi dan krisis yang mungkin terjadi di masa depan 

(Sarfiah, Atmaja dan Verawati, 2019). 

UMKM di Indonesia bukan sekadar pelaku bisnis kecil; 

mereka adalah kekuatan ekonomi yang memegang peran 
krusial. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor UMKM mampu 

menunjukkan ketangguhannya. Ketika krisis ekonomi melanda, 

mereka menjadi penopang utama yang mampu bertahan dan 

bahkan tumbuh. Salah satu kunci keberhasilan UMKM adalah 

kemampuan mereka untuk mandiri, mengurangi 

ketergantungan pada bahan baku impor, dan menciptakan 

produk serta jasa dengan cara yang lebih efisien (Sarfiah, Atmaja 

dan Verawati, 2019). 

Di tengah tekanan ekonomi, ketika perusahaan besar 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM justru 

mampu menjadi pemberi tenaga kerja utama. Data 

menunjukkan bahwa sektor swasta, terutama UMKM, berhasil 

menyerap lebih dari 60% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini 

menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat 

pengangguran, memberikan dampak positif pada kesejahteraan 

masyarakat (Sarfiah, Atmaja dan Verawati, 2019). 

Dengan memberikan peluang kerja kepada berbagai 

lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendidikan 

rendah, UMKM berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan 

kesetaraan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah 

yang menekankan adanya keadilan sosial dan pemerataan 

kesempatan. 
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Peran swasta, khususnya UMKM, tidak hanya terbatas 

pada kontribusi internal, tetapi juga berskala internasional. 

Sektor ini, dengan keberagaman industri yang dimilikinya, 

memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Data 

menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% dari 

total devisa negara, melampaui gabungan sumbangan dari 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi besar 

(Febriyantoro and Arisandi, 2018). 

Kemampuan UMKM dalam menghasilkan ekspor non-
migas dan mampu bersaing di pasar internasional menjadi aset 

berharga bagi ekonomi nasional. Kontribusi ekspor ini tidak 

hanya meningkatkan penerimaan devisa, tetapi juga 

memperkuat kedudukan Indonesia dalam peta perdagangan 

global. 

 

6.1.2 Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Syariah 
UMKM di Indonesia memiliki peran sentral dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah. Dalam situasi krisis, 

kemampuan mereka untuk mencari bahan baku alternatif 

dengan harga terjangkau memainkan peran vital. Selain itu, 

kemampuan UMKM untuk menciptakan produk dan jasa yang 

beragam dengan efisiensi tinggi memberikan kontribusi 
signifikan terhadap PDB ekonomi Syariah. Tidak hanya itu, 

UMKM telah membuktikan keberhasilannya dalam 

mendistribusikan produk dan jasanya langsung kepada end-user 

di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, UMKM menjadi 

ujung tombak dalam menjaga ketahanan ekonomi, membuat 

produk dan layanan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia 

dengan lebih mudah dan terjangkau (Apriani dan Said, 2022). 

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan 

ekonomi tak lepas dari upaya mandiri mereka untuk menggeser 

ketergantungan pada bahan baku impor. UMKM mampu 

menemukan bahan baku pengganti lokal dengan harga yang 
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lebih terjangkau, meminimalkan dampak fluktuasi harga global, 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah secara 

berkesinambungan. Dengan inovasi dan keberanian mengambil 

risiko, UMKM mendorong diversifikasi ekonomi dan 

meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Hal ini 

menunjukkan bahwa swasta, terutama dalam bentuk UMKM, 

mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien dan 

mandiri, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang 

mendorong kemandirian dan keadilan. 
Sektor swasta dari kalangan UMKM di Indonesia memiliki 

keanekaragaman yang sangat heterogen. Tersebar di berbagai 

jenis industri, UMKM berperan sebagai pilar ekonomi nasional 

yang kuat. Keberagaman ini melibatkan berbagai sektor, seperti 

pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner, fashion, trading, 

hingga jasa dan industri kreatif seperti kesenian dan kerajinan 

tangan. 

Melalui keanekaragaman ini, UMKM memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi pembangunan 

ekonomi nasional. Keberagaman industri menjadi kekuatan 

utama yang membuat perekonomian Indonesia tidak hanya 
kuat, tetapi juga tahan terhadap perubahan ekonomi global. 

Negara yang bergantung pada satu atau dua industri saja dapat 

lebih rentan terhadap goncangan ekonomi, sementara 

Indonesia, dengan keberagaman sektor swasta UMKM-nya, 

memperoleh kestabilan yang lebih baik (Srijani, 2020). 

 

6.2 Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi 
Peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 

telah menjadi topik penelitian yang menarik perhatian banyak 

akademisi, terutama penelitian yang menyoroti kontribusi 

modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional 

(Anwar, 2017). Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi 

melalui peran inovasi juga dianggap sebagai faktor penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aidhi et al., 2023) 

serta analisis terhadap belanja pemerintah daerah juga 
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menunjukkan adanya peran faktor lain, termasuk peran swasta, 

dalam menggerakkan pembangunan ekonomi inklusif di Jawa 

Timur (Safitri, 2021). Terdapat juga pengaruh pengeluaran 

pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan 

ekonomi di tingkat kabupaten, dimana pengeluaran pemerintah 

dan investasi swasta memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten (Jubir et 

al., 2023) dan juga pertumbuhan ekonomi memiliki peran 

penting dalam berjalannya roda perekonomian suatu negara 
(Biatmoko, 2023). 

Implikasi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa 

realokasi kebijakan fiskal dapat berdampak pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

sumber daya manusia, dan pembangunan yang integratif 

(Abdullah, 2014). 

6.2.1 Kontribusi Swasta Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Syariah 

Keterlibatan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi 

Syariah di Indonesia telah dibuktikan dengan penelitian dan 

hasilnya pun signifikan. Seperti hubungan yang signifikan dan 

berkebalikan antara pembiayaan perbankan Syariah dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukkan kinerja 
efektif perbankan Syariah sebagai lembaga perantara dalam 

pembiayaan (El Ayyubi, Anggraeni and Mahiswari, 2018), serta 

mengembangkan dan mempromosikan ekonomi Syariah yang 

kompetitif, menekankan misinya untuk membangun dan 

mengembangkan struktur ekonomi masyarakat yang adil dan 

makmur (Sudjana and Rizkison, 2020). 

Dampak kinerja keuangan perbankan Syariah terhadap 

produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan 

dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi 
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Indonesia, dari temuan mereka menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan perbankan Syariah tidak secara langsung 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki efek tidak 

langsung melalui produktivitas UMKM (Siregar and Suryani, 

2022). Senada dengan pendapat sebelumnya, dengan regulasi 

dan kebijakan untuk mengoptimalkan peran-peran produk 

investasi dan perbankan seperti, sukuk dalam pembangunan 

ekonomi nasional, menunjukkan potensi kontribusi lebih lanjut 

dari sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
(Wijaya, 2021). 

Secara keseluruhan, sektor swasta, terutama lembaga 

keuangan Islam, telah terbukti memiliki dampak signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia, menunjukkan 

pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

 

6.2.2 Tantangan, Peluang dan Hambatan Peran 

Swasta Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian sebuah negara sangat dipengaruhi oleh 

peran sektor swasta. Dalam beberapa dekade terakhir, peran 

swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah menjadi 

pusat perhatian banyak negara. Meskipun memberikan 

kontribusi positif, peran swasta juga dihadapkan pada tantangan 
yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak yang lebih 

besar, dalam beberapa penelitian, diperlihatkan bahwa sektor 

swasta memiliki hubungan positif dengan diversifikasi ekonomi, 

menunjukkan peran potensialnya dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Said, 2019). 

Terdapat beberapa tantangan dalam peran swasta di 

Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya dukungan 

pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi, 

yang dapat mempengaruhi daya saing ekonomi di Indonesia 

(Aidhi et al., 2023). Dan juga akses dalam bermandiri dalam 

penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia merupakan 
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tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi era Revolusi 

Industri 4.0 dan era Society 5.0 (Maulani and Sapril Mubarok, 

2020). Diketahui bahwa UMKM memiliki peran penting dalam 

pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional, serta 

membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran 

(Aisyah, Puspita and Yanto, 2022). 

Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk 

meningkatkan peran swasta. Misalnya, perlu adanya regulasi 

dan kebijakan yang lebih optimal untuk mengoptimalkan peran 
dalam pembangunan ekonomi (Wijaya, 2021). Selain itu, perlu 

adanya pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kapasitas 

usaha UMKM di Indonesia agar dapat berperan lebih efektif 

dalam perekonomian nasional (Murdiono et al., 2021). 

 

6.3 Sinergi Swasta Dengan Pemerintah 
Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah di Indonesia 

memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. 

Walaupun terkadang dalam konteks birokrasi, interaksi politik 

antara pemerintah dan sektor swasta menimbulkan 

ketidakpastian dalam implementasi regulasi (Sutikno, 2022). 

Tapi tidak dapat dipungkiri investasi swasta, belanja 

pemerintah, dan tenaga kerja memiliki pengaruh langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi penting 

menekankan pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan 

pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Kurniawan, Militina dan Suharto, 2018).  

Kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam ekonomi 

Syariah di Indonesia merupakan hal yang penting untuk 

meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat peran 

inovasi dalam pengembangan sektor ekonomi. Dalam konteks 

ini, kerjasama antara pemerintah, dan industri swasta dianggap 

penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi 

(Aidhi et al., 2023) dan juga terutama kerjasama yang dapat 

terwujud melalui kemitraan sektor publik-swasta dalam aspek 
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yang memungkinkan peningkatan pembiayaan swasta untuk 

mendukung pengembangan sektor ekonomi Syariah, seperti 

pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui PNPM Mandiri 

Pariwisata sebagai sarana meningkatkan pembangunan 

komunitas di sekitar obyek pariwisata dengan berbasis 

kemitraan (Latuconsina, Syaukat and Siregar, 2019). 

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam 

memberikan keringanan bagi para pemilik bisnis, termasuk 

usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti penundaan 
pembayaran PPN, pajak cukai, pajak penghasilan, serta 

pengajuan pernyataan zakat dan pembayaran kewajiban lainnya 

(Sugiri, 2020). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan 

bantuan permodalan, perlindungan usaha, dan menciptakan 

iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif 

dan industri kecil menengah (Santosa, 2020). 

6.4 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan 
Kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam sinergi 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang 

penting dan kompleks. Kemitraan ini melibatkan berbagai 

sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam 

upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah 

dan swasta telah terbukti efektif dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 2019a). Selain itu, 
pentingnya peran pemerintah dalam penerbitan kebijakan juga 

menjadi faktor krusial dalam penanggulangan kemiskinan 

(Agustina dan Megawati, 2022). 

Kemitraan antara pemerintah dan swasta juga dapat 

dilihat dalam berbagai sektor, seperti pertanian, lingkungan, dan 

ekonomi lokal. Misalnya, dalam sektor pertanian, kemitraan 

antara lembaga penelitian dengan perusahaan swasta dianggap 

strategis (Pasaribu, 2016), bahkan ada penelitian menunjukkan 

bahwa institusi seperti masjid juga dapat berperan dalam 

pembangunan ekonomi lokal melalui kemitraan antara 
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pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat lokal (Saputra and 

Agustina, 2021). 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi 

oleh semua negara di dunia. Menurut Fombad (2018), 

kemiskinan dipandang sebagai sebuah tantangan yang dihadapi 

oleh berbagai negara dan terbukti bahwa Upaya-upaya yang 

dilakukan tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Sehingga 

permasalahan tersebut menggerakkan masyarakat dunia dalam 

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong 
setiap negara untuk terlibat dalam tujuan pembangunan 

berkelanjutan (SDG’s) dengan salah satu kunci kesuksesannya 

adalah negara tanpa kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 2019). 

 

Gambar 6.1 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Periode 

2003 –2018 

(Sumber : Profil Kemiskinan, BPS, September 2018) 

6.4.1 Peran Swasta Dalam Program 

Penanggulangan Kemiskinan 

Peran swasta dalam program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia sangat penting dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Implementasi 

kebijakan pengurangan kemiskinan memerlukan pembangunan 

modal sosial yang dapat berperan dalam mengentaskan 

kemiskinan di perdesaan Indonesia (Nasution, 2017), bahkan 

nilai-nilai budaya dalam masyarakat juga perlu dilibatkan dan 
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diangkat dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan 

(Arifin, 2020). Dalam hal ini, kemitraan antara pemerintah dan 

swasta dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, seperti 

infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, 

serta melalui Corporate Social Responsibilities (CSR) (Rasdi and 

Kurniawan, 2019b). Selain itu, peran Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT) juga memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan 

di Indonesia (Sriyana and Raya, 2013) (Mas, Darwis and Fasiha, 
2022). 

Selain tugas Pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan, seperti dalam alokasi anggaran bantuan sosial, 

program keluarga harapan, program bantuan pangan non tunai, 

dan pendekatan tunai dan nontunai dalam pengentasan 

kemiskinan (Erfain et al., 2021)(Agustina and Megawati, 2022), 

peran pemuda, direktur wanita, dan perusahaan juga turut 

berperan dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui pelatihan 

kewirausahaan, tata kelola perusahaan, maupun kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR) (Tumangger, Badaruddin 

and Rujiman, 2022)(Sudirman dan Disemadi, 2021). 

6.4.2 Keuntungan dan Hambatan Sinergi 

Penanggulangan Kemiskinan Antara Swasta dan 

Pemerintah 

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia, 
sinergi antara sektor swasta dan pemerintah memiliki 
keuntungan dan hambatan yang perlu dipertimbangkan. 
Kemitraan antara pemerintah dan swasta telah terbukti 
berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, 
meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui 
dalam pelaksanaan kemitraan tersebut (Rasdi and Kurniawan, 
2019a). Namun, masih terjadi kesenjangan antara rencana 
dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program 
sektoral (Shaleh, Mallongi and Rahman, 2021). Selain itu, 
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penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, 
sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program 
kemiskinan (Suradi and Irmayani, 2018). 

Di sisi lain, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu 
disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, 
dunia usaha, dan masyarakat (Wahyunengseh, Hastjarjo and 
Suharto, 2020). Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan 
(Ekardo, Firdaus and Elfemi, 2014). Dalam hal ini, efektivitas 
program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga 
Harapan (PKH) juga telah menjadi fokus dalam upaya 
pengentasan kemiskinan (Erfain et al., 2021). 

Dalam konteks hambatan, masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta, serta 

kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 

2019a)(Shaleh, Mallongi and Rahman, 2021). Selain itu, 

penanggulangan kemiskinan juga memerlukan keterpaduan 

data yang belum optimal (Suradi and Irmayani, 2018). 

6.5 Kesimpulan 
Peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sangatlah signifikan. Kontribusi swasta dalam bentuk investasi, 

inovasi, dan pengembangan modal manusia memiliki dampak 

yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

kebijakan fiskal dan instrumen keuangan Syariah juga turut 

berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Benar peran swasta di Indonesia memiliki dampak yang 

signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari inovasi, 

pengembangan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam. 

Namun, untuk meningkatkan peran tersebut, diperlukan 

dukungan pemerintah, optimalisasi regulasi, dan pemberdayaan 

UMKM. 

Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah di Indonesia 

memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, 

termasuk implementasi regulasi, keamanan siber, pertumbuhan 
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ekonomi, stabilitas keuangan, kerjasama antara swasta dan 

pemerintah dalam ekonomi Syariah di Indonesia memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor 

ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan daya saing, dan 

pengentasan kemiskinan. Kerjasama ini juga memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, 

industri, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam sinergi 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang 

kompleks dan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. 

Kemitraan ini telah terbukti efektif dalam berbagai sektor dan 

memiliki dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia 

memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, swasta, lembaga keuangan mikro, dan masyarakat 

itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, 

pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan berbasis data 

menjadi kunci dalam upaya mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki potensi 

untuk meningkatkan efektivitas program-program 

penanggulangan kemiskinan, namun juga dihadapkan pada 

berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang 

optimal. 
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BAB 7 
MENINGKATKAN SUMBER DAYA 
INSANI 
 

Oleh Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc 

 

7.1 Pendahuluan 
Sumber daya manusia atau sumber daya insani dalam 

konteks Syariah merupakan faktor produksi yang sangat 

esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa hal yang dapat dilustrasikan 

pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 7.1 Peran Penting Sumber Daya Manusia bagi 

Perusahaan 

(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah) 

 

Sumber 
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  Merujuk pada gambar 1 di atas dan beberapa peneliti 

sebelumnya (Lee et al., 2023; Long et al., 2013; Widodo et al., 

2023), maka peran penting sumber daya manusia bagi 

perusahaan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

 Sumber Tenaga: Karyawan menyediakan tenaga kerja yang 

diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari 

perusahaan. 

 Sumber Ketrampilan: Masing-masing individu membawa 

ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman unik ke dalam 

perusahaan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi. 

 Sumber Inovasi dan Kreativitas: Kemampuan manusia untuk 

berpikir kreatif, berinovasi, dan menciptakan solusi baru 

merupakan aset berharga dalam menghadapi perubahan dan 

tantangan bisnis. 

 Pengambil Keputusan: Karyawan terlibat dalam 

pengambilan keputusan operasional dan strategis 

perusahaan, yang dapat mempengaruhi arah dan kinerja 

perusahaan. 

 Menciptakan Budaya Organisasi: Karyawan juga berperan 

dalam membentuk budaya organisasi dengan nilai-nilai, 

etika, dan norma yang mereka anut. 

 Sumber Perubahan dan Pengembangan: Manusia adalah 

agen perubahan dalam perusahaan. Mereka dapat 

mengenalkan perubahan, memimpin proyek-proyek 

pengembangan, dan membantu perusahaan berkembang. 

Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber 

daya manusia merupakan langkah penting bagi perusahaan. 

Lebih lanjut, dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan 

dukungan yang tepat kepada karyawan, perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing, 

dan menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan. Selain 

itu, karyawan yang merasa dihargai, dilibatkan, akan memiliki 
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peluang untuk berkembang dan cenderung lebih setia serta 

produktif sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada 

kesuksesan jangka panjang perusahaan (Garmendia et al., 2021; 

Kumar et al., 2021). 

Namun demikian, fenomena indeks pembangunan 

manusia (IPM) Indonesia, masih di bawah negara-negara 

tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, 

Thailand dan Filipina. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 7.2. Indeks Pembangunan Manusia di Negara ASEAN 

2018 

(Sumber: Lidwina & Fitra (2019)) 

 

Merujuk pada gambar 1 di atas dan United Nations 

Dvelopment Programme (UNDP), maka dapat diketahui tingkat 

indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development 

Index (HDI) di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan yaitu 

baru mencapai 0,707 di bawah dari negara-negara tetangga 
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terdekat di ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, 

Malaysia, Thailand dan Filipina (Lidwina & Fitra, 2019).  

 Rendahnya kondisi IPM Indonesia dibandingkan dengan 

negara lain tentunya menjadi fenomena gap dimana pada era 

globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, komputer 

serta internet inovasi dan kreativitas serta kemampuan dari 

sumber daya manusia merupakan aspek yang vital dalam rangka 

meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu Indonesia 

sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di 

dunia sudah seharusnya memiliki IPM yang tinggi dan mampu 

bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Dalam perspektif 

produktivitas dan ilmu pengetahuan menjadi prioritas dalam 

meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Baiknya 

indeks pembangunan manusia di Indonesia secara tidak 

langsung dapat meningkatkan daya saing perusahaan maupun 

entitas Syariah nasional sehingga dapat memenangkan 

persaingan maupun kompetisi internasional. 

 Pada sisi lain, entitas Syariah di Indonesia berkembang 

begitu pesat yang salah satunya direpresentasikan dengan 

tumbuhnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. 

Selanjutnya,  dari aspek jumlah lembaga keuangan Syariah, 

Indonesia memiliki jumlah terbesar lembaga keuangan Syariah 

di dunia (Lisa et al., 2023; Nugroho, Cetin, et al., 2023; Nugroho, 

2023b). Oleh karenanya dinamika lembaga keuangan Syariah 

maupun entitas Syariah lainnya perlu didukung dengan sumber 

daya insani yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di 

bidangnya. Selanjutnya, merujuk pada fenomena vitalnya faktor 

sumber daya insani dalam meningkatkan daya saing 

perusahaan, khususnya lembaga keuangan Syariah dan entitas 

Syariah lainnya yang saat ini mengalami pertumbuhan yang 

pesat di Indonesia, maka rumusan masalah pada bagian buku ini 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

 Bagaimana perspektif Islam terhadap sumber daya insani. 
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 Bagaimana relevansi sumber daya insani dan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsep sumber daya 

insani unggul. 

Lebih lanjut, sesuai dengan rumusan-rumusan masalah tersebut 

di atas, maka tujuan dari bagian buku ini adalah sebagai berikut: 

 Mengetahui perspektif Islam terhadap penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Mengetahui relevansi sumber daya insani dan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsep sumber daya 

insani unggul. 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari bagian buku 

ini, maka implikasi dari buku ini adalah memberikan informasi 

dan juga referensi kepada para pembaca maupun stakeholder 

terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam Islam serta konsep sumber daya insani yang unggul 

dalam perspektif Islam.  

 

7.2 Perspektif Islam Terhadap IPTEK 
Islam menghargai penguasaan ilmu agama dan ilmu 

pengetahuan serta teknologi. Iman dan taqwa seorang muslim 

perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta teknologi 

dimana kedua aspek ini dianggap penting dan dapat membantu 

individu dalam memahami dunia dan tugas-tugasnya sebagai 

khalifah (pemimpin) di bumi (Nugroho, Meiwanto Doktoralina, 

et al., 2020; Nugroho & Chowdhury, 2015; W. Utami et al., 2022). 

Selain itu, Islam mendorong manusia untuk menyelidiki alam 

semesta, mengamati tanda-tanda Allah di alam, dan 

mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Hiyanti et al., 2019; Nugroho, Lubis, 

et al., 2020; Soeharjoto et al., 2019). Lebih lanjut, Nabi 

Muhammad صلى الله عليه وسلم melalui Hadist Beliau juga bersabda bahwa 

menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim laki-lai dan 
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muslim perempuan. Sumber-sumber utama hukum Islam yaitu 

Al-Qur'an dan Hadis, bersifat dinamis dan dapat 

diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman (Jihad et al., 

2022; Nugroho et al., 2022; Ridwan et al., 2023). Dengan 

demikian, sumber-sumber hukum Islam juga mengakomodasi 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh umat muslim. 

Oleh karenanya, dalam perspektif Islam, penguasaan ilmu agama 

dan ilmu pengetahuan dunia adalah mekanisme atau sarana 

untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

dunia dan untuk memenuhi peran sebagai khalifah di bumi. 

Dengan demikian, umat muslim didorong untuk terus belajar, 

menyelidiki, dan berinovasi agar dapat memajukan peradaban 

dan mensejahterakan umat manusia secara luas. Beberapa 

keutamaan yang diberikan kepada mereka yang menuntut ilmu 

dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3 Keutamaan Dalam Menuntut Ilmu 

(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah) 

 

Sesuai dengan Gambar 2 di atas dan beberapa peneliti 

sebelumnya (Aini et al., 2023; Fahmi, 2021; Fahuz & Alfani, 

2022), maka keutamaan dalam menuntut ilmu dapat diuraikan 

secara detail sebagai berikut: 

 Meningkatkan Derajat: Seseorang yang mengejar ilmu dan 

memahami konsep iman dan takwa dapat diangkat 

derajatnya di mata Allah جل جلاله. Islam mendorong para pencari 

Meningkatkan Derajat Memberikan Kebaikan di 
Dunia dan Akhirat

Amal Jariyah Kemudahan Menuju 
Surga
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ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani 

kehidupan yang lebih bermakna. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah 

bersabda : “Barangsiapa yang menginginkan urusan dunia, 

maka wajiblah baginya berilmu. Dan barangsiapa yang ingin 

urusan akhirat (selamat di akhirat) maka wajiblah ia 

memiliki ilmu juga. Dan barangsiapa yang menginginkan 

keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya 

juga.” (HR Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, hadis ini 

mengajarkan bahwa pencarian ilmu adalah tugas yang 

penting bagi setiap muslim, baik itu ilmu agama maupun 

ilmu dunia. Melalui ilmu, seseorang dapat mengembangkan 

potensi penuhnya, memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat, dan mencapai tujuan dunia dan akhiratnya. 

Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk selalu 

berusaha untuk belajar dan memperoleh pengetahuan 

sepanjang hidup mereka. 

 Memberikan Kebaikan di Dunia dan Akhirat: Ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dengan niat baik dan tujuan 

yang benar dapat memberikan manfaat yang besar di dunia, 

seperti meningkatkan kualitas hidup dan membantu dalam 

menjalani tugas-tugas sehari-hari. Di akhirat, ilmu tersebut 

juga dapat menjadi amal kebaikan yang membawa pahala. 

Selain itu, terdapat satu hadis yang menunjukkan keutamaan 

besar bagi mereka yang mengejar ilmu pengetahuan dalam 

pandangan Islam: Hadist yang berkaitan dengan Orang 

Berilmu Dimudahkan Jalannya ke Surga: “Barang siapa yang 

menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari 

dan Muslim). Lebih lanjut, hadis ini menggarisbawahi 

pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam Islam serta 

memberikan motivasi bagi setiap muslim untuk aktif dalam 

mencari ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman 

mereka tentang agama dan dunia 
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 Kemudahan Menuju Surga: Seseorang yang memiliki ilmu 

dan menggunakannya dengan baik untuk kebaikan dapat 

diberikan kemudahan dalam mencapai surga. Ilmu yang 

digunakan dengan benar dapat menjadi salah satu jalan 

menuju surga. Salah satu hadis yang menunjukkan 

keutamaan besar bagi mereka yang mengejar ilmu 

pengetahuan dalam pandangan Islam: Barang siapa yang 

menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari 

dan Muslim). Lebih lanjut, pesan dalam hadis ini 

menekankan bahwa pencarian ilmu adalah suatu tindakan 

yang diberkahi dan merupakan sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah serta mencapai surga. 

 Amal Jariyah: Pencarian ilmu dan mengajarkannya ilmu 

tersebut kepada orang lain dan memberikan manfaat 

dianggap sebagai amal yang berkelanjutan. Amal ini akan 

terus memberikan manfaat dan mendatangkan pahala 

bahkan setelah seseorang meninggal. Terdapat hadist yang 

berkaitan dengan orang berilmu alan mendapatkan amal 

jariyah yaitu: Jika seseorang meninggal dunia, maka 

terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah 

jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” 

(HR. Muslim no. 1631). Melalui hadis ini dapat diketahui 

bahwa Islam mengajarkan konsep bahwa kebaikan yang 

dilakukan oleh seseorang selama hidupnya dapat terus 

memberikan manfaat kepada mereka setelah meninggal 

dunia. Oleh karena itu, umat muslim didorong untuk terus 

melakukan amal kebaikan, termasuk berbagi ilmu 

pengetahuan, bersedekah, dan menjalani kehidupan yang 

saleh, sehingga mereka dapat memperoleh pahala yang 

berkelanjutan di akhirat.  
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7.3 Relevansi Sumber Daya Insani dan IPTEK Serta 

Konsep Sumber Daya Insani Unggul 
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

relevan bagi sumber daya insani dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme, pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. 

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu 

individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, 

seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan layanan 

kesehatan. Lebih lanjut, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi memberikan sejumlah manfaat bagi sumber daya 

insani yang dapat diiperlustrasikan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4. Manfaat Utama dari Penguasaan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) bagi Sumber Daya Insani 

(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah) 

 

Sesuai dengan gambar 3 di atas, dan berbagai sumber yang 

antara lain (Haryanto, 2017; Suyudi et al., 2020; A. D. Utami et 

al., 2021), dapat dijelaskan manfaat utama dari penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya insani adalah 

sebagai berikut: 

 Meningkatkan Profesionalisme: Ilmu pengetahuan dan 

teknologi memungkinkan individu untuk memperoleh 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam 
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pekerjaan mereka. Ini membantu meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas pekerjaan 

 Meningkatkan Pengetahuan: Ilmu pengetahuan 

memungkinkan sumber daya manusia untuk memahami 

dunia dengan lebih baik. Hal ini penting dalam pengambilan 

keputusan yang tepat dalam berbagai konteks, baik 

profesional maupun pribadi. 

 Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas: Ilmu pengetahuan 

dan teknologi mendorong inovasi dan kreativitas. 

Selanjutnya, dengan memahami konsep dasar ilmiah dan 

teknologi dapat membantu dalam mengembangkan solusi 

baru, menciptakan produk baru, dan meningkatkan efisiensi. 

 Meningkatkan Daya Saing: Di era globalisasi, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk 

meningkatkan daya saing individu dan perusahaan di pasar 

global. 

Namun demikian, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi oleh sumber daya insani tidak boleh terpisah dari 

nilai-nilai etika, moralitas, keadilan, kesetaraan, dan kejujuran 

(Nugroho, Utami, et al., 2023; Sulistiyono, 2015). Penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan 

pemahaman tentang konsekuensi etis dari penggunaannya. 

Adapun beberapa alasan mengapa pengetahuan agama juga 

penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 7.5 Pentingnya Ilmu Agama Bagi Sumber Daya Insani 

dalam Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Etika dan Moralitas1

Keadilan dan Kesetaraan2

Kejujuran dan Integritas3

Moralitas Kepemimpinan4
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(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah) 

 

Selanjutnya berdasarkan gambar 4 di atas dan sumber-

sumber penelitian sebelumnya (Abdul Rahman et al., 2018; 

Hawari et al., 2023; Ihwanudin et al., 2020; Nugroho, Suganda, et 

al., 2020), maka dapat dijelaskan pentingnya pengetahuan 

agama bagi sumber daya insani dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi antara lain: 

 Etika dan Moralitas: Agama sering memberikan kerangka 

etika dan moral yang membantu individu mengambil 

keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam 

konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Keadilan dan Kesetaraan: Agama mengajarkan nilai-nilai 

keadilan dan kesetaraan, yang dapat membimbing individu 

dalam memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi 

digunakan untuk kepentingan yang adil bagi semua orang. 

 Kejujuran dan Integritas: Nilai-nilai agama seperti kejujuran 

dan integritas menjadi penting dalam menghadapi isu-isu 

seperti integritas akademik dan profesional. 

 Moralitas kepemimpinan: Seseorang yang memiliki 

pengetahuan agama dapat berperan sebagai pemimpin 

moral dalam lingkungan kerja atau masyarakat, 

mengingatkan pada nilai-nilai etis dan moral yang penting. 

Dengan menggabungkan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan pengetahuan agama, sumber daya insani 

dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas mereka 

secara profesional dan juga berkontribusi pada pembangunan 

masyarakat yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.  

Selain itu, konsep dasar dalam sumber daya insani adalah 

konsep Itsar. Itsar adalah konsep dalam Islam yang 

menggambarkan sikap kesediaan untuk mengorbankan diri atau 

memberikan sesuatu untuk kepentingan orang lain atau 
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kemaslahatan umat manusia (Hidayati, 2016; Nugroho, Utami, et 

al., 2023). Konsep ini mencerminkan semangat pengabdian dan 

pemberian yang tinggi, di mana seorang individu siap 

mengorbankan sebagian dari apa yang dimilikinya, baik itu 

waktu, tenaga, atau harta, untuk tujuan yang lebih besar, seperti 

membantu orang yang membutuhkan atau memperjuangkan 

kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Lebih lanjut, 

konsep Itsar ini menjadi sesuatu yang esensial dalam Islam dan 

mencerminkan pendekatan holistik terhadap bekerja dan 

berkontribusi dalam kehidupan. Konsep ini memiliki implikasi 

yang signifikan bagaimana seorang muslim memandang 

pekerjaan dan profesinya, termasuk cara ia melihat tujuan 

bekerja dan bagaimana ia berperilaku di tempat kerja (Lestari et 

al., 2022; Nugroho, 2023). Berikut adalah beberapa poin penting 

terkait dengan konsep Itsar dalam Islam yang berkaitan dengan 

sumber daya insani adalah sebagai berikut:  

 Konsep Itsar mengajarkan bahwa bekerja adalah bentuk 

ibadah dalam Islam sehingga setiap tindakan yang dilakukan 

dengan niat baik dan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam 

dapat dianggap sebagai ibadah, termasuk pekerjaan sehari-

hari. 

 Seorang muslim yang memahami konsep Itsar merasa 

diawasi oleh Allah جل جلاله dalam setiap tindakan dan 

keputusannya di tempat kerja. Oleh karena itu, dampak dari 

memahami konsep Itsar oleh sumber daya insani adalah 

mengingatkan mereka untuk selalu bertindak dengan 

integritas, kejujuran, dan disiplin. 

 Selain mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan jasmani, 

tujuan bekerja dalam Islam juga termasuk memenuhi 

kebutuhan rohani, yaitu mencakup memperoleh pahala dan 

berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia. 

 Islam memiliki prinsip-prinsip Syariah yang mengatur 

tindakan dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, seorang 
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muslim dilarang bekerja dalam industri yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip ini, seperti industri minuman keras 

atau judi, yang dianggap merusak dan bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam. 

 Konsep Itsar memotivasi sumber daya insani muslim untuk 

mengoptimalkan profesionalisme mereka di tempat kerja. 

Mereka diharapkan dapat menjadi pekerja yang kreatif dan 

inovatif, sehingga mereka dapat memberikan manfaat yang 

lebih besar kepada masyarakat dan umat manusia secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan 

menginternalisasi konsep Itsar dalam tata kelola sumber daya 

insani, maka dapat membentuk seorang muslim menjadi sumber 

daya insani yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan 

beretika di tempat kerja. Ini membantu mereka dalam 

menjalankan peran mereka sebagai khalifah (pemimpin) di 

bumi, menjaga nilai-nilai Islam, dan berkontribusi pada 

kesejahteraan umat manusia. 

 

7.4 Penutup 
Sumber daya insani yang berkualitas merupakan salah 

satu faktor krusial dalam kesuksesan perusahaan pada 

umumnya dan entitas Syariah pada khususnya. Oleh karena itu, 

Islam sebagai agama yang ajarannya komprehensif sangat 

mendukung penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan 

sebagai mekanisme atau sarana untuk mencapai pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang dunia dan untuk memenuhi 

peran sebagai khalifah di bumi. Lebih lanjut , untuk menciptakan 

sumber daya insani yang memiliki daya saing, maka internalisasi 

konsep Itsar dapat menjadikan seorang muslim menjadi sumber 

daya insani yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan 

beretika di tempat kerja.  
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BAB 8 
MASALAH DALAM EKONOMI 

 
Oleh Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si 

 

 

 

8.1 Pendahuluan 
Permasalahan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan 

bagaimana manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Karena 

di dalam perekonomian tujuan yang utama adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kita. Padahal yang terjadi adalah di dalam 

pemenuhan kebutuhan, tidak sesuai dengan sumber daya alam 

yang ada, atau sumber daya alam yang terbatas. Bahkan 

permasalahan tersebut tidak hanya dilanda oleh manusia atau 

masyarakat yang ada saja, melainkan dapat dilanda oleh di 

sekala negara kita. Pada skala negara juga tidak hanya dihadapi 
oleh negara yang sedang berkembang saja, melainkan pada 

negara yang sudah majupun berpotensi mengalami 

permasalahan ekonomi.  

Permasalahan yang dialami oleh negara berkembanga 

antara lain adalah permasalahan bagaimana negara yang sedang 

berkembang tersebut dapat meningkatkan pendapatan per 
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kapita, bagaimana caranya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang sedang berkembang, bagaimana cara 

menghilangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan 

bagaimana caranya dapat meningkatkan kegiatan ekspor. 

Kemudian untuk masalah yang dihadapi oleh negara maju 

antara lain adalah bagaimana caranya negara yang sudah maju 

tersebut mempertahankan tingkat kemajuan tersebut yang telah 

dicapai, bagaimana cara meningkatkan mutu konsumsi yang 

sudah dicapai tersebut, agar masyarakat tersebut semakin 
sejahtera. Dari permasalan yang dialami oleh manusia bahkan 

negara,  menunjukkan bahwa masalah dalam ekonomi sangat 

krusial yang harus diperhatikan oleh kita semua. Yaitu harus 

diperhatikan dari segi ekonomi mikro dan segi ekonomi 

makronya.  

 

8.2 Jenis-Jenis Masalah dalam Ekonomi 
Ada dua jenis masalah dalam ekonomi yang antara lain adalah : 

1. Masalah Ekonomi Klasik 
Masalah ekonomi klasik yang dialami adalah : 
a. Masalah produksi  

Masalah produksi yang dihadapi dalam produksi adalah 
berada pada bagaimana caranya agar manusia dapat 
terpenuhi kebutuhannya, maka barang harus dapat 
tersedia, kemudian agar barang tersebut dapat tersedia, 
seorang produsen harus dapat mengetahui barang atau 
jasa yang seperti apa yang memang dibutuhkan oleh 
konsumen. 

b. Masalah Distribusi 
Masalah distribusi yang dihadapi dalam distribusi adalah 
seorang produsen dapat mendistribusikan dengan baik 
dan tepat waktu, sehingga sampai ke tangan konsumen 
yang sedang membutuhkan. Biasanya di dalam distribusi 
klasik mellaui transaksi langsung pihak produsen ketemu 
langsung dengan pihak konsumen di pasar atau tempat 
transaksi barang tersebut. Bahkan yang harus diperhatikan 
dalam masalah distribusi selain itu juga infrastruktur. 
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Karena infrastruktur sangat berpengaruh terhadap 
pendistribusian barang. Tanpa infrastruktur yang 
memadai, dalam perndistribusian akan terkendala, 
sedangkan konsumen sudah menanti untuk dapat 
terpenuhi kebutuhannya. 

c. Masalah Konsumsi 
Masalah konsumsi yang dihadapai dalam konsumsi adalah 
tidak berhenti pada permasalahan produksi dan distribusi 
saja, karena setelah produksi dan distribusi sudah 
terlaksana, akan ada permasalahan pada konsumi yaitu 
apakah barang tersebut memang dibutuhkan oleh 
konsumen atau tidak. Maka dari itu seorang produsen 
harus benar benar memperhatikan dalam memenuhi 
kebutuhan seorang konsumen dengan cara 
memperhatikan sudah tepatkah barang yang diproduksi 
akan diterima atau dibutuhkan oleh seorang konsumen.  

2. Masalah Ekonomi Modern 
Masalah ekonomi modern didasarkan karena adanya 
kelangkaan sustu bahan baku atau barang dan pilihannya. 
Dalam masalah kelangkaan akan menjadi penyebab masalah 
dalam memilih. Maka dari itu ada tiga pertanyaan yang dapat 
digunakan dalam mengatasi permaslahan ekonomi modern 
tersebut yang antara lain adalah: 
a. Barang apa yang di produksi (what)? 

Seorang produsen sering menghadapi permasalahan dalam 
ekonomi yaitu barang apa yang harus di produksi. Karena 
seorang produsen harus dapat memikirkan konsep barang 
apa yang harus diproduksi, karena barang apa yang harus 
diproduksi akan berdampak pada kebutuhan konsumen. 
Konsumen akan membutuhkan barang seperti apa 
sehingga seorang produsen dapat mennetukan barang apa 
yang akan diproduksi. 

b. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut (how)? 
Seorang produsen juga sering menghadapai permaslaha 
ekonomi tentang bagaimana caranya memproduksi barang 
tersebut. Hal ini berkaitran dengan apakah bahan bakunya 
akan dapat berkelanjutan atau tersedia terus? Atau bahan 
baku tersebut akan mengalami kelangkaan. Karena ketika 
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seorang produsen tersebut dalam memproduksi 
barangnya mengalami kelangkaan, akan berdampak pada 
kebutuhan seorang konsumen. Sebagai hal contohnya 
adalah ketika seorang konsumen sedang membutuhkan 
barang yang dibutuhkan, tetapi seorang produsen akan 
mengalami kelangkaan bahan baku, seorang produsen 
tidak dapat memproduksi produknya. Sehingga konsumen 
juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan tepat.  

c. Siapa yang menerima hasil produksi / untuk siapa (for 
whom)? 

Seorang produsen juga sering mengalami permaslahan 
siapa yang dapat menerima hasul produski tersut? Atau 
untuk siapa barang tersebut diproduksi. Hal ini yang 
harus diperhatikan dalam permasalahan tersebut antara 
lain adalah segmentsi pasarnya. Apakah barang tersebut 
sesuai dengan permintaan konsumen atau tidak. Sebagai 
contohnya apabila seorang produsen ketika 
memproduksi barangnya tanpa memperhatikan untuk 
siapa barang etrsebut diproduksi, dampaknya akan pada 
konsumen. Karena seorang produsen harus memenuhi 
kebutuhan seorang konsumen sesuai dengan 
kebutuhannya.  
 

8.3 Penyebab Masalah dalam Ekonomi 
Ada bebrapa penyebab maslah dalam ekonomi yang anta lainnya  

adalah  : 
1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi 

Penyebab masalah dalam ekonomi yang sering dihadapi 

adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena ketika 

Negara pertumbuhan ekonominya rendah, akan berdampak 

dari segi mikro maupun segi makro. Apabila pertumbuhan 

ekonomi rendah, yang akan terjadi adalah kemiskinan, 

infalsi, pengangguran, kenakalan remaja, ketimpangan sosial 

maupun kesenjangan sosial. Maka dari itu yang harus 

diperhatikan adalah dari segi mikro yaitu ditumbuhkan 

sektor riil dengan cara seorang pelaku rumah tangga dapat 
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menjalankan kewirusahaan atau melakukan suatu usaha. 

Karena dengan melakukan usaha atau kewirausahaan, 

pelaku rumah tangga akan dapat memnuhi kebutuhaanya 

dan sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja secara 

berkelanjutan. 

2. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah salah satu penyebab masalah dalam 

ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena 

dengan kemiskinan, manusia tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya dengan mandiri. Padahal apabila kita urai 

permaslahan yang awal adalah sebagai manusia bagaimana 

agar kita dapat memenuhi kebutuhannya secara 

berkelanjutan. Agar manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya, antara lain adalah salah satunya manusia 

tersebut dengan dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk 

dapat menciptakan lapangankerja, manusia tersebut harus 

mempunyai mofal, ketrampilan dalam berwirausaha dan 

lain sebaginaya. Bahkan masyarakat dan Negara juga sudah 

banyak berperan dalam mengentaskan kemiskinan, yang 

antara lainnya adalah dengan mendistribusikan ZISWAF, 
memberikan pelatihan kewirausahaan, agar dapat memnuhi 

kebutuhannya bahkan dapat bersikap produktif, yaitu 

pemerintah memberikan modal dan pelatihan agar dapat 

berwirausaha secara mandiri, sehingga peran Negara bukan 

hanya berhenti pada konsumsi saja. 

3. Pengangguran 

Permasalahan ekonomi pengangguran juga sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena 

dengan adanya pengangguran, masyarakat tersebut tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian bias terjadi 

kenakalan remaja dan sebagainya. Maka dari itu, agar tidak 
terjadi pengangguran yang berkepanjangan, seharusnya 

sesorang tersebut dapat mempunyai ketrampilan agar dapat 

menggunakan ketrampilannya tersebut untuk melakukan 

kegiatan kewirausahaan. Bahkan dengan melakukan 
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kegiatan kewirausahaan tersebut mereka dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

4. Kesenjangan Penghasilan 

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh 

kesenjangan penghasilan. Dengan adanya kesenjangan 

penghasilan, akan terjadi ketimpangan di dalam 

perekonomian, contohnya apabila seseorang dalam 

mendapatkan penghasilan tidak sama dengan yang lain, 

akan terjadi kekayaan berada pada beberapa orang saja. 
Walaupun memang di dalam kebutuhannya seseorang tidak 

sama. Tetapi bagaimana caranya agar kesenjangan 

penghasilan tersebut dapat diminimalisir bahkan dapat 

dihilangkan, yaitu dengan cara kerjasama (syirkah). 

Kerjasama (syirkah) adalah kerjasama antara dua orang, 

pihak pertama memberikan modal usaha kepada pihak 

kedua. Dan pihak kedua mengelola usaha tersebut. 

Kemudian keuntungannya dibagi menjadi dua. Atau yang 

dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan adalah 

dengan cara mendistribusikan ZISWAF, karena dengan 

pendistribusian ZISWAF, sesorang yang terjadi kesenjangan 
penghasilan atau seseorang yang tidak dapat emmenuhi 

kebutuhannya, akan dapat memenuhi kebutuhannya. 

5. Kesenjangan Sosial 

Permaslahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan adanya 

kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah dimana 

seseorang mengalami jarak ekonomi antara kelompok satu 

dengan kelompok lainnya. Dan kesenjangan sosial akan 

dapat berdampak pada ketimpangan sosial. Sebagai 

contohnya dalam kesenjangan sosial adalah si mampu 

dengan yang kurang mampu hidupnya akan berbeda,  

simampu dapat memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan 
primer, sekunder bahkan tersier, mungkin yang kurang 

mampu belum bias memenuhi ketiga pokok kebutuhan 

tersebut dengan baik. Bahkan mungkin bagi yang kurang 
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mamapu di dalam pemenuhan kebutuhan utama atau 

primer belum terpenuhi secara sempurna. 

6. Inflasi 

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh inflasi. 

Inflasi adalah kenaikan harga barang maupun jasa yang 

secara terus menerus di dalam jangka waktu tertentu. Infalsi 

sangat menjadi permasalahan di dalam perekonomian. 

Karena dengan terjadinya inflasi harga produk akan 

mengalami peningkatan atau kenaikan harga. Dengan terjadi 
kenaikan harga, pasti daya beli konsumen akan menurun. 

Padahal seorang konsumen harus terus memenuhi 

kebutuhannya. Dari kebutuhan primer, sekunder bahkan 

kebutuhan tersier. Inflasi dapat terjadi karena adanya bahan 

baku langka, kemudian terjadi karena faktor alam dan lain 

sebagainya. Dengan terjadinya bahan baku yang langka, 

pasti seorang produsen tidak dapat memproduksi barang 

nya dengan cepat, padahal seorang konsumen harus 

memenuhi kebutuhannya secara tepat waktu dan 

berkelanjutan. Dan apabila bahan baku langka, dan 

permintaan akan mengalami kenaikan, seorang produsen 
atau pedangan akan menaikkan harganya. Dan ketika terjadi 

kenaikan harga, mungkin ada konsumen menahan dnegan 

tidak memnuhi kebutuhannya secara langsung,a tau 

mengganti dengan barang pengganti dan bahkan seseorang 

konsumen dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan 

tidak sesuai yang dibutuhkan.  

7. Utang Luar Negeri 

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh 

utang luar negeri. Dengan pemerintah mempunyai utang 

luar negeri, akan berdampak kepada anggaran yang akan 

dikeluarkan untuk masyarakat. Sebagai contoh ketika 
seharusnya anggaran didistribusikan untuk masyarakat 

sebagai tunjangan konsumsi, atau bahkan dengan tujuan 

tunjangan kemandirian untuk dalam sektor produktif, tidak 

jadi dialokasikan. Karena yang seharusnya dialokaisnya, 
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digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, dan 

dampak pada masyarakat adalah tidak dapat terpenuhinya 

kebutuhannya dengan baik.  

8. Defisit Negara 

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh 

defisit Negara. Defisit Negara adalah anggaran pengeluaran 

Negara lebih besar dari pada anggran pemasukan yang di 

dapat oelh Negara. Apabila Negara mengalami defisit 

anggaran atau defisit Negara, yang akan terjadi adalah 
Negara melakukan utang luar negeri. Dengan Negara 

melakukan utang luar negeri, pasti banyak yang harus 

ditanggung oleh Negara. Apabila Negara banyak 

menanggung utang luar negeri, penyebab dari defisit Negara 

adalah adanya percepatan di dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi, melemahnya nilai tukar, banyak 

pengeluaran yang yang dilakukan oleh Negara, pengeluaran 

akibat inflasi, menyamaratakan pendapatan masyarakat dan 

lain sebagainya. 

9. Ketidakmampuan Industrial 

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh 
ketidakmmpaun industrial. Ketidakmampuan industrial 

adalah kondisi dimana sektor industry tidak mampu 

menghadapi dalam persaingannya. Di dalam sektor industri 

seorang produsen harus dapat mempertahankan di dalam 

persaingan bisnisnya, inovasi produknya dan lain-lain. 

Dengan mempertahankan persaingan industrial, salah 

satunya adalah dukungan dari teknologi yang canggih. 

Selain teknologi yang canggih adalah inovasi produk 

tersebut. Karena dnegan teknomogi yang canggih, akan 

berdampak pada jumlah produknya dan profit yang 

didapatkan. Kemudian dengan mempertahankan inovasi 
produk yang baik, pastinya juga berdampak pada konsumen 

yang akan selalu loyal dan didalam pemenuhan 

kebutuhannya. 

10. Ketidakmampuan Mengelola SDM 
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Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh 

ketidakmmapuan dalam mengelola Sumber Daya Manusia 

(SDM). Ketidakmampuan dalam mengelola Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah dimana di dalam perusahaan tidak 

mampu dalam mengelolan sumber daya manusia khususnya 

tenaga kerja. Karena di dalam kegiatan perusahaan 

pemimpin harus dapat atau mamapu mengelola sumber 

daya manusia. Cara mengelola sumber daya manusia (SDM) 

yang baik adalah dengan cara perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. 

11. Ketidakmampuan Mengelola SDA 

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh 

ketidakmampuan dalam mengelola Sumber Daya Alam 

(SDA).  Ketidakmmapuan mengelola sumber daya alam 

adalah seseorang di dalam mengelola sumber daya alam 

tidak dapat dilestarikan sumber daya alam tersebut. Dalam 

perekonomian, seseorang memenuhi kebutuhannya dengan 

cara  memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi 

ketika sumebr daya alam tersebut tidak dapat dijaga atau 
dilestarikan, sumber daya alam teesebut akan punah. Begitu 

juga sebagai seorang produsen, ketika memproduksinya 

membutuhkan bahan baku dari alam, juga harus dapat 

memepertahankan dan menjaga agar alam tersebut dapat 

berkenjutan. Karena apabila sumber daya alam tersebut 

punah, dampaknya akan pada generasi penerus kita.  

12. Penguasaan IPTEK yang Kurang 

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh 

penguasaan IPTEK yang kurang. Karena dengan penguasaan 

IPTEK yang kurang, di dalam persaingan bisnis, akan 

berdampak pada profit dan loyaitas seorang konsumen. 
Apalagi sekarang kita berada pada zaman milenial, yang 

apapun di dalam kegiatan perekonomian membutuhkan 

teknologi yang canggih, sebagai contoh misalkan seorang 

produsen dalam memasarkan produknya, bukan hanya 
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menggunakan marketing atau pemasaran secara klasik. 

Tetapi harus mampu bersaing dalam dunia pemasaran 

secara online. Dan pemasaran secara online pastinya 

menggunakan teknologi yang canggih, bukan hanya pada hal 

pemasarn saja, seorang konsumen juga berhak melakukan 

pembayarannya dengan cara praktis, mislanya, seorang 

konsumen di dalam transaksi pembayarannya sudah 

menggunakan teknomogi yang tinggi, yaitu sudah tidak 

emnggunakna uang secara cash. Dan semua hal itu dapat 
berpengaruh terhadap profit yang didapatkan seorang 

produsen atau pengusaha.  

 

13. Korupsi 

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan karena 

korupsi. Permaslahan korupsi sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian. Korupsi sangat mengganggu di dalam 

pergerakan perekonomia di suatu Negara. Karena dengan 

korupsi banyak yang dirugikan, dari segi mikro sampai ke 

segi makro. Contohnya dari segi tatanan rumah tangga, 

sampai segi tatanan rumah tangga. Cara mengatasi korupsi, 
dengan dapat terpenuhinya kebutuhan masing-masing 

orang tersebut. 

14. Masalah Pangan 

Permasalahan dalam ekonomi disebabkan oleh masalah 

pangan. Permasalah pangan adalah dimana di dalam skala 

mikro dan skala makro mengalami permasalahan pangan, 

atau kelangkaan pangan. Permasalahan pangan dapat 

disebabkan karena tidak menerapkan ketahanan pangan. 

Karena di dalam skala rumah tangga dan skala Negara, 

harus dapat memenuhi kebutuhan pangan yaitu dnegan cara 

menerapkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat 
diterapkan dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan 

yang kosong dengan ditanami bahan pokok makanan, sayur 

bahkan buah-buahan. Apabila di dalam kondisi bahan 

pangan beras mengalami kenaikan harga yang tinggi, dapat 
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diganti dengan bahan pangan lainnya, contohnya umbi-

umian, jagung dan alian-lain. Karena dengan 

mempertahankan ketahanan pangan, dapat memnuhi 

kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Invalid source 

specified. 

8.4 Cara Mengatasi Masalah  Dalam Ekonomi 
Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah dalam ekonomi 

antara lain adalah : 

1. Stimulus Ekonomi 
Stimulus ekonomi adalah kegiatan perekonomian dengan 
cara mendorong pertumbuhan perekonomian dengan cara 
melaksanakan kebijakan fiskal, pengurangan pajak bagi 
sektor tertentu, insentif dalam investasi dan pengeluaran 
pemerintah yang lebih besar daripada proyem infrastruktur. 

2. Reformasi Struktural 
Reformasi struktural dalam meningkatkan iklim investasi 
dan daya saing ekonomi Indonesia dengan cara 
menyederhakankan regulasi, percepatan perizinan dalam 
dunia usaha, reformasi sektor energi, sektor pertanian dan 
tenaga kerja. 

3. Penguatan Sektor Riil 
Penguatan sektor riil yaitu dengan cara menumbuhkan 
kewirausahaan secara mandiri. Karena didalam contoh 
sektor riil salah satunya adalah menumbuhkan 
kewirausahaan. Karena kewirausahaan dapat memajukan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. 

4. Perlindungan Sosial 
Perlindungan sosial yaitu dukungan atau perlindungan 
sosial dari pemerintah yang diberikan ke pada masyarakat 
berupa bantuan kemiskinan, beasiswa prestasi, beasiswa 
bagi yang kurang mampu. Bahkan memberikan bantuan 
berupa pelatihan kewirausahaan dan pinjamna modal usaha 
untuk mendukung kegiatan kewirausahaan yang 
berkelanjutan. 

5. Kerjasama Internasional 
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Kerjasama internasional dapat berupa kerjasama antara 
Negara kita dengan Negara lain dengan cara memberikan 
pinjaman, memberikan beasiswa prestasi dan lain-lain. 
Invalid source specified. 
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BAB 9 
LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 
SYARIAH  
 

Oleh Alfian, M.E 

 

 

9.1 Pendahuluan 
Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola 

dan merencanakan keuangan mereka dengan cara yang efektif 

untuk mencapai tujuan mereka, mereka dikatakan memiliki 

literasi keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap literasi 

keuangan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan 
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pembangunan suatu negara, karena banyak masyarakat terjebak 

dalam produk keuangan yang dapat mengganggu perekonomian.  

Kesehatan ekonomi suatu negara dapat tercermin dari 

tingkat literasi keuangan masyarakatnya. Kesuksesan di masa 

depan tidak tergantung pada berapa banyak uang yang dimiliki 

seseorang; itu tergantung pada bagaimana mereka mengelola 

sumber daya mereka untuk mencapai tujuan. Hal ini juga akan 

berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 

secara keseluruhan. 
Pemahaman yang baik mengenai keuangan sangat 

penting agar seseorang dapat mengelola keuangannya dengan 

benar dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan. Oleh 

karena itu, literasi keuangan menjadi kunci untuk mencapai 

stabilitas keuangan individu dan kemajuan ekonomi suatu 

Negara (M Faisal 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus 

meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang 

keuangan, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

lembaga keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

76/POJK.07/2016 menggambarkan upaya ini. Saat ini, sangat 

penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik 
dan cerdas tentang pengelolaan keuangan. 

Peningkatan literasi keuangan merupakan suatu 

keharusan, dan masyarakat seharusnya memiliki pemahaman 

yang baik terkait pengelolaan keuangan. Ini tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu life skill yang essensial 

untuk menjalani kehidupan jangka panjang. Tingkat literasi 

keuangan yang tinggi dapat menjadi kunci untuk menghindari 

kesulitan keuangan. 

Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 menjadi 

landasan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

keuangan. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan 
diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola 

keuangan mereka secara lebih efektif. Kesadaran ini juga 

ditegaskan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 

(SNLKI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh OJK. 
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Salah satu dampak dari tingkat literasi keuangan yang 

rendah adalah kesulitan keuangan, yang tidak hanya disebabkan 

oleh rendahnya pendapatan tetapi juga oleh kesalahan dalam 

mengelola keuangan. Kurangnya pemahaman dalam 

perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan dapat 

menjadi faktor penyebab kesulitan keuangan. Dalam SNLKI 

2021, OJK menetapkan arah strategis untuk periode 2021–2025 

dengan mempertimbangkan program strategis SNLKI 

sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah memastikan 
keberlanjutan upaya meningkatkan literasi keuangan 

masyarakat Indonesia. 

Penting untuk diingat bahwa seseorang dengan 

pengetahuan keuangan yang lebih tinggi memiliki peluang yang 

lebih besar untuk memiliki tabungan bulanan dan berinvestasi 

dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Oleh 

karena itu, literasi keuangan tidak hanya bermanfaat untuk 

individu tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan (Kusumadewi, Yusuf, dan Wartoyo 2019). 

Visi dari upaya literasi keuangan ini adalah menciptakan 

masyarakat yang memahami keuangan dengan indeks yang baik 
atau tinggi. Harapannya, untuk mencapai kesejahteraan 

keuangan yang berkelanjutan, masyarakat dapat dengan baik 

memanfaatkan produk dan jasa keuangan.. Dalam konteks ini, 

literasi keuangan menjadi kunci untuk membantu individu 

membuat keputusan keuangan yang cerdas dan berkelanjutan. 

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Strategi Nasional 

Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ditetapkan. Misi ini 

mencakup dua komponen utama: pendidikan dan 

pengembangan infrastruktur pengetahuan keuangan, serta 

peningkatan ketersediaan dan akses ke barang dan jasa 

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat. 

Pengelolaan keuangan merupakan manifestasi dari 

kecerdasan dalam mengatur keuangan pribadi. Proses ini 



   147 

memerlukan kedisiplinan dan perencanaan yang matang, 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, 

pengelolaan keuangan dapat melibatkan penggunaan jasa 

keuangan yang tersedia untuk melayani masyarakat. Pentingnya 

pengelolaan keuangan yang baik memberikan ruang bagi 

individu untuk mencapai keberlanjutan keuangan dan 

merencanakan masa depan mereka. Pengelolaan keuangan tidak 

hanya mencakup aspek penyimpanan dan pengeluaran, tetapi 
juga mencakup investasi dan tabungan. Dalam hal ini, 

pemanfaatan jasa keuangan dapat menjadi sarana efektif untuk 

membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. 

Literasi keuangan menjadi kunci dalam upaya 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa 

keuangan. Literasi keuangan dimulai dengan pengetahuan, 

keyakinan, dan kemampuan praktis dalam mengelola keuangan. 

Dengan demikian, individu dapat dikategorikan sebagai 

masyarakat well literate ketika mereka memiliki pemahaman 

yang baik terhadap konsep-konsep keuangan, percaya pada 

kemampuan mereka untuk mengelola keuangan, dan memiliki 
keterampilan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Pengembangan literasi keuangan memberikan 

manfaat ganda, yakni memberdayakan individu untuk 

mengelola keuangan pribadi mereka secara efektif dan 

membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor jasa 

keuangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, upaya dalam 

meningkatkan literasi keuangan dapat berkontribusi pada 

kesejahteraan finansial individu dan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan.(Sri Merzarani1, Muhammad Rusdi2 2023). 

 

9.1.1 Pengertian Literasi Keuangan 
Literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "literacy," yang 

mencakup arti melek. Di bidang keuangan, ilmu ini melibatkan 

seni mengelola uang yang memiliki dampak signifikan pada 

kehidupan individu maupun organisasi. Melek keuangan, atau 
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dalam bahasa Inggris dikenal sebagai financial literacy, merujuk 

pada kemampuan seseorang untuk memahami secara 

menyeluruh mengenai keuangan. 

Menurut Kiyosaki, sebagaimana disampaikan oleh Nina 

Septiani, pengelolaan keuangan membutuhkan pengetahuan 

financial, atau yang biasa disebut melek financial. Melek 

financial tidak hanya sekadar memiliki pemahaman tentang 

konsep-konsep keuangan, tetapi juga melibatkan aspek 

kecerdasan mental yang terkait dengan cara menemukan solusi 
terhadap masalah keuangan. Lebih lanjut, melek keuangan atau 

literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang 

diperlukan untuk mengelola keuangan dalam konteks 

pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup 

pemahaman mengenai bagaimana mengelola pendapatan, 

mengatur pengeluaran, dan membuat keputusan investasi yang 

bijak (Irgi Iqbal and Nasution 2022). 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan 

merupakan perpaduan antara pengetahuan, kepercayaan diri, 

dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku. 

Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan melalui 
peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib 

menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan. 

OJK menyatakan bahwa literasi keuangan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil 

keputusan keuangan serta mengubah sikap dan perilaku dalam 

mengelola keuangannya. Oleh karena itu, individu harus mampu 

memilih dan memanfaatkan lembaga keuangan, barang dan jasa 

yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Koalisi 

Jumpstart menjelaskan literasi keuangan sebagai kemampuan 
seseorang dalam menggunakan keterampilan dan pengetahuan 

yang dimilikinya untuk mengelola sumber daya secara efektif 

sehingga dapat menjaga kesejahteraan finansial sepanjang 

hidupnya. 
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Lebih lanjut, Houston percaya bahwa literasi keuangan 

dapat didefinisikan sebagai proses mengukur seberapa baik 

seseorang memahami dan memanfaatkan data keuangan 

pribadi. Houston mengonseptualisasikan literasi keuangan 

memiliki dua dimensi: pemahaman (pengetahuan tentang 

keuangan pribadi) dan penggunaan (penerapan konsep dan 

produk keuangan pribadi). Dengan kata lain, literasi keuangan 

tidak hanya mencakup pemahaman konsep keuangan tetapi juga 

kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk pengambilan keputusan keuangan dan 

pengelolaan aset. (Aulia and Putra 2023) 

9.1.2 Pentingnya Inklusi Keuangan Syariah 
Inklusi keuangan Syariah memiliki beberapa kepentingan dan 

dampak positif, antara lain: 

1. Pengentasan Kemiskinan 

Inklusi keuangan Syariah dapat membantu mengurangi 

tingkat kemiskinan dengan memberikan akses ke layanan 

keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani 

oleh sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, 

mereka dapat mengelola dan mengembangkan aset mereka 

dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

(Sholekhah and Guntoro 2023) 
2. Pemberdayaan Ekonomi 

Inklusi keuangan Syariah dapat meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang 

berada di lapisan ekonomi rendah. Dengan akses yang lebih 

baik ke layanan keuangan, individu dan usaha mikro dapat 

lebih mudah mengakses modal dan menjalankan usaha 

mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

3. Peningkatan Akses Keuangan 

Inklusi keuangan Syariah memperluas akses masyarakat 

terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, seperti 
tabungan, pembiayaan mikro, dan produk investasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini dapat 
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meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses kepada 

lebih banyak orang untuk merencanakan masa depan 

finansial mereka. 

4. Stabilitas Keuangan 

Dengan meningkatnya inklusi keuangan Syariah, dapat 

terjadi diversifikasi basis pelanggan dalam sistem keuangan, 

yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan 

stabilitas keuangan. Diversifikasi ini dapat mengurangi 

risiko sistemik dan memberikan ketahanan terhadap 
guncangan ekonomi (Abror 2019). 

5. Pentingnya Prinsip-Prinsip Etis 

Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip etis Islam, 

yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan keberdayaan 

masyarakat. Inklusi keuangan Syariah memastikan bahwa 

nilai-nilai ini tercermin dalam layanan keuangan yang 

disediakan, yang pada gilirannya dapat membentuk sistem 

keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

6. Pemahaman Lebih Baik tentang Keuangan Islam  

Melalui inklusi keuangan Syariah, masyarakat dapat 

meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip 
keuangan Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Ini dapat membentuk kesadaran akan nilai-nilai 

etis dalam pengelolaan keuangan, investasi, dan transaksi 

lainnya. 

9.2 Literasi Keuangan Syariah 

9.2.1 Definisi Literasi Keuangan Syariah 
Literasi keuangan adalah elemen pengetahuan yang 

sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. 

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan di kalangan 

masyarakat, maka sistem keuangan akan semakin lancar, dan 

kontribusi positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin 

besar. Tingkat literasi keuangan yang tinggi juga mendukung 

lembaga keuangan dalam memberikan layanan keuangan 

kepada masyarakat. 
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1. Menurut Financial Literacy and Education Council (FLEC), 

literasi keuangan adalah kemampuan mengelola sumber 

daya keuangan secara efektif untuk mencapai 

kesejahteraan.(Rijal and Indrarin 2022). 

2. Menurut Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA), literasi keuangan melibatkan pemahaman konsep 

keuangan, kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi 

atau perusahaan, dan kemampuan untuk membuat 

keputusan keuangan yang tepat. 
3. Menurut Huston dan Remund, istilah "literasi keuangan", 

"pengetahuan keuangan", dan "kapasitas keuangan" adalah 

istilah yang sering digunakan untuk mengacu pada satu 

sama lain. Mereka mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

kombinasi dua komponen penting: seberapa baik seseorang 

dapat memahami informasi keuangan dan seberapa baik 

seseorang dapat mengambil keputusan keuangan jangka 

pendek dan perencanaan keuangan jangka panjang dengan 

menggunakan informasi keuangan ini (M Faisal 2021). 

9.2.2 Konsep Literasi Keuangan Syariah 
Zokaityte meyakini bahwa kurangnya emampuan 

pelanggan untuk memahami barang dan jasa keuangan akan 

terpengaruh negatif jika mereka tidak memahami literasi 

keuangan. Pemahaman mengenai inflasi, manajemen risiko, dan 

diversifikasi portofolio dalam investasi dianggap sangat krusial 

untuk perkembangan ekonomi individu di masa depan. 

Akibat dari kurangnya pemahaman literasi keuangan, 

dalam pengambilan keputusan konsumsi atau keputusan 
ekonomi lainnya, individu dengan tingkat literasi yang rendah 

cenderung lebih mengandalkan insting daripada logika ekonomi 

yang benar. Hal ini mengakibatkan sebagian besar keputusan 

ekonomi yang diambil tidak sesuai dengan yang seharusnya, 

karena kurangnya pemahaman yang memadai mengenai 

implikasi keuangan dan konsekuensi dari setiap keputusan yang 

diambil (Kusumadewi, Yusuf, dan Wartoyo 2019). 
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Retzmann dan Seeber berpendapat bahwa literasi 

keuangan merupakan komponen dari gagasan literasi ekonomi 

yang lebih luas. Dalam pandangan mereka, literasi keuangan 

mencakup tiga bidang kompetensi yang berkontribusi pada 

pemahaman yang komprehensif terhadap masalah keuangan. 

Oleh karena itu, mereka menemukan tiga bidang keahlian dalam 

literasi keuangan: (1) rasionalitas dan pengambilan keputusan 

individu, (2) hubungan dan interaksi dengan orang lain, dan (3) 

struktur dan sistem keseluruhan. Dengan mengidentifikasi tiga 
bidang kompetensi ini, Retzmann dan Seeber bertujuan untuk 

menciptakan individu yang memiliki kompetensi dan 

pendidikan secara finansial. Pendekatan ini mencerminkan 

pandangan bahwa literasi keuangan bukan hanya tentang 

pengetahuan teknis, tetapi juga melibatkan keterampilan dan 

pemahaman yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-

hari dan dalam hubungannya dengan orang lain serta sistem 

keseluruhan. 

Menurut Retzmann dan Seeber, kompetensi keuangan 

adalah kemampuan kognitif seseorang untuk merencanakan, 

membuat keputusan, dan menilai situasi secara praktis dan 
teknis. Ini melibatkan penerapan rencana keuangan dan 

pengambilan keputusan individu, termasuk penggunaan media 

elektronik. Kompetensi keuangan juga mencakup pengalokasian 

uang tunai dan manajemen pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan aset material dan non-material, baik untuk diri 

sendiri maupun untuk orang lain. Mereka yang memiliki 

kompetensi keuangan dapat bertindak sebagai perwakilan sosial 

atau politik untuk masyarakat umum, berupaya menghasilkan 

dan melaksanakan aset dengan cara yang efisien dan tepat. 

"terdidik secara finansial" berarti seseorang yang ingin dan 

mampu menilai, memutuskan, dan bertindak secara mandiri dan 

bertanggung jawab berdasarkan kemampuan ini, terutama 

dalam situasi kehidupan yang melibatkan aspek keuangan.(Rizki 

2018). 
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Houston menyatakan bahwa literasi keuangan (financial 

literacy) dan pengetahuan keuangan (financial knowledge) 

keduanya sangat penting bagi setiap individu untuk mengelola 

keuangan mereka dengan baik, meskipun keduanya memiliki 

konsep yang berbeda. Pengetahuan keuangan dianggap sebagai 

dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh. 

Sementara itu, literasi keuangan menekankan lebih pada 

bagaimana seseorang dapat dan percaya pada kemampuan 

mereka untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang 
keuangan mereka saat membuat keputusan keuangan. 

Dalam pengembangan instrumen untuk mengukur 

literasi keuangan, Houston menekankan pentingnya tidak hanya 

menentukan apakah seseorang memiliki pengetahuan finansial, 

tetapi juga kemampuannya untuk menerapkannya dengan tepat. 

Dengan kata lain, literasi keuangan tidak hanya mencakup aspek 

pengetahuan, tetapi juga melibatkan kemampuan individu untuk 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam keputusan dan 

tindakan finansialnya. Ini menggambarkan adanya dimensi 

praktis dan keterampilan yang terkandung dalam literasi 

keuangan, membedakannya dari sekadar pengetahuan finansial 
yang mungkin hanya bersifat teoritis. 

9.2.3 Peran Literasi Keuangan Syariah 
Literasi keuangan Syariah memegang peran krusial 

dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar akan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Dengan literasi keuangan Syariah, 

masyarakat dapat memahami konsep-konsep seperti riba 

(bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (yang dilarang 
dalam Islam) yang merupakan landasan dari sistem keuangan 

Syariah. Melalui pemahaman ini, individu dapat membuat 

keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-

nilai Islam (Zamharira et al. 2021). 

Selain itu, literasi keuangan Syariah juga membuka pintu 

untuk pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan 

prinsip Syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah 
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(kerja sama), dan takaful (asuransi Syariah). Dengan demikian, 

literasi keuangan Syariah tidak hanya meningkatkan 

pemahaman individu terhadap konsep keuangan Islam, tetapi 

juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan 

ekonomi yang berlandaskan keadilan dan moralitas dalam 

masyarakat. 

 

9.3 Inklusi Keuangan Syariah 

9.3.1 Definisi Inklusi Keuangan Syariah 
Inklusi keuangan Syariah adalah upaya menyeluruh 

untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat 

mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini melibatkan 

pemberdayaan masyarakat melalui penawaran berbagai produk 

keuangan yang mencakup simpanan, pembiayaan, investasi, dan 

asuransi, tetapi dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai Syariah. 

Inklusi keuangan Syariah tidak hanya mengejar tujuan finansial, 

tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung 

jawab sosial. 

Dengan adanya inklusi keuangan Syariah, masyarakat 

dapat merasa lebih terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa 

melanggar prinsip-prinsip agama. Selain itu, inklusi keuangan 

Syariah juga berperan dalam menciptakan keberlanjutan 

ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akses ke layanan 

keuangan. Upaya ini bukan hanya sekadar memberikan akses, 

tetapi juga membawa manfaat positif dalam membentuk 

perilaku keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral 

dalam masyarakat. Dengan demikian, inklusi keuangan Syariah 

berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang 

inklusif, adil, dan berkelanjutan (Suleiman, Dewaranu, and 

Anjani 2022). 
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9.3.2 Faktor Penghambat Inklusi 
Inklusi keuangan Syariah, meskipun memiliki potensi 

besar dalam mendukung ekonomi berbasis prinsip-prinsip 

Islam, masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat. 

Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan Syariah di 
kalangan masyarakat. Keterbatasan pemahaman mengenai 

produk-produk keuangan Syariah dan konsep-konsep yang 

mendasarinya dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat 

dalam sistem keuangan Syariah. Selain itu, kurangnya 

infrastruktur keuangan Syariah yang memadai juga menjadi 

kendala signifikan. Ketersediaan lembaga keuangan yang 

menawarkan produk Syariah masih terbatas, membuat akses 

masyarakat terhadap layanan keuangan Syariah menjadi 

terbatas (Hayati 2019). 

Kendala regulasi juga merupakan faktor penghambat, 

karena ketidakjelasan atau kebijakan yang tidak mendukung 
dapat mengurangi minat institusi keuangan konvensional untuk 

menyediakan produk Syariah. Terakhir, stigma negatif terhadap 

keuangan Syariah juga dapat menghambat inklusi keuangan 

Syariah, karena beberapa kalangan masih merasa kurang yakin 

atau belum sepenuhnya memahami manfaat dari produk 

keuangan berbasis Syariah. Untuk mengatasi hambatan ini, 

diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan, 

dan masyarakat untuk meningkatkan literasi, memperluas 

infrastruktur keuangan Syariah, dan menciptakan regulasi yang 

mendukung. 

9.3.3 Manfaat Inklusi Keuangan Syariah 
 Inklusi keuangan Syariah memberikan sejumlah manfaat 

yang signifikan bagi masyarakat. Pertama, melalui inklusi 

keuangan Syariah, masyarakat dapat mengakses produk-produk 

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini 

mencakup produk simpanan, pembiayaan, investasi, dan 

asuransi yang dijalankan dengan menghindari unsur riba dan 

aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian, 
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masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan yakin bahwa 

aktivitas keuangannya sejalan dengan nilai-nilai agama. 

Kedua, inklusi keuangan Syariah memberikan akses ke 

layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya 

terpinggirkan. Ini termasuk mereka yang mungkin tidak dapat 

menggunakan layanan keuangan konvensional karena keberatan 

moral atau agama. Dengan inklusi keuangan Syariah, 

kesempatan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan menjadi lebih merata. 
Selain itu, inklusi keuangan Syariah dapat memicu 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan 

berbasis Syariah, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan 

ekonomi yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. Hal 

ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan 

berkontribusi pada pembangunan social (Tegar Febrianto, 

Ghulam Ahmad, and Arifin 2020). 

Terakhir, inklusi keuangan Syariah juga dapat 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan mengakses 

produk-produk keuangan Syariah, masyarakat diuntungkan 

dengan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip-prinsip 
keuangan Islam. Ini dapat menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan yang lebih baik mengenai manajemen keuangan 

yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama. 

9.4 Upaya Meningkatkan Literasi dan Inklusi 

Keuangan Syariah 

9.4.1 Program Literasi Keuangan Syariah 
Program literasi keuangan Syariah adalah inisiatif yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap konsep-konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Program ini mencakup penyediaan informasi dan 

edukasi yang komprehensif tentang produk-produk keuangan 
Syariah, prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya, serta 

cara pengelolaan keuangan yang beretika. Dalam kerangka ini, 

program literasi keuangan Syariah tidak hanya berfokus pada 
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pemahaman aspek teknis, tetapi juga mendorong kesadaran 

masyarakat terhadap urgensi keuangan yang berkelanjutan dan 

bertanggung jawab. 

Melalui workshop, seminar, kampanye sosial, dan media 

edukasi lainnya, program ini berupaya memberdayakan 

masyarakat agar dapat membuat keputusan keuangan yang 

lebih cerdas, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan berkontribusi 

pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program 

literasi keuangan Syariah juga dapat memberikan dorongan 
positif pada pertumbuhan sektor keuangan Syariah secara 

keseluruhan, dengan mendorong partisipasi yang lebih besar 

dari masyarakat dalam produk dan layanan keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, 

program ini bukan hanya menjadi kunci bagi peningkatan 

pemahaman individu terhadap keuangan Syariah, tetapi juga 

memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan yang 

berkelanjutan dalam ekosistem keuangan Syariah (Majid 2022). 

 

9.4.2 Inisiatif Untuk Meningkatkan Inklusi 

Keuangan Syariah 
Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan 

inklusi keuangan Syariah, menciptakan lingkungan yang 

mendukung partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu inisiatif utama 

adalah pengembangan infrastruktur keuangan Syariah, yang 

melibatkan pembentukan lembaga-lembaga keuangan, seperti 

bank Syariah dan perusahaan asuransi Syariah. Ini bertujuan 

untuk menyediakan beragam produk dan layanan keuangan 

Syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, 

program literasi keuangan Syariah juga telah diimplementasikan 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-

prinsip keuangan Islam dan manfaat menggunakan produk 

keuangan Syariah (Stanis 2023). 
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Inisiatif lainnya termasuk pengembangan produk 

keuangan Syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Pembiayaan mikro Syariah, investasi berbasis 

Syariah, dan produk asuransi Syariah yang terjangkau menjadi 

fokus utama untuk memastikan bahwa seluruh lapisan 

masyarakat dapat merasakan manfaat inklusi keuangan Syariah. 

Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam mendorong 

inklusi keuangan Syariah melalui kebijakan dan regulasi yang 

mendukung pertumbuhan sektor keuangan Syariah. Insentif dan 
fasilitas untuk lembaga keuangan Syariah dan pemberian 

perlindungan hukum bagi konsumen produk keuangan Syariah 

adalah langkah-langkah krusial dalam mendukung 

perkembangan inklusi keuangan Syariah. 

Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan 

masyarakat memiliki peran krusial dalam membangun 

ekosistem keuangan yang inklusif, terutama dalam konteks 

keuangan Syariah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam 

menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung 

perkembangan sektor keuangan Syariah. Langkah-langkah 

seperti memberikan insentif fiskal, memberikan perlindungan 
hukum, dan menghapuskan hambatan regulatif dapat 

mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk dan 

layanan keuangan Syariah dengan lebih baik (Fitriah. and 

Ichwanudin 2020). 

Lembaga keuangan, khususnya bank dan perusahaan 

asuransi Syariah, berkontribusi pada inklusi keuangan Syariah 

melalui pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Mereka juga dapat memperluas jaringan 

cabang dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan 

Syariah kepada masyarakat, termasuk di daerah yang terpencil. 

 Masyarakat juga memegang peran penting dalam 
mendukung inklusi keuangan Syariah. Literasi keuangan 

menjadi kunci, dan melalui program edukasi, masyarakat dapat 

diberdayakan untuk memahami manfaat dan prinsip-prinsip 

keuangan Syariah. Kesadaran masyarakat terhadap produk dan 
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layanan keuangan Syariah dapat meningkatkan permintaan, 

mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan lebih banyak 

opsi. 

Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui forum-dialog 

yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk rapat konsultasi 

antara pemerintah dan lembaga keuangan, serta kampanye 

literasi keuangan yang melibatkan masyarakat. Inisiatif bersama 

ini dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai 

inklusi keuangan Syariah yang berkesinambungan dan merata di 
seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi aktif 

antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi 

kunci untuk membangun fondasi yang kokoh bagi inklusi 

keuangan Syariah. 

 

9.4.4 Contoh Keberhasilan Literasi Keuangan 
Pada tingkat nasional, Indonesia juga telah meluncurkan 

berbagai program literasi keuangan Syariah yang menunjukkan 

keberhasilan. Salah satu contohnya adalah program "Gerakan 

Nasional Literasi Keuangan Syariah" yang dicanangkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-

prinsip keuangan Syariah. 

Melalui serangkaian kegiatan seperti seminar, pelatihan, 

kampanye media, dan penerbitan materi edukasi, program ini 

berhasil mencapai berbagai segmen masyarakat di Indonesia. 

Pemerintah, lembaga keuangan Syariah, dan berbagai pihak 

terlibat aktif dalam mendukung dan melaksanakan program ini 
(M Faisal 2021). 

Keberhasilan program literasi keuangan Syariah di 

Indonesia tercermin dari peningkatan pemahaman masyarakat 

tentang produk dan layanan keuangan Syariah. Terdapat 

peningkatan signifikan dalam jumlah rekening bank Syariah, 

investasi Syariah, dan partisipasi masyarakat dalam produk 

keuangan Syariah. Selain itu, adopsi prinsip-prinsip keuangan 
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Syariah juga semakin diterima dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. 

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan 

masyarakat dapat mencapai tujuan literasi keuangan Syariah. 

Langkah-langkah konkret seperti penyediaan materi edukasi 

yang mudah dipahami, pelibatan lembaga keuangan Syariah 

secara aktif, dan kampanye penyuluhan yang merata di berbagai 

wilayah menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan 
pemahaman dan adopsi keuangan Syariah di Indonesia. 

 

9.4.5 Implementasi Strategi di Berbagai Negara 
Sebagai contoh implementasi strategi inklusi keuangan 

Syariah di suatu negara, kita dapat melihat upaya yang 

dilakukan oleh Pakistan. Pakistan memiliki populasi yang besar 

dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pemerintah 

Pakistan telah mempercepat langkah-langkah untuk 

mempromosikan inklusi keuangan Syariah sebagai bagian dari 

rencana lebih luas untuk mengembangkan sektor keuangan 

Syariah di negara ini. 

1. Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah 

Pemerintah Pakistan aktif dalam mendukung pembentukan 

lembaga keuangan Syariah, termasuk bank Syariah dan 

perusahaan asuransi Syariah. Langkah ini bertujuan untuk 

memberikan pilihan keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam kepada masyarakat. 

2. Regulasi dan Kebijakan Dukungan 

Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan regulasi yang 

mendukung pengembangan sektor keuangan Syariah. Ini 

mencakup insentif fiskal bagi lembaga keuangan Syariah 

dan regulasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk pertumbuhan sektor ini. 

3. Inovasi Produk Keuangan Syariah 
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Lembaga keuangan di Pakistan terus mengembangkan 

produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan 

prinsip Syariah. Pembiayaan mikro Syariah, sukuk, dan 

produk asuransi Syariah menjadi fokus utama untuk 

memenuhi kebutuhan beragam masyarakat. 

4. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah 

Program literasi keuangan Syariah telah diperkenalkan 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

prinsip-prinsip keuangan Syariah. Ini melibatkan seminar, 
pelatihan, dan kampanye literasi keuangan di berbagai 

komunitas. 

5. Kemitraan dengan Pihak Swasta 

Pemerintah berupaya membangun kemitraan dengan sektor 

swasta, termasuk perbankan konvensional yang tertarik 

untuk menawarkan produk dan layanan keuangan Syariah. 

Hal ini dapat memperluas cakupan dan aksesibilitas 

keuangan Syariah (Harto et al. 2023). 

6. Teknologi Keuangan (Fintech) 

Penggunaan teknologi keuangan (fintech) juga menjadi 

bagian integral dari strategi inklusi keuangan Syariah di 
Pakistan. Pengembangan aplikasi dan platform fintech dapat 

memberikan akses keuangan Syariah secara lebih efisien. 

Melalui langkah-langkah ini, Pakistan telah berhasil 

meningkatkan inklusi keuangan Syariah, dengan pertumbuhan 

yang signifikan dalam penetrasi produk dan layanan keuangan 

Syariah di antara masyarakatnya. Pendekatan ini menunjukkan 

bahwa kombinasi regulasi, lembaga keuangan, literasi keuangan, 

dan inovasi produk dapat memberikan dampak positif terhadap 

inklusi keuangan Syariah di tingkat nasional. 
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BAB 10 
SUMBER DANA PEMBANGUNAN 

 
Oleh Arin Setiyowati, S.H.I., M.A 

 

 

10.1 Pendahuluan 
Pembangunan merupakan kunci dari perkembangan 

peradaban suatu daerah. Di dalam pembangunan membawa 

banyak impian kesejahteraan dari masyarakat. Sehingga, 

pemerintah sebagai wali amanat rakyat atau masyarakat 

bertanggungjawab penuh dalam mengawal dan mewujudkan 

pemerataan pembangunan daerah untuk semua warga 

masyarakat. 

Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan objek 

utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang 

ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang 

dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan berupaya 
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-

negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan 

lebih cepat. Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara 

bergantian dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan 

ekonomi. Perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan 

ekonomi dengan perkembangan ekonomi, yaitu pertumbuhan 

ekonomi mengacu kepada negara-negara maju, sedangkan 

perkembangan ekonomi mengacu pada negara-negara 

berkembang (Rokhlinasari & Hidayat, 2016). 

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak 

ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (growth). 
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi 

suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
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pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang baik apabila produk domestik bruto 

(GDP) riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini 

dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

perkembangan ekonomi (Nurul Huda, 2015). Namun demikian, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan 

distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan kesenjangan 

ekonomi. 

Sebagaimana Abul Hasan Muhammad Sadeq 
mengemukakan bahwa pertumbuhan dan keadilan distribusi 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembangunan ekonomi Islam.(Sadeq, 1990) Oleh karena itu, jika 

terjadi kesenjangan ekonomi, maka akan menimbulkan masalah-

masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, 

pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas 

pendidikan menurun, dan kemampuan daya beli masyarakat 

menurun. Untuk itu, kesenjangan ekonomi merupakan salah 

satu persoalan dalam pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang 

menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dapat 
meningkat. Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam Islam 

mempunyai muara yang lebih jauh berupa peningkatan 

kesejahteraan dunia dan akhirat (Aedy, 2011). Artinya, 

pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan 

kemaslahatan duniawi, tetapi juga menyangkut hubungan 

dengan kemaslahatan akhirat. Dalam hal ini, terjadi adanya 

keseimbangan antara aspek materiil dengan moral yang dapat 

menghantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Oleh 

karena itu, tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah 

membangun kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat (Noor, 2013). 
Secara praktis, Jamaknya pemerintahan dalam pola 

pembiayaan pembangunan masih mengandalkan anggaran yang 

bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. 

Pemerintahan masih mengandalkan peningkatan pendapatan 
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asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan dana 

pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan 

daerah belum mampu dalam hal keuangannya. Sistem alokasi 

penyusunan anggaran pembangunan menggunakan sistem 

incrementalism system dan line item yaitu alokasi anggaran 

pembangunan yang diberikan kepada instansi-instansi 

pemerintahan berdasarkan besaran anggaran yang digunakan 

tahun lalu dimana teknis penggunaannya diserahkan pada 

instansi bersangkutan (Machmud, 2015). 

10.2 Optimalisasi Pendanaan untuk Pembangunan  
 Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah dalam 

membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan, maka 

Pemerintah dapat mengoptimalkan peran serta subyek-subyek 

pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan, 

diantaranya; 

1. Masyarakat 

2. Dunia Usaha/Industri 

3. Non-Government (NGO) 

Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan kegiatan 

berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan 

dengan meggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak 

termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(non-APBD) dan Anggaran Pendapatan Negara (non-APBN) 

terutama berasal dari kalangan dunia usaha dan perbankan, 

serta memanfaatkan penanam modal dari luar negeri (PMA). 

Penggunaan dana pembangunan khususnya yang 

bersumber dari masyarakat disamping sebagai salah satu 
alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan 

konvensional, juga bertujuan untuk mendorong masyarakat 

yang memperoleh manfaat dari adanya pembangunan prasarana 

umum agar turut menanggung biayanya.  
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Hal tersebut tentunya dapat memberikan manfaat ganda 

bagi pemerintah daerah dimana selain dapat mengatasi 

keterbatasan dana pembangunan, juga dapat membuat 

masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara setiap 

pembangunan yang dilakukan karena dana yang digunakan 

sebagian berasal dari mereka, yang tentunya tidak ingin 

merusak infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan 

sebagian dana dari mereka.  

Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, 
pemerintah perlu berupaya untuk memperkuat sisi regulasi dan 

kelembagaan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya lembaga 

perbankan dan non-perbankan. Untuk itu, peningkatan kerja 

sama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan 

berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, 

misalnya melalui skema skema Corporate Social Responsibility 

(CSR), partnership produktifitas lain. 

Skema CSR merupakan kegiatan pihak swasta sebagai 

salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, bentuk peran pemerintah 

masih terus perlu dikembangkan dalam meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sejalan dengan agenda 

pembangunan daerah tanpa intervensi terlalu jauh terhadap 

masalah internal Perusahaan (Doh & Littell, 2015). 

Skema CSR tersebut dapat menjadi salah satu alternative 

untuk penyediaan infrastruktur yang selama ini terhambat 

pembangunannya akibat dari keterbatasan penyediaan biaya. 

Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan secara 

mendetail dengan mengkombinasikan beberapa pola 

pembiayaan pembangunan mengingat setiap pola pembiayaan 

memiliki kelemahannya masing-masing, dengan 

mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan diharapkan 
mampu mengurangi pelambatan pembangunan akibat 

terkendala pembiayaan (Gupta & Krishnamurti, 2018). 
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Dalam upaya optimalisasi peran serta masing-masing 

subyek Pendidikan guna meningkatkan amunisi pendanaan 

pembangunan dapat dilakukan dengan inisiasi dengan dua pola; 

1. Pola Ta’awun (tolong menolong) 

Pola ini sangat memungkinkan dilakukan dengan 

masyarakat maupun NGO. Pola ini bisa melalui program 

suakarya, padat karya hingga keikutsertaan NGO dalam 

upaya pembangunan yang tidak berorientasi pada profit 

semata (Setiyowati, 2017). Misal; dalam penyelesaian 
proyek pembangunan jalan yang melibatkan masyarakat 

sekitar guna kelancaran aktifitas warga setempat, 

penanganan masalah stunting untuk pembangunan 

Kesehatan yang Tangguh di masyarakat maka pemerintah 

melakukan sinergi dengan NGO yang fokus dalam isu anak 

dan perempuan melalui program penanganan stunting. 

Pola Ta’awun ini juga bisa dilakukan Bersama dengan dunia 

usaha/industry melalui skema CSR tersebut di atas. Hal ini 

menjadi alternatif pendanaan maupun penyelesaian 

persoalan pembangunan melalui program-program CSR 

perusahaan. Dalam industri maupun Lembaga keuangan 
Syariah selain CSR(Setiyowati & Azqiya, 2022) juga terdapat 

dana ZISWAF yang dapat dioptimalkan juga guna kelancaran 

pembangunan wilayah(Intan Apsari et al., 2022).  

2. Kemitraan (profit) 

Pola ini lazim dilakukan pemerintah dengan dunia industri 

melaku skema kemitraan yang orientasinya profit untuk 

kedua belah pihak. Pola ini dijalankan melalui nota 

kesepahaman dan ditandai hitam di atas putih dengan 

klausul jelas persentasi manfaat dari masing-masing pihak. 

Misalnya Perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek 

pembangunan jalan tol yang diprogramkan oleh pemerintah. 
Selain itu ada produk CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) yang 

mana proyek pemerintah dibiayai dari cash waqf 

masyarakat melalui perbankan Syariah dengan profit 

tertentu, meskipun profit tersebut akan tidak diterimakan 
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pada pihak wakif melainkan diterima manfatnya oleh 

mauquf alaih.(Dian Lailatullailia et al., 2021)  

10.3 Instrumen Sumber Dana Pembangunan Dalam 

Islam 
Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi 

kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut 

K.A Ishaq dalam Beik, menyatakan bahwa di antara penyebab 

kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang 

adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang 

sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu, 

instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek 

penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen 
dana pembangunan Islam, antara lain:  

1. Zakat  

Zakat merupakan pilar agama Islam ketiga setelah shalat 

sebagai ibadah maliyah dan bahkan dikatakan sebagai 

ibadah maliyah al-ijtima’iyyah, yaitu ibadah di bidang harta 

yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena 

zakat adalah ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan 

ekonomi.(Setiyowati, 2022) Khusus dari sisi ekonomi, zakat 

memiliki dampak positif pada tingkat ekonomi mikro 

maupun makro. Pada level ekonomi mikro, zakat memiliki 

implikasi ekonomi terhadap peningkatan perilaku konsumsi, 

tabungan serta perilaku produksi dan investasi perusahaan 

tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada level 

ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap 

efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan 

ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, 

pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman 

sosial.(Anton & Athoillah, 2015) Artinya, zakat sangat 

memungkin menjadi Instrumen sumber dana potensial guna 

meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.  
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Selain itu, zakat memilihi value untuk dimensi sosial, moral, 

dan ekonomi yang berdampak pada efektifnya zakat dalam 

memenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada 

dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan 

orang kaya. Selanjutnya, dapat mencegah penumpukan harta 

kekayaan pada Sebagian golongan sehingga efektif juga 

dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi.(Mannan, 1993) 

Dalam dekade terakhir, zakat mampu membuktikan dirinya 

sebagai instrument sosial yang signifikan memberi implikasi 
dan andil dalam perekonomian, diantaranya; 

a. zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

kekurangan.  

b. zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. 

c. zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, 

kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. 

d. zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau 

dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat 

kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus 

berjalan.  

2. Infak dan Sedekah  

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau 

suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai 

kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. 

Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam 

kategori sedekah.(Noor, 2013) Berinfak dan bersedekah 

merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain. 

Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 
Islam.(Setiyowati et al., 2020)  

Jika zakat ada nishab-nya, maka infak tidak memiliki nishab. 

Dalam QS. Ali Imran [3]: 134, disebutkan bahwa infak 

dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang 

berpenghasilan tinggi atau rendah. Selain tidak ada 
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ketentuan nishab dalam infak, ketentuan tentang delapan 

golongan (tsamaniyah ashnâf) yang menerima zakat juga 

tidak berlaku di dalam infak. Sehingga, penghimpunan dan 

pendistribusian dana infaq tidak ada Batasan untuk 

diberikan pada siapapun.(Riyadi, 2015)  

Sedangkan Sedekah mempunyai arti yang lebih luas dan 

tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat 

material. Sedekah meliputi semua perbuatan kebaikan, baik 

secara fisik maupun non-fisik.  
Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah 

merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan 

masyarakat yang peduli akan kondisi sosial. Hal ini dapat 

menjadi jalan mudah untuk mewujudkan pembangunan. 

Artinya, instrumen infak dan sedekah dapat menjadi 

alternatif bentuk jaminan sosial yang menyeluruh. Pada 

kondisi keimanan masyarakat yang begitu baik, maka besar 

kemungkinannya infak dan sedekah menjadi sumber 

penerimaan keuangan negara dalam membiayai 

pembangunan negara.(Setiyowati, 2022)  

3. Wakaf  

Wakaf merupakan satu jenis pemberian yang dilakukan 

dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan 

guna kepentingan umum.31 Menurut Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka 

waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

Syariah.(Kasdi, 2014) Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu 

wakaf aset/barang dan wakaf uang.  

Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi 
modern, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk 

mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan 

memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan public 

(Cizakca, 1998).   



   173 

Potensi harta wakaf mampu menjadi sumber dan 

pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat 

diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian (lahan 

pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan 

keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan 

keperluan lainnya), serta perdagangan (pengelolaan lahan 

wakaf menjadi pusat perdagangan), sebagaimana yang 

dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab 

Saudi, Malaysia, dan lainnya (Nilna, 2015).  
Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar 

Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah 

wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti 

hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun 

perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat 

dilihat pada Aset-aset wakaf yang dikelola oleh 

Muhammadiyah (Medias et al., 2019), Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, 

serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat 

ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf 

dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk 
pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya yang 

merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada 

Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain 

sebagainya (Islam, 2004). 

Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki 

fungsi secara ekonomi untuk meningkatkan keterampilan 

masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, 

lembaga keuangan mikro, dan lain sebagainya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar 

dapat berdaya saing dan dapat menanggulangi masalah 
kemiskinan.  

4. Waris 

Waris merupakan perpindahan hak kepemilikan dari orang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.34 Untuk itu, 
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waris merupakan salah satu sarana memperoleh 

kepemilikan. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah 

diterangkan dalam al-Qur’an menempati posisi fundamental 

dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-

ayat al- Qur’an sebagaimana dalam QS. an- Nisa [4]: 11-12 

dan 176. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa 

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga 

penyebaran harta menjadi sangat luas.(Chaudhry, 2012) 
Mekanisme waris sangat erat dengan keinginan Islam dalam 

mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan. 

Sejarah membuktikan bahwa ajaran waris Islam secara 

kronologis tidak terlepas dari timbulnya permasalahan 

dalam distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama 

keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta 

waris. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa harta harus 

tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada satu 

golongan saja.  

Instrumen waris merupakan pelumas dalam mekanisme 

distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. 
Dalam proses distribusi kekayaan melalui warisan, ada 

ketentuan bahwa warisan tersebut harus diserahkan kepada 

ahli warisnya dengan ketentuan bagian laki-laki lebih banyak 

dibandingkan anak perempuan (2:1).  

Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi 

dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan 

secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam 

distribusi kekayaan.(Chapra, 2000) Membagikan harta waris 

kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh 

hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, 

secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam 
keluarga agar di antara anggota keluarga tidak terjadi 

ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.  

5. Sukuk  
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Sukuk merupakan pengganti dari istilah obligasi Syariah 

(Islamic Bonds). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab dan 

merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang berarti 

dokumen atau sertifikat.(Nurul Huda, 2015) Sukuk adalah 

surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah 

yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah, 

yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan 

kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, margin, 

fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 
tempo.(Dwi & Arsyianti, 2016) 

Sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 

(yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) 

Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk 

didefinisikan sebagai efek Syariah berupa sertifikat atau 

bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 

yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) 

atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek tertentu, 

dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan 

dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau 

fee tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan 
sukuk.  

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan sukuk negara jauh 

melebihi pertumbuhan sukuk korporasi. Hal ini terutama 

pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pangsa pasar 

sukuk korporasi per Mei 2014 mencapai angka 3,17% dari 

keseluruhan pasar obligasi nasional, sedangkan pangsa pasar 

sukuk negara telah mencapai angka 9,8%. Data menunjukkan 

bahwa total penerbitan sukuk negara mencapai angka Rp 

386,83 triliun hingga akhir 2015 yang terdiri atas Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 296,03 triliun 
dan sukuk negara retail sebesar Rp 90,8 triliun.(Dwi & 

Arsyianti, 2016) 

Berdasarkan data tersebut, sukuk mempunyai peranan 

penting dalam instrumen pembangunan ekonomi. Sukuk 



176 

dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek, 

sehingga akan mempercepat akselerasi pembangunan suatu 

negara.  

Selain itu, diluncurkannya sukuk dapat meningkatkan 

pelayanan publik khususnya dalam menyediakan sumber 

pembiayaan pembangunan infrastruktur, memberdayakan 

industri lokal, dan meningkatkan investasi pemerintah. Oleh 

karena itu, tujuan penerbitan sukuk adalah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk 
pembangunan suatu proyek tertentu.  
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BAB 11 
EKONOMI POLITIK 
 
Oleh : Anastazia N. Wattimena, S.I.P., M.H.I 

 

 

11.1  Pendahuluan 
Studi ekonomi politik merupakan salah satu studi yang 

memiliki peranan cukup signifikan dalam perkembangan ilmu 

ekonomi. Studi ekonomi politik secara umum merupakan ilmu 

yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan politik. 

Ekonomi politik melebarkan spektrum analisis dalam studi ilmu 

ekonomi. Lebih dari itu studi ekonomi politik memperlihatkan 

hubungan yang nyata antara kepentingan ekonomi dan 

kebijakan politik yang dibuat oleh pengambil kebijakan. 

Ekonomi mempengaruhi keputusan politik begitu juga atmosfir 

perpolitikan yang akan mempengaruhi kebijakan ekonomi.  

11.2  Sejarah Singkat Pemikiran Ekonomi Politik 
Melalui pemikiran Humanisme dan Era Renaisans, 

manusia kemudian dijadikan sebagai pusat alam semesta, 
filsafat telah dibebaskan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, 
sedangkan pemikiran politik yang oleh Machiavelli diubah 
menjadi salah satu cabang filsafat moral dan ilmu pengetahuan. 
Sejak Reformasi protestan kebebasan berperilaku telah 
dibebaskan dari pemikiran tradisional dan otoritas (Screpanti 
and Zamagni, 2005). Era Renaisans adalah awal kebebasan di 
mana setiap manusia menjadi pemimpin bagi diirinya sendiri. 
Renaisans juga menjadi awal dari Revolusi Sains, yang mana 
membawa perubahan terutama pada universitas-universitas di 
Eropa yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh gereja. 
Sepanjang abad ke-16 dan 17, terjadi pergolakan pengaruh 
antara gereja dan negara dalam hal kontrol terhadap aktifitas 
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intelektual. Dalam periode ini, fakultas-fakultas yang memiliki 
rangking tinggi seperti Fakultas Teologi, Hukum, Kedokteran 
pelan-pelan mulai kehilangan popularitasnya dan Fakultas 
Filsafat yang awalnya hanya berperan sebagai pelengkap mulai 
meningkat prestisenya. 

Filsafat modern kemudian mulai berkembang bersamaan 
dengan sains modern, mulai munculnya filusuf-filusuf hebat 
yang juga ahli dalam bidang sains atau setidaknya memiliki 
ketertarikan dalam bidang sains modern. Revolusi sains dimulai 
dengan penjelajahan yang dilakukan oleh Copernicus di awal 
abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan Keplero, Galileo, 
Bacon, Leibnitz, Descartez, dan diakhiri dengan Newton di abad 
ke-18. Dalam periode revolusi budaya itulah lahirlah pemikiran 
modern tentang ekonomi, di mana awalnya sangat ingin 
dilepaskan dari filsafat politik. Dalam karyanya yang terkenal 
Antoyne de Montchrétien yakni Traité de l’ Oeconomie Politique di 
tahun 1615 kembali menegaskan hubungan yang sangat erat 
antara ekonomi dan politik di mana ekonomi tidak hanya 
dikaitkan dengan rumah tangga namun  negara. 

Dalam pemikiran Yunani Kuno, ekonomi selalu 
diibaratkan sebagai seni manajemen keluarga. Pada abad 
pertama sebelum masehi, istilah politiké oikonomía telah lama 
digunakan di kalangan filusuf Epicurean. Meskipun, di bawah 
pengaruh pemikiran Aristoteles, istilah oekonomia bagi 
kalangan filsuf abad pertengahan dipahami dalam arti mikro-
ekonomi. Dalam pemikiran Thomas Aquinas, ini berarti ekonomi 
berkaitan dengan urusan rumah tangga pemerintahan, 
sedangkan ekonomi seharusnya berkaitan erat dengan perilaku 
individu. Perannya ini merupakan turunan dari etik dan politik 
serta filsafat yang mana ilmu filsafat menyangkut persoalan 
publik dari manusia, sedangkan politik berkenaan dengan 
perilaku kelompok misalnya kelompok kelas sosial, negara dan 
institusi-institusinya sedangkan ekonomi lebih berfokus pada 
studi yang berfokus pada agen terkecil dari kelompok sosial 
yakni keluarga (rumah tangga). Tujuan dari studi filsafat politik 
adalah mempelajari masyarakat politik. Hubungan antara 
keduanya, menempatkan keluarga menjadi bagian yang tidak 
begitu esensial. 
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Filsafat politik dan etika hanya memproduksi ilmu, 
sedangkan studi ekonomi menghasilkan tujuan yang sifatnya 
praktikal. Menurut Aristoteles, yang diikuti para pengikutnya 
khususnya pada akhir abad pertengahan, salah satunya Thomas 
Aquinas science atau ilmu merupakan aplikasi dari proses 
deduksi rasional yang memiliki objek di mana proposisinya 
dapat diformulasikan dan ditarik kesimpulannya yang sifatnya 
universal dan dibutuhkan. Nilai universalitas dari proposisi 
filosofi politik diambil dari kepercayaan bahwa keinginan Tuhan 
termanifestasi dalam persetujuan rakyat yang diberikan pada 
kekuasaan legislatif.  Sedangkan universalitas proposisi etis 
berasal dari fakta bahwa tujuan tindakan manusia bertepatan 
dengan tujuan yang telah Tuhan teladankan bagi semua 
makhluk. Aktifitas ekonomi dari sebuah rumah tangga tidak bisa 
dideskripsikan seperti politik. Hal ini yang menyebabkan 
ekonomi tidak masuk dalam kategori etika maupun politik, yang 
mana tidak masuk kategori science atau ilmu saat itu. 
Schumpeter dalam bukunya History, mengamati bahwa Aquinas 
tidak tertarik pada pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Intinya, 
studi ekonomi politik akan menjadi sebuah bidang keilmuwan 
apabila subjeknya berada di dalam atau berkaitan erat dengan 
kepentingan publik. 

Ada dua disiplin mandiri yang mempelajari aspek-aspek 
berbeda dalam aksi kolektif, pertama fokus pada akumulasi dan 
manajemen kekayaan. Kedua, akumulasi dan manajemen 
kekuasaan. Kedua studi tersebut mempelajari tentang perilaku 
kolektif agen ; negara dan organnya serta agen sosial penting 
yakni Bangsa. Negara cenderung menerima legitimasi terutama 
sejak sistem kerajaan mulai melemah. Legitimasi pada negara 
sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan publik. Studi ekonomi 
politik kemudian muncul dibarengi dengan teori kebijakan 
ekonomi yang mana ekonomi politik hadir untuk melengkapi 
studi ekonomi. Secara garis besar, kelahiran studi ekonomi 
politik bersamaan dengan proses sekularisasi sains.   
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11.3  Teori Ekonomi Politik Klasik-Modern 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan berbagai teori dari 

aliran ekonomi politik baik yang muncul dan berkembang di era 
klasik sampai ke era modern mengingat studi ekonomi politik 
terus mengalami perkembangan yang pesat terutama sebelum 
dan sesudah terjadinya globalisasi dan munculnya berbagai 
organisasi internasional yang berfokus pada masalah-masalah 
ekonomi seperti Bank Dunia, IMF, dan Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO). Ada berbagai teori dan konsep yang lahir dalam s 
tudi ekonomi politik, mulai dari konsep ekonomi politik yang 
lahir dari Karl Marx, sampai Adam Smith. Di bawah ini akan 
ditampilkan beberapa teori dan perspektif yang cukup terkenal 
dan sering digunakan dalam analisis dan studi ekonomi politik. 

11.3.1 Ekonomi Politik Liberal Klasik 
Aliran ekonomi liberal melibatkan tokoh-tokoh mulai 

dari Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, J.A. Hobson, J.M. 

Keynes, David Mitrany, Friedrich Hayek, J.K. Galbraith, Milton 

Friedman, dan Robert Koehane, kesemua tokoh-tokoh tersebut 

adalah pemikir ekonomi politik liberal yang sangat berpengaruh 

(Economides and Wilson, 2001). Berdasarkan pemikiran 

ekonomi politik liberal ada 3 hal penting yang merupakan 

karakteristik aliran pemikiran liberalisme antara lain pertama 

keyakinan bahwa pasar adalah media paling efektif untuk 

mengalokasikan sumber daya atau setidaknya merupakan media 

atau alat yang relatif efisien untuk mengalokasikan sumber daya 
dan negara dapat mencegah adanya monopoli karena 

membiarkan pasar beroperasi secara alami. Kedua, 

individualisme ; keyakinan bahwa individu adalah unit dasar 

dari masyarakat. Ketiga yakni skeptis terhadap kontrol negara 

dalam aktifitas ekonomi. Di bawah ini akan dijabarkan tentang 

pemikiran ekonomi politik liberal khususnya yang dijabarkan 

oleh pemikir ekonomi Adam Smith.    
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Ekonomi Politik Liberal (Adam Smith) 

Dalam pemikiran Adam Smith (1723-1770) politik 

dianggap tidak memiliki peran signifikan terutama bagi 

masyarakat, pun memiliki stigma negatif terhadap para politisi 

yang dianggap sebagai insidious dan crafty animals (hewan-

hewan yang licik),karena campur tangan pemerintah yang lebih 

sering dianggap sebagai gangguan bagi aktifitas ekonomi 

(Dahlan and Wildan, 2022). Campur tangan pemerintah dalam 

pasar dan aktifitas Perusahaan dianggap akan menghalangi 
kemajuan perekonomian. Menurut Smith, pasar memiliki 

Invisible Hand nya sendiri yang mana pasar akan dapat 

terkontrol bahkan tanpa campur tangan pemerintah untuk 

mengaturnya. Menurut Caporaso dan Levine dalam bukunya 

Theories of Political Economy (1992) menganalisis maksud dari 

Invisible Hand yakni pertama, masyarakat sipil harus memiliki 

kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri berkaitan 

dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

tanpa menggunakan kekuasaan politik. Kedua, prinsip dan dasar 

dari masyarakat sipil dapat mendominasi politik. 

Secara umum perspektif ekonomi Adam Smith (lebih 
lanjut akan disebut sebagai Smithian), perspektif ini melihat 

ekonomi politik dalam beberapa argumen pertama menegaskan 

bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri. Kedua, teori nilai 

dan distribusi yang mana menjelaskan tentang produksi dan 

penggunaan surplus ekonomi. Kerangka pemikirannya berasal 

dari analisis ekonomi klasik, namun dalam hal-hal tertentu 

menggunakan analisis ekonomi politik yang lebih modern. 

Ekonomi politik merujuk pada pemenuhan kebutuhan  sendiri / 

pribadi, kemudian berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat (civil society), ekonomi pasar (market economy), 

masyarakat borjuis. Namun yang perlu digaris bawahi adalah 
pola sistem ekonomi yang akan lebih menonjol dari politik 

meskipun awalnya sistem ekonomi tumbuh dalam naungan 

sistem politik. 
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Teori Pembagian Kerja 

Smith meyakini bahwa setiap pekerjaan akan lebih efektif 

dan efisien atau menghasilkan lebih banyak apabila ada 

pembagian kerja. Smith memberikan contoh dalam proses 

pembuatan peniti, menurutnya apabila semua orang membuat 

peniti dan semua orang melakukan setiap pekerjaan mulai dari 

memotong kawat, membentuk, dan kemudian melakukan 

pemasangan kepala peniti secara bersamaan maka waktu 

produksi akan lebih lama selesai dan hasil produksi lebih sedikit. 
Smith berpendapat apabila setiap prosesnya dilakukan dalam 

sistem pembagian kerja misalnya ada orang tertentu yang 

pekerjaannya hanya memotong kawat, dan sebagian lain hanya 

fokus pada membentuk kawat dan kelompok lainnya fokus pada 

pemasangan kepala peniti maka proses produksi akan berjalan 

lebih cepat dan menghasilkan produk lebih banyak daripada jika 

tidak melakukan pembagian kerja. 

Perkembangan ekonomi akan lebih cepat apabila ada 

pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Proses spesialisasi kerja 

ini akan didahului dengan proses akumulasi kapital atau modal, 

modal yang besar akan memperluas pasar dan produksi barang. 
Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil 

produksi, pasar yang luas berarti pasar yang tidak hanya di 

dalam satu negara tapi juga menjangkau negara lain, oleh sebab 

itu perdagangan internasional menjadi menarik karena 

menjangkau pasar yang lebih luas.  

 

11.3.2 Ekonomi Politik Marxis 
Ekonomi politik Marxis bersumber dari ajaran Karl Marx 

(1818-1883), pendekatan ini lebih menitikberatkan pada 

pendekatan holistik yang bersangkutan dengan aspek-aspek 

ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Sistem 

ekonomi politik Marxian merupakan kritik terhadap sistem 

ekonomi kapitalisme atau ekonomi pasar. Karl Marx 

menganggap bahwa sistem ekonomi pasar sangat eksploitatif. 



186 

Menurut Marx modal itu bergerak tidak tetap atau statis, dan 

modal baik berupa uang atau komoditas tidak bisa berdiri 

sendiri tapi merupakan bagian dari satu kesatuan. 

Pandangan ini berfokus pada perubahan karakter politik, 

yang berkaitan dengan perputaran modal (Burnham, 2001). 

Terdapat berbagai jenis aliran dalam perspektif ekonomi Marx 

(atau biasa disebut Marxisme) namun secara umum perspektif 

ini mempertanyakan dan membahas mengapa serta bagaimana 

sistem produksi kapitalis akan mengubah pola sosial ekonomi 
prakapitalis yang justru akan berdampak buruk seperti 

terjadinya pemiskinan, penyengsaraan, dan keterbelakangan 

(Hasan et al., 2020). Kelebihan dari perspektif ekonomi politik 

marxisme ini adalah sifatnya yang komprehensif karena 

melibatkan semua lembaga sosial yang ada dalam satu negara. 

Dalam perspektif ini Marx menggabungkan metode dialektika 

dan materialisme, para penganut Marx percaya bahwa the world 

must be understood as basically a single, integrated unit atau 

dunia pada dasarnya adalah satu unit yang terintegrasi. 

Istilah ekonomi politik dalam pandangan Marxian bukan 

berarti merujuk pada studi ekonomi yang dipengaruhi oleh ilmu 
politik. Ekonomi politik Marxian lebih mengarah pada studi 

ekonomi yang dalam metode dan teori lebih mirip pada 

perspektif Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus 

pada ekonomi pasar yang berjalan sesuai dengan hukum yang 

berakar dalam reproduksi yang sedang berjalan dan dari sistem 

ketergantungan material antara organisasi dengan social division 

of labor (Deliarnov, 2006). Menurut Marx, politik dan negara 

merupakan hal yang sekunder, dan konflik politik dapat 

berakhir dengan selesainya konflik ekonomi. Konsepsi 

materialistik Marx mengekspresikan subordinasi politik dan 

keputusan otoritas publik di bawah kekuatan yang sudah 
melekat sejak awal (immanent) yang sudah melekat dalam 

Masyarakat. 

Secara garis besar Marxisme merupakan kecenderungan 

mekanistik “suprastruktur”  politik (ideologi,sosial, dan budaya) 
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oleh suatu basis ekonomi. Bagi Marx yang menentukan 

segalanya mulai dari sosial, politk, budaya, adalah ekonomi 

yakni materi. Materi menentukan segalanya, hal ini juga 

ditekankan Marx dalam tulisannya yang berjudul Contribution to 

the Critique of Political Economy (1968). Bagi Marx politik hanya 

menjadi kendaraan bagi penguasa untuk memperoleh legitimasi, 

dalam Communist Manifesto (1848) Marx jelas menyatakan 

bahwa eksekutif negara hanyalah alat untuk menjalankan 

kepentingan borjuis. Marx meyakini bahwa dalam setiap 
organisasi ekonomi akan selalu ada dominasi, dan istilah 

ekonomi politik dalam pandangan Marx tidak merujuk pada 

hubungan antara ekonomi dan politik melainkan berkaitan 

dengan transformasi dari private objective interest ke subject 

shared interest. 

Pendekatan Politik Revolusioner 

Pendekatan politik revolusioner ini dijelaskan oleh Marx 

dalam dua karya besarnya yakni The Communist Manifesto 

(1848) dan Capital (1867) yang kemudian dipraktekan oleh 

Lenin dalam revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1919 (Deliarnov, 

2006). Dalam pendekatan ini politik tidak dilihat sebagai 
jembatan untuk mengompensasi keterbatasan masyarakat 

pasar, melainkan berperan sebagai perubahan besar-besaran 

dalam struktur politik itu sendiri. Perubahan sukar apabila 

dilakukan secara damai, diperlukan revolusi besar-besaran dan 

radikal. Perubahan yang radikal dan revolusioner bukan 

diinisiasi oleh kaum buruh tapi justru terjadi karena tekanan 

yang dihasilkan dari sistem kapitalisme sendiri yang mendorong 

kesadaran diantara kaum buruh yang berujung pada 

penghancuran kekuasaan kapitalis. Menurut Marx, sistem 

kapitalisme merupakan sistem yang tamak yang justru 

menjadikan sistem ini rapuh untuk mengalami penghancuran 

diri sendiri (self-destructive). Akumulasi modal dalam sistem 

kapitalisme merupakan akumulasi dari penderitaan, 

kesengsaraan, dan kehancuran mental dari kaum buruh. Buruh 
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yang terdesak dan tertekan di bawah sistem akan akhirnya 

bersatu dan melakukan revolusi untuk menghancurkan sistem.  

Pendekatan Kompromi Kelas 

Pendekatan ini datang bukan dari Marx sendiri 

melainkan dari pakar Marxian lainnya yang mana pendekatan 

ini jauh lebih elegan dibandingkan dengan pendekatan Marx 

yang cenderung revolusioner. Pendekatan kompromi kelas ini 

salah satunya diinisiasi oleh Kautsky. Dalam pendekatan ini 

partisipasi kelompok buruh sangat dibutuhkan agar bergabung 
dalam kelompok kepentingan (interest group), partai politik, 

dan proses pemilihan legislatif. Keterlibatan ini agar kelompok 

buruh dapat memperjuangkan kepentingan mereka melalui 

institusi dan organisasi politik demokrasi di mana mereka 

terlibat. Keterlibatan kelompok buruh dalam partai politik dan 

organisasi politik lainnya merupakan sebuah kompromi kelas 

yang dapat dilakukan sebagai alat untuk menjembatani 

kepentingan kelompok buruh mengingat selalu terjadi 

ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh 

dari pemilik kapital. Kepentingan kelompok buruh yang sangat 

bisa diperjuangkan melalui keterlibatan sosial politik ini antara 
lain adalah mengupayakan perbaikan upah.  

 

Pendekatan Teori Negara 

Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa masyarakat 

terpolarisasi ke dalam beragam kelompok kepentingan. 

Sedangkan negara merupakan kelompok super structure yang 

adalah bungkus politik kapitalisme yang cepat merespon pada 

kekuatan ekonomi. Negara merupakan sebuah bentuk opresi 

dan dominasi dari kelas satu ke kelas lainnya. Pendekatan ini 

memiliki beberapa asumsi sebagai berikut, pertama akan selalu 

ada konflik antar kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. 
Kedua, konflik antara kelas tersebut mengancam ketertiban 

sosial. Ketiga, untuk mengatasi konflik sosial antar kelas harus 

diciptakan sebuah organisasi yang memenuhi kepentingan 

ekonomi dari satu kelas dan mengabaikan kelas yang lainnya. 
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Keempat, ketertiban sosial didapat dari penindasan terhadap 

kelas lainnya. Asumsi terakhir adalah bahwa negara merupakan 

organ yang memelihara ketertiban sosial yang juga menjadi 

organ yang menindas salah satu kelas. 

 

11.3.3 Ekonomi Politik Neo klasik 
Ekonomi politik aliran neoklasik merupakan kritik atas 

aliran marxisme yang meyakini pasar harus dikontrol oleh 

negara. Ekonomi politik aliran neoklasik berasumsi bahwa pasar 

tidak bisa dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya seperti yang 

dipercayai oleh aliran marxisme namun tidak bisa juga 

diberikan kebebasan sepenuhnya seperti yang diyakini aliran 

Smithian. Aliran ekonomi politik neoklasik berpandangan bahwa 

pasar seharusnya menerima intervensi dari pemerintah atau 

negara hanya pada saat-saat kritis, selebihnya tidak boleh ada 

intervensi. Asumsi neoklasik ini terlihat seperti jalan Tengah 
antara pemikiran Smithian dan marxisme karena menerima 

mekanisme pasar dan menerima peran pemerintah hanya pada 

situasi tertentu saja. Ekonomi politik neoklasik ini secara umum 

terbagi dalam dua generasi. Pakar neoklasik generasi pertama 

percaya bahwa di pasar berlaku sistem persaingan sempurna 

dan perekonomian selalu bergerak menuju keseimbangan. 

Sedangkan aliran neoklasik generasi kedua berpendapat 

sebaliknya, tidak mempercayai adanya persaingan sempurna.  

   

Teori Pertukaran & Teori Perilaku Birokratis 

Teori perilaku birokrat diperuntukan untuk menganalisis 
perilaku lembaga birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. 

Teori perilaku birokratis neoklasik ini lebih menitikberatkan 

pada perilaku para birokrat sebagai individu. Para ekonom yang 

mengamini teori ini berpendapat bahwa para birokrat harus 

dinilai berdasarkan sifat dan perilaku individunya karena 

perilaku dan kepentingan birokrat sebagai individu tidak 

selamanya akan sejalan dengan kepentingan organisasinya. 

Sedangkan kepentingan pribadi dari para birokrat ini dianggap 
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memiliki dampak bagi struktur, mekanisme, dan fungsi dari 

birokrasi itu sendiri. William A. Niskanen memberikan 

penjelasan tentang perbedaan mendasar antara pebisnis dan 

birokrat di mana perbedaan keduanya terletak pada 

kepentingannya. Jika pebisnis sangat mementingkan laba 

ekonomi, sedangkan birokrat berusaha memenuhi kepentingan 

diri dan kelompoknya dengan memaksimalkan variabel-variabel 

lain seperti gaji, kekuasaan, prestise, dsb. 

Lain halnya dengan teori perilaku birokrat yang hanya 
menganalisis perilaku birokrat sebagai individu, teori 

pertukaran menganalisis perilaku birokrat dan perilaku 

politikus. Argumen dasar teori ini adalah imbalan (reward) baik 

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan akan sangat 

mempengaruhi individu baik birokrat maupun politikus. Dalam 

berinteraksi baik politikus maupun birokrat mengekspektasikan 

keuntungan dan menghitung setiap biaya yang mesti 

dikeluarkan. Pencapaian tujuan pribadi individu baik birokrat 

maupun politisi sangat dipengaruhi oleh distribusi sumber daya. 

Pertukaran terjadi apabila politisi dan birokrat membutuhkan 

sumber daya yang tidak mereka miliki atau tidak bisa 
diproduksi sendiri. Demi mendapatkan sumber daya yang ingin 

dimiliki maka akan terjadi negosiasi untuk  mendapatkan 

sumber daya yang dikuasai oleh pihak lain. Sumber daya yang 

dimaksud disini terdiri dari uang, informasi, otoritas, barang, 

dan jasa. 

 

Model Power Seeking Politicians 

Dalam model power seeking politicians, baik birokrat 

maupun politisi dilihat sebagai agen yang rasional yang 

memperhitungkan untung dan rugi dari setiap keputusan dan 

kebijakan yang diambilnya. Kepentingan dari politikus adalah 
untuk mempertahankan kekuasaan bahkan meningkatkan atau 

memperluas kekuasaannya. Untuk mempertahankan kekuasaan 

biasanya politisi menggunakan sumber daya yang ada di bawah 

kontrol kuasanya untuk diberikan sebagai reward untuk 
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diberikan pada pendukungnya atau pada pihak-pihak yang akan 

membantunya dalam mempertahankan kekuasaannya. 

Begitupun politisi akan menggunakan kekuasaan pemerintah 

yang dipegangnya untuk menyingkirkan pihak-pihak yang 

mengganggu atau berusaha menjatuhkannya dari kekuasaan. 

Oleh sebab itu para politisi cenderung kurang reaktif pada 

tekanan kelompok kepentingan dan justru lebih aktif untuk 

memaksimalkan kesempatan untuk mempertahankan 

kekuasaannya. 
 

11.3.4 Ekonomi Politik Radikal 
Ekonomi Politik radikal ini muncul sebagai jawaban atas 

pertanyaan mengapa ada negara-negara yang tidak maju dari 

sisi ekonomi dibandingkan dengan negara lain padahal melewati 

starting point yang tidak jauh berbeda. Contohnya saja Amerika 

Serikat dan negara-negara Amerika Latin, yang keduanya sama-
sama negara koloni dari Eropa Barat. Amerika Serikat lebih 

didominasi oleh negara seperti Inggris, Perancis, Italia, dan 

Jerman. Sedangkan Amerika Latin lebih didominasi oleh negara 

seperti Spanyol dan Portugis. Amerika Serikat berhasil 

memerdekakan diri di abad ke 18 sedangkan Amerika Latin baru 

di awal abad ke-19. Meski tidak jauh berbeda namun Amerika 

Serikat secara ekonomi jauh lebih maju dibandingkan negara 

Amerika Latin.  

Komisi Ekonomi PBB atau ECLA (yang sekarang dikenal 

sebagai ECLAC) melakukan serangkaian penelitian yang 

dipimpin oleh ekonom asal Argentina, Raul Prebisch. Hasil 
penelitian tersebut mengungkapkan alasan keterbelakangan 

ekonomi yang dialami oleh negara-negara di Amerika Latin. 

Ternyata hubungan perdagangan yang tidak seimbang antara 

negara maju dan negara sedang berkembang menjadi salah satu 

penyebab utama. Menurut Prebisch hubungan kerjasama antara 

negara maju (negara donor) dan negara sedang berkembang itu 

tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. 
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Negara-negara sedang berkembang didorong untuk 

memproduksi komoditas primer untuk diekspor. Proses ini 

merugikan negara berkembang karena komoditas primer 

harganya di pasar internasional sangat kompetitif dan harganya 

ditentukan oleh pembeli. Komoditas yang diekspor oleh negara 

berkembang antara lain hasil bumi / tambang, bijih besi, timah, 

kemudian hasil hutan, hasil perkebunan, dan produk industri 

yang mempekerjakan buruh dengan upah murah. Semua produk 

yang dijual oleh negara berkembang ini umumnya dinilai murah. 
Bandingkan dengan produk dan jasa yang diimpor oleh negara 

berkembang yang mencakup produk teknologi, produk 

konsumsi, keterampilan dsb. Komoditas dari negara maju itu 

dijual dengan harga mahal sehingga negara maju untung lebih 

banyak. Hal ini bertentangan dengan aliran pemikiran klasik dan 

neoklasik yang menekankan bahwa negara seharusnya 

memproduksi barang atau jasa yang biaya produksinya paling 

rendah di negaranya dan kemudian surplus produknya bisa 

diekspor ke luar negeri. Kemudian negara seharusnya 

mengimpor barang-barang yang lebih murah apabila diimpor 

daripada diproduksi sendiri dengan biaya yang lebih tinggi. 
Fenomena yang terjadi pada negara-negara Amerika 

Latin adalah posisi tawarnya yang lebih rendah daripada posisi 

tawar negara-negara maju. Akhirnya negara berkembang 

dipaksa untuk menghasilkan produk-produk primer yang 

diekspor ke negara maju sebagai ganti untuk produk impor dari 

negara maju yang nilainya tidak sebanding. Kenyataan ini tentu 

tidak adil dan sangat eksploitatif terutama bagi negara dunia 

ketiga yang menjadi korbannya. Peneliti ECLA 

merekomendasikan untuk menghentikan ekspor produk-produk 

mentah atau primer dan dialihkan strategi substitusi impor. 

Selain itu disarankan untuk menghilangkan hambatan domestik 
misalnya dominasi politik oleh kelompok elit (oligarki) dan 

sistem kepemilikan tanah yang hanya menguntungkan pemilik 

tanah ukuran besar. 
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Ekonomi Politik Pendekatan Strukturalisme  

Aliran pemikiran strukturalisme ini lahir sebagai respon 

atas keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara-negara 

Amerika Latin akibat sistem kapitalis dengan perdagangan 

bebas yang sangat eksploitatif. Strukturalis merupakan paham 

yang menolak alasan-alasan struktural sebagai penyebab 

ketimpangan sosial-ekonomi. Strukturalisme berorientasi pada 

strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi yang disertai dengan 

intervensi dan pengontrolan atas mekanisme ekonomi pasar 
sehingga dapat memberi nilai lebih pada ekonomi sekaligus nilai 

tambah sosiokultural. Aliran strukturalisme membahas 

ketimpangan struktural yang disebabkan oleh pemusatan 

kekuasaan dan pemilikan aset ekonomi dan ketimpangan 

distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan ekonomi. 

Aliran ini menolak kehadiran pasar bebas karena diyakini 

menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Pasar bebas 

melanggengkan sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif, 

nonpartisipatif, sekaligus nonemansipatif. 

Aliran strukturalisme merupakan kritik terhadap konsep 

pasar bebas yang dipromosikan oleh ekonom seperti Adam 
Smith. Ekonomi pasar bebas banyak menimbulkan dampak 

negatif antara lain, kemiskinan, meningkatkan angka 

pengangguran, menimbulkan ketimpangan daripada 

pemerataan, menciptakan ketidakpastian daripada stabilitas, 

dan merusak budaya ketimbang memajukan. Seluruh ekonom 

aliran strukturalis sependapat bahwa internasionalisasi kapital, 

produksi, dan perdagangan bebas hanya memberdayakan 

kelompok masyarakat yang kaya dan berdaya beli tinggi namun 

menyengsarakan golongan masyarakat miskin yang berdaya beli 

rendah. Menurut ekonom, Swasono meskipun ekonomi 

neoklasik berdampak buruk terutama bagi negara dunia ketiga 
salah satunya Indonesia. tapi aliran ekonomi politik neoklasik 

adalah aliran yang paling mainstream diajarkan dalam studi ilmu 

ekonomi di kampus-kampus. Aliran neoklasik dan neoliberal 

kemudian menjadi lebih umum ketimbang ekonomi politik 
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aliran radikal padahal belum tentu penerapan aliran neoklasik 

dan neoliberal selalu membawa dampak positif di semua negara.  

Ekonomi Politik Dependensia 

Setelah kebijakan yang direkomendasikan oleh ECLAC 

diimplementasikan ternyata tidak banyak perubahan yang 

terjadi di negara-negara Amerika Latin. Perubahan yang sulit 

terjadi ini didasari kenyataan bahwa tidak mudah untuk 

menghentikan ketergantungan negara-negara Amerika Latin 

dari produk-produk impor. Saat perubahan yang 
diekspektasikan tidak terjadi, maka munculah aliran pemikiran 

lain yang diharapkan dapat memberi jawaban atas 

keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara-negara 

Amerika Latin maka munculah aliran pemikiran ekonomi politik 

Dependensia. Salah satu pencetus aliran pemikiran dependensia 

adalah Paul Baran dalam tulisannya On the Political Economy of 

Backwardness (1952), Baran mencoba untuk menjelaskan 

penyebab keterpurukan ekonomi khususnya yang terjadi di 

negara-negara Amerika Latin (Deliarnov, 2006). 

Baran menjelaskan bahwa adanya kontradiksi antara 

imperialisme, industrialisasi, dan ekonomi pembangunan di 
negara-negara Amerika Latin. Dalam penjelasan yang lebih 

spesifik Baran mengemukakan bahwa masuknya kapitalisme di 

negara-negara Amerika Latin tidak melalui pertumbuhan 

kompetisi antara perusahaan-perusahaan kecil namun 

sebaliknya melalui transfer bisnis besar yang monopolistik. Oleh 

sebab itu masuknya kapitalisme tidak dibarengi dengan 

munculnya kekuatan kelas menengah. Menurut Baran adanya 

investasi dari MNC (Multinational Corporations) memang akan 

meningkatkan pendapatan negara dunia ketiga yang menjadi 

persoalan apakah akan memberikan keuntungan bagi semua 

masyarakat di negara tersebut. Ternyata keuntungan dari 

peningkatan pendapatan negara tidak bisa dinikmati oleh 

sebagian besar masyarakat di negara-negara dunia ketiga 

karena adanya ketimpangan pendapatan yang jauh dalam 
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distribusi pendapatan. Kesimpulan akhir dari penelitian yang 

dilakukan Baran adalah kapitalisme gagal memberikan 

kesejahteraan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat 

tapi berhasil dalam mengenalkan semua ketimpangan ekonomi 

dan sosial yang melekat pada sistem kapitalisme. Lebih jauh, 

sistem kapitalisme telah mengubah pola orientasi pertanian 

yang awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi 

memproduksi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan ekspor. 

Paul Baran dianggap sebagai ekonom yang mencetuskan 
teori dependensia namun kebanyakan teori tentang 

dependensia diambil dari pendapat Andre Gunder Frank. Teori 

dependensia sesuai namanya merupakan teori ketergantungan, 

ketergantungan dari negara-negara berkembang ke negara-

negara maju. Ketergantungan antara pihak yang dominan dan 

pihak yang bergantung. Kerugian yang dirasakan oleh negara-

negara yang terbelakang dapat dinilai dalam dua perspektif, 

yakni pertama negara-negara terbelakang tidak memiliki 

kontrol atas pembangunan yang terjadi di negaranya. Kedua, 

negara-negara terbelakang juga secara materi tidak 

mendapatkan keuntungan atas pembangunan yang terjadi di 
negaranya. Hubungan ketergantungan menurut Frank jelas 

merupakan hubungan yang eksploitatif sehingga negara maju 

akan tetap maju sedangkan negara-negara yang terbelakang 

akan tetap di belakang. 

 

11.3.5 Ekonomi Politik Modern 
Proses ekonomi dan politik adalah proses yang tidak bisa 

dipisahkan, di mana ada keuntungan dari pertukaran maka akan 

terbentuk pasar. Pasar diatur oleh institusi-institusi negara 

dengan paksa, masyarakat tidak hanya berperan sebagai 

produsen dan konsumen melainkan sebagai warga negara yang 

memiliki kecenderungan politik. Oleh sebab itu ekonomi dan 

politik tidak bisa dipisahkan secara absolut menjadi dua disiplin 

ilmu yang berbeda karena dalam beberapa aspek keduanya 

memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam aliran 
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ekonomi politik modern ada berbagai teori mulai dari rational 

choice, teori pilihan sosial, sampai teori pilihan publik. Di bawah 

ini akan diuraikan beberapa teori dalam aliran ekonomi politik 

modern. 

 

Teori Pilihan Rasional 

Menurut William H. Riker dalam tulisannya Political Science 

and Rational Choice (1994) model dari teori pilihan rasional 

terdiri atas ; 1) aktor dapat merangkai tujuan, nilai, selera, dan 
strategi mereka. 2) aktor dapat memilih alternatif terbaik yang 

sekiranya dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka 

dapatkan. Kaum klasik mengembangkan asumsi bahwa manusia 

selalu rasional yang akan selalu memilih alternatif pilihan 

terbaik. Sedangkan pakar-pakar neoklasik mengembangkan 

konsep rasionalitas ke proses dan institusi politik. Dalam 

perspektif neoklasik para penyelenggara negara dilihat sebagai 

makhluk ekonomi yang memiliki dan didorong oleh kepentingan 

masing-masing sayangnya analisisnya berakhir sampai di situ. 

Paradigma ekonomi modern mencoba menjembatani ilmu 

ekonomi pada fenomena dan kelembagaan non pasar yakni yang 
berhubungan dengan politik. Pada umumnya teori rational 

choice berkaitan dengan konsep preferensi, kepercayaan, 

peluang, dan tindakan.   

Komponen utama dalam model rational choice terletak pada 

perangkingan. Dalam proses melakukan perangkingan, 

perangkat alternatif tetap jumlahnya, dan hal-hal yang bisa 

diabaikan atau diyakini tidak relevan dapat dikategorikan 

sebagai pilihan-pilihan yang tidak mungkin. Sedangkan 

komponen kedua adalah komponen kepercayaan. Penekanan 

pada kepercayaan di sini berarti kita percaya dan yakin bahwa 

individu tidak bertindak berdasarkan pada emosi atau 
kebiasaan saja. Namun atas kepercyaan tentang struktur sebab-

akibat di dunia nyata. Komponen ketiga yakni kesempatan, yang 

terkait sumber daya dan keinginan. Komponen keempat yakni 

Tindakan itu sendiri ; pilihan agen-agen. Teori rational choice 
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adalah untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh 

agen-agen, di mana preferensi dan kepercayaan tidak 

dipengaruhi dari dalam melainkan dari luar dan bersifat tetap. 

Sedangkan pilihan merupakan hasil respon terhadap perubahan 

dalam insentif dan biaya. Contoh penerapan model rational 

choice atau pilihan rasional dapat diaplikasi baik pada 

pemerintah maupun pada individu.  

11.4 Ekonomi Politik Islam ; Pemikiran Ibnu 

Khaldun 
Dalam pemikiran ekonomi Barat, tokoh-tokoh seperti Adam 

Smith, Karl Max, J.M.Keyness, tentu sering kita dengar. Ternyata 

sebelum ekonom Barat menemukan dan merumuskan teroi-
teori dalam ilmu ekonomi, umat Islam memiliki Ibnu Khaldun 

yang merupakan seorang cendekiawan muslim tersohor, dan 

ilmuwan yang sangat berjasa dalam merumuskan bukan hanya 

ilmu sosiologi tapi ilmu ekonomi. Ibnu Khaldun memiliki nama 

lengkap Abu Zayd ‘Abd Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun 

al Hadrami, beliau lahir tanggal 27 Mei 732 H dan wafat pada 

tanggal 19 Maret 808 H (Priyono and Ismail, 2012). Pemikiran 

Ibnu Khaldun memang tidak banyak diulas dalam buku-buku 

teori ekonomi dewasa ini, kebanyakan buku-buku teori ekonomi 

lebih banyak membahas tentang teori ilmu ekonomi dari ahli 

dan ekonom dari Barat padahal sebelum Adam Smith 

merumuskan pemikiran ekonomi liberalisme,  atau Karl Marx 

dengan Ekonomi Marxis, Ibnu Khaldun telah merumuskan 

konsep-konsep ekonomi lebih dulu. Ibnu Khaldun merupakan 

ekonom yang berasal dari Tunisia dengan karyanya yang paling 

fenomenal yakni Muqaddimah. 

Dalam karya-karyanya, Ibnu Khaldun membahas persoalan 

ekonomi seperti harga, pasar, pembagian kerja, pajak, 

perdagangan, hukum penawaran dan permintaan, hak milik 

serta kesejahteraan. Dalam tulisannya A fourteenth Century 

Economic, Boulokia menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun telah 
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menemukan konsep keutamaan dan kebutuhan pembagian kerja 

bahkan jauh sebelum resmi ditemukan oleh Adam Smith. Ibnu 

Khaldun membahas secara khusus tentang ilmu ekonomi dalam 

karyanya Muqaddimah pada bagian V (Huda, 2013). Menurut 

Ibnu Khaldun motif ekonomi muncul sebagai akibat dari 

keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan ketersediaan 

barang untuk memuaskan keinginan-keinginan tersebut justru 

terbatas. Untuk memecahkan persoalan ekonomi harus ditinjau 

dalam dua perspektif yakni perspektif tenaga kerja dan 
perspektif pengguna. Di bawah ini adalah penjelasan untuk 

kedua perspektif : 

1. Tenaga untuk memproduksi barang-barang yang 

dikonsumsi sendiri. 

2. Tenaga untuk memproduksi barang-barang yang akan 

dikonsumsi oleh Masyarakat banyak / publik. 

Adapun dalam perspektif pengguna / kegunaan terdiri dari 

dua poin sebagai berikut: 

1. Barang yang digunakan untuk diri sendiri, yang disebut 

sebagai rizq 

2. Barang yang digunakan untuk kepentingan luas / publik / 
Masyarakat yang mana manusia (yang memproduksi 

barang) tidak menjadi tujuan utama 

Individu harus melakukan kegiatan produksi untuk 

memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan untuk bertahan 

hidup. Dalam teori produksi, Ibnu Khaldun membuat klasifikasi 

antara produksi yang dilakukan individu untuk memenuhi 

kebutuhan pribadinya dan produksi individu yang diperuntukan 

bagi konsumsi masal atau konsumsi skala besar. Spesifikasi 

kerja dalam produksi masal akan meningkatkan jumlah 

produksi. Surplus dari produksi barang dapat digunakan untuk 

berdagang, Pembagian kerja sesuai dengan ketrampilan juga 
sangat disarankan oleh Ibnu Khaldun, dan apabila terdapat 

dampak negatif dari pekerjaan maka yang harus diperketat 

adalah kontrol dan transparansi kerja (Fauzidan Insany, 2019). 

Pembagian kerja tidak hanya dianjurkan dalam skala individual 
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atau dalam perusahaan skala nasional namun prinsip ini dapat 

juga diterapkan dalam negara di mana negara-negara dapat 

memproduksi barang sesuai dengan keterampilan dari 

penduduk di negara tersebut.  

Tidak sebatas pada pembagian kerja, Ibnu Khaldun juga 

membahas tentang nilai, uang dan harga. Menurutnya, nilai dari 

sebuah produk sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja 

yang menghasilkannya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga 

sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Oleh sebab 
itu ia sangat mendukung standar moneter dengan menggunakan 

emas dan perak. Semua barang selain emas dan perak selalu 

mengalami fluktuasi harga, tergantung pada permintaan dan 

penawaran. Apabila penawaran rendah maka permintaan akan 

meningkat dan harga juga akan ikut meningkat begitupun 

sebaliknya. 

Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi pemikiran dalam 

hal distribusi yang mana menurutnya harga suatu produk juga 

dipengaruhi oleh gaji, pajak, dan laba. Gaji diberikan pada yang 

memproduksi, pajak menjadi hak pegawai negara dan penguasa, 

dan laba diperuntukan bagi para pedagang. Jadi Ibnu Khaldun 
mengkategorikan perekonomian ke dalam tiga sektor yakni 

produksi, pelayanan masyarakat, dan perdagangan. Pendapatan 

nasional juga dikategorikan ke dalam tiga sektor yakni, gaji, laba, 

dan pajak. Kesimpulan sederhana yang dapat diperoleh dari 

pemikiran Ibnu Khaldun adalah ia tidak seratus persen setuju 

dengan pemikiran kapitalis dan tidak pula setuju dengan 

pemikiran sosialis. Hal ini dapat  disimpulkan dari 

pernyataannya tentang kebijakan pemerintah dan perdagangan. 

Pedagang tidak diberikan hak absolut namun intervensi 

pemerintah secara penuh juga tidak dianjurkan. Jadi Ibnu 

Khaldun bisa dikatakan adalah pemikir yang berada di tengah-
tengah karena tidak sepenuhnya setuju dengan kapitalis dan 

tidak juga sepenuhnya setuju dengan sosialisme.       
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BAB 12 
ZISWAF PENYANGGA PEMBANGUNAN 

 
Oleh Putri Rizka Citaningati, S.E., M.SEI 

 

 

12.1 Pendahuluan 
Keberlanjutan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk 

mencapai kestabilan dalam pemenuhan aspek-aspek 
komplementer baik dalam bidang ekonomi,  sosial dan etika 
dalam isu-isu pembangunan manusia.  Atribut-atribut ini, yang 
mendominasi panggung pusat dalam paradigma pengembangan 
partisipatif yang terpadu, menimbulkan suatu kompleksitas 
tertanam yang berkelanjutan di antara domain-domain interaksi 
tindakan manusia. Keberlanjutan ini bukanlah entitas tunggal 
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari relasi yang 
terus-menerus terjalin di antara elemen-elemen tersebut. 
Dengan bersinergi, atribut-atribut ini memberikan dimensi dan 
nuansa pada potensi manusia secara keseluruhan, melibatkan 
pengaruh mereka di tengah lingkungan yang menyeluruh 
(Choudhury, 2012).  

Proses komplementaritas yang meluas ini bukan hanya 
sekadar hasil interaksi internal; sebaliknya, itu memberikan 
pandangan tentang penyatuan sistem dunia. Pengembangan 
global dipandang sebagai sebuah sistem yang terhubung, 
dihubungkan oleh epistemologi kesatuan pengetahuan. Dalam 
kerangka ini, keberlanjutan menciptakan komplementaritas 
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multidimensional antara variabel dan hubungan dalam konteks 
pembangunan sosioekonomi. Hal ini mencerminkan penerapan 
epistemologi yang sangat relasional terhadap dunia.  

Kunci dari semua ini bukan hanya memahami 
kompleksitas hubungan tersebut, tetapi juga 
menginternalisasikan pandangan dunia epistemologis ini. 
Pendidikan masyarakat dan forum-forum yang berkepentingan 
menjadi integral dalam mencapai pemahaman ini. Perlu adanya 
kebijakan dan program yang diperkuat oleh pemerintah 
nasional, organisasi pengembangan internasional, dan semua 
entitas yang berpartisipasi dalam pembangunan, untuk 
mewujudkan konsep keberlanjutan ini sebagai suatu realitas 
yang tidak hanya diinginkan tetapi juga tercapai melalui 
pemahaman yang mendalam akan kompleksitas dan keterkaitan 
dalam tindakan manusia dan pembangunan global. 

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan 
salah satu pilar ekonomi Islam yang memiliki peran penting 
dalam pembangunan. ZISWAF bukan sekadar konsep filantropis 
atau amal ibadah semata. ZISWAF dapat menjadi sumber 
pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan menggambarkan 
peran pentingnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat, 
karena berasal dari masyarakat dan dikelola secara transparan 
dan akuntabel. ZISWAF dapat digunakan untuk membiayai 
berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. ZISWAF juga 
dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan 
kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam dan korban konflik. 

ZISWAF, yang terdiri dari lima konsep utama, 
menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan 
inklusif. Habib (2016) menyatakan bahwa zakat sebagai 
kewajiban bagi umat Islam tidak hanya menjadi bentuk ibadah, 
tetapi juga menjalankan peran kunci dalam meredistribusi 
kekayaan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan 
bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Instrumen lain 
seperti infaq, shadaqah, dan wakaf menambah dimensi 
kepedulian dan keterlibatan sosial, sementara Dana Amil 
mengelola serta mendistribusikan dana ZISWAF dengan penuh 
keberlanjutan. 
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Pentingnya ZISWAF sebagai penyangga pembangunan 
terletak pada kontribusinya dalam mengatasi tantangan kritis 
seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian 
ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi dana yang terkumpul, 
ZISWAF mampu memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan 
untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Keberlanjutan ini menjadi kunci untuk 
menciptakan perubahan yang berkesinambungan dan 
merangsang pertumbuhan inklusif. 

 

12.2 Zakat 
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib 

ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat 
berasal dari bahasa Arab (اة  ,zakat yang berarti suci, bersih (زك
dan berkembang (Abbas, 2017). Zakat merupakan salah satu 
ibadah yang memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan 
negara. Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, dan 
berkembang. Secara istilah, zakat adalah salah satu rukun Islam 
yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi 
syarat, berupa harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan 
kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Sabiq et al (2016) menyatakan bahwa zakat merujuk 
pada hak Allah yang harus diberikan kepada penerima zakat 
(mustahik). Namun, Qardhawi (2007) mendefinisikan zakat 
dalam konteks fikih sebagai sejumlah harta tertentu yang harus 
diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan 
ijma' ulama Muslim, Allah telah menetapkan kewajiban zakat. 
Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya diatur 
oleh undang-undang.  

Adinugraha (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan dan 
pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
No. 38 Tahun 1999 tentang zakat. Pengesahan undang-undang 
ini sebagian besar dilakukan untuk menjaga kebebasan warga 
negara untuk menganut agama dan kepercayaan mereka sendiri. 
Zakat dianggap dalam situasi ini sebagai salah satu komponen 
penting dari ajaran Islam yang harus dilakukan oleh 
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penganutnya. Pemerintah diharapkan memberikan petunjuk, 
layanan, dan perlindungan yang diperlukan untuk meningkatkan 
keuntungan ekonomi umat. 

 

                                                                                 ٱ                    ٱ            

                    ٱ                                                                                       ٱ   

                               ٱ         
 
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (Q.S At Taubah (9):60) 

Sebagaimana pada ayat di atas, Q.S At-Taubah (9) ayat 60 
distribusi zakat dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, 
termasuk kepada penerimanya yang telah ditetapkan menjadi 8 
asnaf (kategori) mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, 
memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan 
Ibnu Sabil. Dari perspektif penerima zakat, dapat disimpulkan 
bahwa keberadaan zakat membantu pemetaan ekonomi dengan 
meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik zakat 
(Akhyar Adnan and Barizah Abu Bakar, 2009). Melalui distribusi 
zakat yang adil, maka fungsi zakat dapat mencapai tujuan 
Pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah adalah agar 
mereka yang semula dikategorikan sebagai mustahik dapat 
terbebas dari kemiskinan dan berkembang menjadi muzakki 
zakat di masa mendatang. 

Hukum zakat, yang merupakan satu dari lima rukun 
Islam dan diperintahkan pada tahun kedua hijriah, memiliki 
peran ganda sebagai bentuk ibadah "mahdah" dalam konteks 
keuangan. Selain berfungsi sebagai kewajiban ibadah, zakat juga 
berperan sebagai instrumen yang mendukung kaum fuqaha (ahli 
hukum Islam) dan kaum miskin dalam memenuhi kebutuhan 
pokok mereka, sehingga mereka dapat secara khusus 
melaksanakan kewajiban agama dengan penuh dedikasi. 
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Pentingnya zakat tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi 
juga secara sosial ekonomi, terletak pada kemampuannya untuk 
mengurangi disparitas yang mencolok antara golongan kaya dan 
miskin, serta memastikan kebutuhan dasar, khususnya di bidang 
pangan, terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, zakat tidak 
hanya menjadi tanggung jawab keagamaan, tetapi juga menjadi 
penyeimbang sosial ekonomi yang mendukung penuh 
pelaksanaan kewajiban agama dengan mantap dan merata di 
tengah masyarakat. 

Hafidhuddin (2018) menjelaskan bahwa zakat 
berkontribusi pada pemerataan ekonomi sepanjang sejarah 
Islam, terutama selama masa Nabi dan sahabat, terutama selama 
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Zakat berhasil 
membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik selama 
dua puluh dua tahun kepemimpinannya. Akibatnya, para 
mustahik zakat akhirnya menjadi muzakki. Zakat memiliki 
potensi besar dan peran yang signifikan dalam mengatasi 
kemiskinan di Indonesia dan meratakan distribusi ekonomi. 
Mulai diterapkannya pemerataan distribusi zakat saat ini, 
diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen besar 
pembangunan ekonomi di masa depan. 

 

12.3 Infaq 
Infaq berasal dari kata "anfaqo-yunfiqu", yang berarti 

perbelanjaan atau pembiayaan. Dalam konteks ini, makna infaq 
menjadi lebih spesifik karena terkait dengan upaya untuk 
melaksanakan perintah Allah جل جلاله. Selain itu, infaq juga mencakup 
penggunaan harta benda untuk tujuan amal kebajikan dalam 
jalan Allah جل جلاله. Dengan demikian, bentuk dari infaq sendiri secara 
spesifik hanya dalam bentuk materi saja (Zulkifli, 2020). 

Infaq secara etimologi adalah memberikan harta atau 
benda kepada orang lain. Namun, dalam terminologi syariat, itu 
berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan 
untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Infaq adalah 
tindakan yang sangat efektif yang membantu orang mencapai 
kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat karena melibatkan 
penggunaan sebagian harta untuk tujuan mulia, yang dianggap 
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sebagai ibadah sunnah dalam perspektif Islam. Berdasarkan 
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 
infaq mencakup pengeluaran harta yang dilakukan oleh individu 
atau badan usaha untuk kepentingan umum, selain dari zakat. 

Tidak seperti zakat, infaq tidak terikat oleh nishab. Infaq 
dapat diberikan oleh setiap orang yang beragama. Infaq juga 
dapat digunakan untuk kebaikan seseorang atau kelompok, 
seperti masjid atau lembaga. Infaq dapat digunakan untuk 
membiayai pemerintahan atau untuk memberikan bisyarah 
kepada pengurusnya. Ini disebabkan fakta bahwa dana infaq 
tidak dianggap sebagai waqaf yang permanen, dan tidak ada 
akad yang terkandung di dalamnya. 

 

ا ٱ                 ٱ           ٱ                                                        

                   

                                  
 ٱ                               

 
Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah 
nafkah yang baik untuk dirimu….” (Q.S At-Taghabun (64) ayat 
16) 

Pelaksanaan infaq telah disebutkan dalam Al-Qur’an 
Surat At-Taghabun ayat 16, bahwasannya Allah جل جلاله memberikan 
perintah kepada hambaNya untuk membelanjakan harta untuk 
diri sendiri dan memberikan nafkah kepada istri dan keluarga 
sesuai dengan kemampuannya, yang dijelaskan dalam Q.S At-
Thalaq ayat 7. Selain itu, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 
267 dijelaskan bahwasannya dalam membelanjakan harta 
tersebut akan lebih baik jika dibelanjakan pada hal yang baik 
dan dianjurkan unntuk menunaikan infaq. 

 

ك   ٱ                ك                ٱ     
ٱ                    ا            ة         ك                        

                       ٱ                  
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 
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dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.” 

Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan 
kekayaan mereka sendiri dan hak untuk memanfaatkan hak 
orang lain. Jumlah infaq tidak terbatas, karena infaq adalah 
bentuk ibadah sukarela yang diberikan oleh orang yang memiliki 
banyak harta kepada mereka yang membutuhkan, karena segala 
sesuatu yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah جل جلاله. Oleh 
karena itu, infaq hanya terkait dengan aspek materi karena, 
menurut definisinya, infaq mencakup memberikan sejumlah 
materi tertentu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 
memiliki harta yang tidak mutlak, orang harus lebih berhati-hati 
dalam menggunakan uang mereka. 

Infaq menjadi juga salah satu instrumen umat Muslim 
agar membatasi belanjanya agar terhindar dari perilaku israf 
(boros, foya-foya). Israf, dalam pandangan beberapa ulama dan 
jumhur mufassirin, dianggap setara dengan tabdzir, yang secara 
konseptual diartikan sebagai pemborosan. Menurut penafsiran 
Ibn Abbas, Ibn Mas‘ud, dan sejumlah mufassir terkemuka, 
tabdzir dapat dijelaskan sebagai penggunaan harta tanpa 
memperhatikan keberlanjutan atau keberhasilan yang 
seharusnya. Pendapat Ibn al-Jauzi dalam Zâd al-Masir 
menegaskan, Mujahid menyatakan, “Jika seseorang 
mengalokasikan seluruh hartanya dengan penuh kebenaran, 
tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tabdzir. Sebaliknya, 
jika dia menyumbangkan bahkan sebagian kecil dari harta 
tersebut di luar konteks kebenaran, maka ia sudah terjerumus 
dalam tindakan tabdzir.” Sementara itu, iqtar, dalam konteks 
maknanya, merujuk pada penahanan diri dari melaksanakan 
kewajiban infaq atau menahan diri dari memberikan sumbangan 
yang semestinya diberikan (Az-Zuhaili, 2011). 

Manusia berfungsi sebagai perantara dalam pengelolaan, 
pengawasan, dan pembagian kekayaan. Salah satu cara untuk 
melakukannya adalah melalui infaq, yang berarti memberikan 
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bagian dari harta kepada mereka yang berhak atasnya. Oleh 
karena itu, masalah kemiskinan suatu negara dapat berkurang. 
Agama Islam mendorong semua penganutnya untuk bersedekah 
dalam upaya mewujudkan cita-cita Islam tentang kesetaraan 
sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekayaan terkumpul di 
satu tempat. 

 

12.4 Shadaqah 
Sedekah, juga disebut shadaqah dalam bahasa Arab, 

adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada 
orang lain secara sukarela dan tanpa batas waktu atau jumlah. 
Pada masa awal Islam berkembang, shadaqah diartikan sebagai 
pemberian yang disunnahkan (shadaqah sunnah). Pada setiap 
pemberian shadaqah maka tidak mengharapkan sesuatu atas 
apa yang dikeluarkannya (Zulkifli, 2020). Dengan demikian, 
sedekah merupakan representasi dari amal kebajikan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan 
ridho Allah جل جلاله dan pahala semata-mata. Shadaqah berasal dari 
kata "shidiq", yang berarti benar, dan secara etimologis memiliki 
arti membenarkan. 

Menurut PSAK 109, shadaqah adalah harta yang 
diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik dengan tujuan 
tertentu atau tanpa tujuan tertentu. Sedekah sendiri adalah 
pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang 
yang membutuhkan, atau pihak lain yang berhak menerima 
shadaqah tanpa imbalan, tanpa tekanan, tanpa batasan jumlah, 
dan dapat diberikan kapan saja. 

Secara umum, sedekah yang mencakup hal non-material 
seperti senyuman dan kebaikan, seharusnya diberikan kepada 
siapa pun dan kapan pun. Semua orang berhak menerima 
sedekah. Namun, ada dua golongan utama yang paling berhak 
menerima sedekah, yaitu: 
a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah kepada siapa saja, 

baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama dengan 
mereka yang lebih berhak mendapatkan sedekah daripada 
orang lain. 
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b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa pun, tidak peduli 
agamanya, rasnya, sukunya, kebangsaannya, status 
sosialnya, atau kondisi kehidupannya. Sedekah dapat 
diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan, 
baik itu materi atau spiritual. 

Dalam Al-Quran dan Hadis, orang Islam dianjurkan untuk 
bersedekah, tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan 
zakat dan menjalankan sholat. Sedekah tidak memiliki ketentuan 
dan kadar yang sama seperti zakat, dan tidak ada aturan 
pelaksanaan yang ketat seperti sholat. Tidak ada dosa yang 
dijelaskan jika seseorang tidak melaksanakan sedekah 
sebagaimana dalam ibadah zakat dan sholat. Beramal dengan 
memberikan sedekah harus dilakukan dengan niat yang murni, 
tanpa adanya keinginan untuk dipuji (riya) atau diakui sebagai 
dermawan. Penting untuk tidak membanggakan sedekah yang 
telah diberikan, bahkan lebih-lebih tidak menyebut-nyebutnya, 
terutama agar tidak menyakiti perasaan penerima. Hal ini 
disebabkan karena perilaku tersebut dapat menghilangkan 
pahala yang seharusnya diperoleh dari sedekah. Allah جل جلاله telah 
menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 264: 

 
                                ا ٱ           ا    ٱ      ا                                ٱ                  

ة            ك         ا    ا          ا     ا                    ك     
ا                                     

ا     ٱ                                                          
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya 
dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang 
menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan 
orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian 
batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak 
bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang 
mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 264) 
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Shadaqah terbagi menjadi dua kategori, yaitu shadaqah 
yang diwajibkan dan shadaqah yang dianjurkan. Pertama adalah 
shadaqah yang pahalanya tidak terus mengalir, dan kedua 
adalah shadaqah yang pahalanya tetap mengalir bahkan setelah 
orang yang menyumbangkannya meninggal dunia. Sebagaimana 
dengan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, 
“Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia maka 
terputuslah amalnya kecuali tiga hal; Sedekah jariyah, ilmu yang 
dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya." (HR. 
Tirmidzi). 
 

12.5 Wakaf 
Menurut etimologi, wakaf berasal dari tiga kata yaitu al-

waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk 
sabilillah). Kata "al-waqf" adalah bentuk masdar dari kata 
"waqfu asy-syai", yang berarti menahan sesuatu. Dalam istilah 
terminologi, menurut ulama Hanafiyah, wakaf berarti menahan 
substansi harta dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan 
manfaatnya (Zulkifli, 2020). Ini berarti, wakaf memberikan 
legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyumbangkan 
manfaat dari harta tersebut secara global. Definisi wakaf ini 
mengandung delapan hal (Kasdi, 2017): 
1. Menyimpan kekayaan agar tidak digunakan untuk 

kepentingan pribadi, seperti menyisihkan harta untuk 
pembangunan masjid, sekolah, atau pengadaan mobil yang 
bermanfaat bagi banyak orang. 

2. Wakaf ini mencakup harta, baik yang bersifat tetap dan 
tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan, 
maupun harta yang bergerak, seperti uang dalam bentuk 
pinjaman dan deposito. 

3. Mencakup gagasan mempertahankan dan menjaga integritas 
properti sehingga memungkinkan pemanfaatan langsung 
atau penggunaan berulang. 

4. Wakaf berarti manfaat berulang yang bertahan lama, apakah 
itu jangka panjang, singkat, atau selamanya. 

5. Wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menerima 
keuntungan secara langsung dari harta atau benda yang 
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diwakafkan. Ini juga mencakup wakaf produktif, yang 
menerima keuntungan dari produknya, baik dalam bentuk 
barang maupun jasa, serta memberikan semua keuntungan 
bersihnya kepada tujuan wakaf. 

6. Wakaf mencakup jalur kebaikan yang umum untuk 
kesejahteraan, sosial, dan tujuan lainnya. 

7. Sebagai gambaran tentang wakaf menurut fikih dan 
perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa wakaf hanya 
dapat terjadi jika ada keinginan dari wakif. 

8. Keanekaragaman pemeliharaan dan kemungkinan 
mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari 
hasilnya. Ini juga menetapkan tanggung jawab utama 
manajemen wakaf, yang bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa wakaf terus berlanjut dan memberikan 
manfaat kepada penerima wakaf yang berhak, baik dari 
masyarakat umum maupun kelompok tertentu. 

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang 
Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum wakif yang 
memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk 
dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum 
sesuai syariat, selamanya atau dalam jangka waktu tertentu 
sesuai persyaratan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 
dan Kitab Hukum Acara (KHI), wakaf memiliki sifat mu'abbad, 
yang berarti abadi, selamanya, atau abadi. Artinya, barang yang 
diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena sudah menjadi 
milik umum, bukan milik wakif lagi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peraturan 
yang jelas menyatakan bahwa barang wakaf dapat digunakan 
baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Oleh 
karena itu, undang-undang mengakui wakaf mu'aqqat, atau 
jangka waktu tertentu. 

Menurut Al Arif (2012) wakaf dapat dibagi menjadi dua 
kelompok berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu: 
1. Pengelolaan wakaf secara tradisional, mengacu pada 

pengelolaan harta wakaf yang khusus digunakan untuk 
pembangunan fisik, umumnya bersifat konsumtif. 
Contohnya adalah wakaf tanah untuk pengkuburan umum, 
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pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan 
keperluan lainnya. 

2. Manajemen wakaf secara modern mengacu pada 
pengelolaan wakaf dengan pendekatan produktif, yaitu 
mengalihkan harta dari kegiatan konsumtif ke investasi 
yang berwawasan produktif, terutama dalam bentuk modal 
produksi. Saat ini, pendekatan ini tengah menjadi fokus 
perhatian karena potensinya dalam mendorong 
perkembangan ekonomi di Indonesia. Contoh wakaf 
produktif melibatkan pengelolaan wakaf uang, saham, 
bangunan yang dapat disewakan, dan tanah produktif. 
 

12.6 Peran ZISWAF dalam Menyangga Pembangunan 
Melalui Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Amil Zakat 

(ZISWAF), yang secara kolektif menjadi pilar utama dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, 
kesehatan, serta mendukung infrastruktur sosial dan ekonomi. 
ZISWAF memiliki peran penting dalam pembangunan, antara 
lain: 
a. Mendukung pembangunan ekonomi 

ZISWAF memainkan peran yang signifikan dalam pembiayaan 
program-program pembangunan ekonomi yang beragam. 
Salah satu aspek utama adalah dukungan terhadap 
pembangunan infrastruktur, yang mencakup proyek-proyek 
strategis seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. 
Sumber dana dari ZISWAF juga dapat dialokasikan untuk 
mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM), menjadi modal yang vital untuk memacu 
pertumbuhan sektor ini.  
Selain itu, melalui ZISWAF, dana dapat dialokasikan untuk 
pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, membantu 
individu dan komunitas untuk mengembangkan keterampilan 
dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan usaha 
mereka. Penggunaan ZISWAF dalam pembangunan ekonomi 
memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan. Dana yang dikumpulkan dan dikelola 
dengan baik dapat memberikan dorongan penting bagi 
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proyek-proyek pembangunan yang mendukung 
perekonomian lokal dan nasional.  
Dengan memberdayakan UMKM melalui bantuan finansial 
dan pelatihan, ZISWAF juga berkontribusi pada penciptaan 
lapangan kerja, memperkuat daya saing ekonomi, dan 
merangsang inovasi di tingkat lokal.  Selain itu, melalui 
berbagai program ini, ZISWAF dapat membantu mengurangi 
tingkat kemiskinan dengan memberikan akses lebih luas 
terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang 
beruntung. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya berperan 
sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai agen perubahan 
yang positif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan 
ZISWAF memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Melalui 
dana yang terkumpul, ZISWAF dapat didedikasikan untuk 
pembangunan sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas 
kesehatan lainnya. Pembiayaan ini tidak hanya mencakup 
pembangunan fisik bangunan, tetapi juga mendukung 
penyediaan peralatan, tenaga pendidik, dan sumber daya 
medis yang diperlukan. Dengan adanya dukungan dari 
ZISWAF, masyarakat yang sebelumnya memiliki akses 
terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat 
merasakan perbaikan yang signifikan. 
Pendidikan yang didukung oleh ZISWAF tidak hanya 
memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan 
pengetahuan, tetapi juga menciptakan peluang kerja yang 
lebih baik di masa depan. Sementara itu, pembiayaan 
kesehatan dapat mengurangi beban biaya pengobatan bagi 
masyarakat yang kurang mampu. Dengan meningkatnya 
akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dampak 
positifnya dapat dirasakan dalam peningkatan harapan hidup, 
penurunan tingkat penyakit, dan peningkatan kesejahteraan 
umum. 
Lebih dari itu, ZISWAF memainkan peran penting dalam 
mengurangi kesenjangan sosial. Dengan cara ini, dana yang 
dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan 
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dapat meratakan peluang dan hak-hak masyarakat dalam hal 
pendidikan dan kesehatan. Dengan mengatasi hambatan-
hambatan ini, ZISWAF secara efektif dapat menjadi pilar yang 
mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan 
masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, 
implementasi ZISWAF tidak hanya menjadi solusi finansial, 
tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan 
masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
ZISWAF menjadi instrumen yang efektif dalam membantu 
masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak 
yatim, dan penyandang disabilitas. Melalui distribusi dana 
zakat, kelompok-kelompok rentan ini dapat menerima 
bantuan finansial yang signifikan, memberikan mereka akses 
ke kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan 
kesehatan. Selain itu, ZISWAF juga berperan dalam 
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Dana 
yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dapat diarahkan 
ke proyek-proyek pembangunan yang mendukung 
pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesejahteraan 
umum.  

Dengan demikian, ZISWAF bukan hanya sekadar 
memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi 
pada pembangunan jangka panjang yang membentuk fondasi 
masyarakat yang berkeadilan, berdaya, dan makmur. Dalam hal 
ini, peran Amil Zakat sangat krusial karena melalui tugasnya 
dalam mengelola dan mendistribusikan dana, Amil Zakat 
memastikan bahwa bantuan mencapai sasaran yang tepat dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga dampak 
positifnya dapat dirasakan secara menyeluruh dalam 
masyarakat. 
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